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ABSTRAK

Pada Tahun 2012 Undang-Undang Keistimewaan DIY
dinyatakan resmi berlaku. Berdasarkan Undang-undang yang terdiri
dari 16 Bab dan 51 Pasal tersebut Pemerintah Pusat memberikan lima
kewenangan khusus kepada Pemerintah Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Y ogyakarta. Kelima kewenangan tersebut terdiri dari: Tata
carapengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan
Wakil Gubernur; Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
Kebudayaan; Pertanahan; dan Tata ruang. Masyarakat berharap
keistimewaan bisa menjadi solusi atas persoalan berkepanjangan
terkait hubungan antara pusat dan daerah di DIY, dan menjadi
instrument dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi yang
terjadi  bukan semakin kokohnya arsitektur bangunan politik
keisimewaan DIY melainkan munculnya dinamika politik
keistimewaan yang sarat dengan seteru dan polemik. Penelitian ini
hendak mengeksplorasi bagaimana berlangsungnya dinamika politik
keistimewaan DIY sesudah diberlakukannya UU No 13 tahun 2012
serta apa sgja faktor-faktor yang mendasari terjadinya dinamika politik
keistimewaan tersebut.

Ada dua teori yang dipergunakan dalam studi mengenai
"Dinamika Politik Keistimewaan di Daerah Istimewa Y ogyakarta’
ini, yakni teori desentralisasi yang memfokuskan pada devolusi dan
teori dispositif Foucaultian. Teori desentralisasi dipergunakan untuk
memotret dan membingkai kajian terhadap Daerah Istimewa
Yogyakarta yang mendapatkan kewenangan istimewa dari
pemerintah pusat. Sementara teori dispositif dipergunakan untuk
menganalisis dan mendeskripsikan hal ikhwal yang terkait dengan
fenomena dinamika politik yang muncul dan berkembang di DIY.
Pembahasan dilakukan dengan mengacu pada kerangka teori dalam
analisis digpositif yang meliputi: area referensi, otoritas regulas,
prosedur regulasi dan strategi imperatif.



Penelitian ini menemukan bahwa Analisis dispositif yang
dipergunakan sebagai pisau analisis telah berkontribusi dalam
mengkonstruks dan memetakan dinamika politik yang berlangsung di
Daerah Istimewa Y ogyakarta pasca diundangkannya Undang-undang
Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Analisis atas area
referensi, otoritas regulasi, prosedur regulasi dan strategi imperatif
menunjukkan bahwa pada dasarnya substansi keistimewaan DIY
terletak pada mekanisme pengangkatan Sultan Hamengku Buwono
sebagal Gubernur dan Paku Alam sebagai wakil gubernur. Adapun
empat urusan keistimewaan lainnya sebagaimana diatur dalam
Undang-undang Keistimewaan seperti kebudayaan, tata ruang,
pertanahan, dan kelembagaan hanyalah faktor-faktor dalam strategi
imperatif yang berfungsi sebagai instrumen atau aat untuk
memperoleh dan melanggengkan kekuasaan seluas-luasnya dan
selama-lamanya.

Dengan kata lain, Undang-undang Keistimewaan secara
terang benderang telah menjadi prototif dari sebuah instrumen legal
dalam pemberian kekuasaan oleh negara pada Sultan dan Paku Alam
secara affirmasi negatif. Undang-undang Keistimewaan DIY menjadi
dasar dan sekaligus payung hukum atas kedudukan Sultan Hamengku
Buwono sebagai Gubernur DIY dan Paku Alam sebaga Wakil
Gubernur. Kedudukan tersebut ditopang oleh kekuatan ekonomi
dalam bentuk urusan keistimewaan dalam bidang pertanahan dan tata
ruang, kekuatan sosial dan simbol budaya melalui kewenangan
istimewa dalam kebudayaan, dan pelembagaan birokrasi patrimonial
melalui kewenangan istimewa kelembagaan. Hal ini menempat
Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai eksekutif pada posisi yang
dominan atas legislatif yang berdampak pada tidak dapat berjalannya
mekanisme check and balance dalam proses penyelenggaraan roda
pemerintahan di DIY.

Keywords: desentralisasi, dinamika politik, relasi wacana-kuasa



ABSTRACT

Since 2012, the law of special regent of Y ogyakarta privileges
was officially implemented. Based on The law that consisting 16
chapters and 51 verses, the central government of Indonesia
distributes five authorities embodied in special regent government of
Yogyakarta. Those five authorities are: pattern or mechanism in
fulfilling the chair of Governor and its vice governor, special model
of local governmentingtitutions, culture, land and spacial regulation.
The people of Yogyakarta hope that the privileges become the
solution for the long problem of the relation between central and
local government. Hopefully, this act able to being instrument to
achieve the welfare society. In fact, this law does not strengthening
the political architecture of the privileges policy, but it emerges the
hot political dynamic with conflict and polemic. This study aimed to
exploring how the dynamic of privileges politic after the
implementation of Act No 13. 2012, and the factors which influenced
the dynamics.

Two theories were used in this study, first, decentralization
theory, mainly on devolution, and second, foucaltian dispositive
theory. Decentralization theory is used to analysis decentraization
policy from central government to Yogyakarta. While the dispositive
theory is for analyzing and describing problems and phenomena
occur in special province of Yogyakarta. Furthermore, the discussion
is presented by referring to the theoretical framework and dispositive
analyses include: area of reference, authority of regulation, process of
regulation, and imperative strategies.

This research found that dispositive analysis helpedin
constructing and mapping the political dynamic in related to special
province of Y ogyakarta having law 13/2012 enacted. The analysis on
area of reference, authority of regulation,processof regulation, and
imperative strategiesindicated that basically the substance of DIY
privileges is on procedure in fulfilling governor and vice governor.
Therefore, those of other special affairs. special model of local
governmentingtitutions, culture, land and spacial regulationare only
influenced factors or instruments to get and perpetuate the power.

In another word, the privileges law frankly becomes prototype
of legal instrument for the state to gave power to Sultan and Paku



Alam with negatively affirmative. The privileges act of become a
foundation and also alegal standing for Sultan Hamengkubuwono to
being governor and Paku Alam is a vice governor. This legal standing
is also supported by economic capital (the rule of land and spacial
regulation), social and political capital, and cultural hegemony
through formatting patrimonial bureaucracy. Consequently, Governor
and viceGovernor can be more dominant then the parliament.
Parliament have no enough power to do check and balance
mechanism in controlling process of government policy.

Keywords: decentralization, political dynamic, discourse interplay,
power relation
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BAB |
PENDAHULUAN

|.1. Latar Belakang

Sesadt usal dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang
Yudhoyono, sebagai Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta Sri Sultan
Hamengku Buwono X menyatakan, “ gpayang diharapkan selamaini akhir-
nyaterealisas”. Peristiwapelantikan Sri Sultan Hamengku Buwono X
sebagal Gubernur danK GPAA Pakualam 1 X sebaga Wakil Gubernur DIY
padatanggal 10 Oktober 2012 itu menjadi penandaakhir dari dinamika
panjang proses perjuangan dalam memperoleh legalitasdan status keisti-
mewaan DIY. Polemik tentang keistimewaan dengan pengisian jabatan
Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai isu sentralnyayang terjadi sejak
tahun 1998 menjadi antiklimak. Bahkan pelantikan Gubernur dan Wakil
Gubernur di Gedung Agung tanpadiwarnai sorak sorai layaknya sebuah
even seleberas. Masyarakat yang sebelumnya aktif berpartisipas dalam
berbagal upaya perjuangan keistimewaan bahkan reaktif sampai turunke
jdantetap adem-ayem sgja. Perigtiwapelantikan yang sakral seperti lepas
dari perhatian masyarakat.

| su keistimewaan kembali menyeruak ketengah publik ketikaterjadi
pembahasan Peraturan Daerah | timewa (Perdais) Induk oleh pemerintah
daerah bersama DPRD DIY padaAgustus 2013 dan Peraturan daerah
| stimewatentang Pengusian Jabatan Gubernur danWakil Gubernur DIY



padatahun2015. | su utamayang berkembang jadi polemik di tengah publik
addah terkait dengan perumusan persyaratan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur yang hendak dimasukkan dalam pasal Peraturan Daerah Istimewa
(PERDALIS) sebagai turunan dari Undang-undang Keitimewaan.! Diantara
poin yang sengitif dalam persyaratan tersebut adalahtentang daftar riwayat
hidup “igtri” yang harus dipenuhi oleh calon gubernur dan wakil gubernur.
Adanyakata“istri” dalam ketentuan yang menyebut daftar riwayat hidup
istri mengandung pengertian bahwa rajayang bertakhtapastilah laki-laki.
Sementara Sultan Hamengku Buwono X yang bertakhtasaat ini diketahui
hanyamemiliki anak perempuan.

Polemik yang berkembang di tengah publik kemudian merambah
pada persoalan sukses di Kasultanan. Lebih-lebih ketika di interna
Kasultanan jugaterjadi dinamikapolitik yang kianmemanas menyusul Sabda
Rajadan tigaSabda Tamayang dikeluarkan Sultan Hamengku Buwono X
hanyadalamkurun waktu tigabulan, yakni bulan Maret hinggaMei 2015.2

! Polemik ini cukup hangat di publik ketika sikap di DPRD DIY
terfragmentasi pada dua kutub antara kutub yang setuju dan yang kontra
dimasukkannya secara eksplisit tentang daftar riwayat hidup sebagai salah
satu persyaratan Gubernur dan Wakil Gubernur DI'Y dalam Perdais Pengisian
Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DI'Y. Pro kontradi DPRD bisadisimak
di .https://m.tempo.co/read/news/2015/03/07/058647802/8-butir-sabdatama-
sultan-dan-kisruh-politik-yang-melatarinya

Polemik ini kemudian mereda setdlah DPRD DIY menyetujui secara
bulat masuknya poin “daftar riwayat hidup istri” sebagai persyaratan
Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Lebih lanjut dapat dilihat di http://
nasional.tempo.co/read/news/2015/03/30/058654020/dprd-akhirnya-setuju-
calon-gubernur-yogya-harus-laki-laki. Diunduh tanggal 10 Oktober 2016

2 Lebih lanjut dapat disimak di http://regional.kompas.com/read/2015/
03/06/12440311/Raja.Jogja. M endadak.K d uarkan.Sabdatama; dandi http:/
/jogja.tribunnews.conv2015/03/06/sabdatama-dari-raja-yogya-ini-isnya



Daam perspektif Kraton, sabdaRgadike uarkan untuk kepentinganinternd
Kasultanan sementara Sabda Tamadipretensikan baik untuk kepentingan
internal maupun publik secaraumum. Melihat rentetan keluarnya sabda
rgjadan sabdatamayang sekuensial waktunyardatif dekat itu tentu sulit
untuk menghindarkan diri dari aromadan kesan adanyamotif sertaintrik

politik di internal Kasultanan.

Sungguh berbeda dengan nuansa dan suasana batin di saat Sultan
Hamengku Buwono X mengeluarkan sabda tama untuk meresponds
Undang-undang Keistimewaan pada tahun 2012. Pada saat itu, Sabda
tamadikeluarkan dengan maksud untuk meresponds situas dan kondisi
yang berkembang terkait dengan penetapan Rancangan Undang-undang
Keagimewaan menjadi Undang-undang. Sultan sebagal Rgjayang merepre-
sentasikan Kasultanan memandang perlu untuk menegaskan posis politik
Kasultanan terkait dengan dinamika pembahasan RUU Kestimewaan di
DPR RI yang segeraakan diundangkan. Saat itu seluruh keluargaKraton
Kasultanan tampak solid dan satu komando untuk segeradiundangkannya
UUK tersebut.

Pada sabdatamayang disampaikan 6 Maret 2015, Sultan Hamengku
Buwono X lebih merespons berkembangnya polemik di tengah publik
sebagai eksesdari terjadinyaperdebatan pembahasan butir di Rancangan
Peraturan Daerah | stimewa (Raperdais) yang sedang berlangsung di DPRD
DI Yogyakarta. Polemik yang terjadi sudah melebar jauh. Bukan sgjapada
soalperlu atau tidaknyamemasukkan butir daftar riwayat hidup “itri” sebagal

http://news.detik.com/berita/2851651/penjelasan-kerabat-keraton-
yogya-soal -sabdatama-sultan-hb-x. semua berita ini diunduh tanggal 10
Oktober 2016



4

persyaratan administratif yang harusdipenuhi oleh calon gubernur dan wakil
gubernur dalam peraturan daerah istimewa (perdais) sebagaimanajuga
sudahdiatur ddamUU No 13/2012. Tetapi sudah merambah padawacana
sukses di Kraton Kasultanan. Melalui sabdatama, secaratersurat Sultan
HB X perlumenegaskan bahwasoa sukses di Keraton Yogyakartasudah
ditentukan dan adamekanismenyaoleh karenaitu publik di luar tembok

Kasultanan dimintajangan ikut campur.?

Pada sabda raja yang dikeluarkan 30 April 2015,* Sultan HB X
mengubah namanyadari Buwono menjadi Bawono sertameniadakan gelar
Kadlifatullah dan mengubah sebutan dari kaping sedasa menjadi kaping
sepuluh. Sdlainitu, Sultan HB X jugamenyatakan memperbarui perjanjian
pendiri Mataram, yaitu Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan serta
menyempurnakan kerisageng (agung) Keraton Yogyakarta, Kial Kopek
dan Kiai Joko Piturun sebagai smbol kebesaran kergjaan Kasultanan
Mataram. Sabda rgja ini kemudian berlanjut dengan sabda raja yang
disampaikan pada5 Mel 2015, yang mengubah nama GKR Pembayun,
putri sulung Sultan HB X menjadi GKR Mangkubumi Hamemayu Hayuning
Bawono Langgeng ing Mataram. Suatu ritua kergjaan yang bisadiartikan
jugasebagai pengangkatan putri mahkota meskipun tanpadiserta dengan
penyerahan kerisKiai Joko Piturun sebagal simbol keris putramahkota.

Dengan pemberian nama itu, Sultan HB X menempatkan GKR
Pembayun (Mangkubumi) sebagai putri mahkotadan calon pemimpinyang

3 Lihat http://www.beritasatu.com/nasional/255018-sri-sultan-hb-x-
jangan-campuri-urusan-tahta-keraton.html. Diunduh tanggal 10 Oktober 2016

4 Lihat http://krjogja.com/read/251518/sabdatama-menangkal - polemik-
raja-harus-laki-laki.kr. Diunduh tanggal 10 Oktober 2016



diharapkan bisamemberikan kesdamatan, kebahagiaan, dan kesgahteraan
bagi siapa pun. Sultan HB X menempatkan putri sulungnya itu sebagai
penerusnya. Pertandapersigpan dih kekuasaan di Keraton Yogyakartaitu
diperkuat dengan pemilihan nama Mangkubumi bagi GKR Pembayun,
seperti nama Sultan HB X sebelum menjadi sultan atau nama pendiri

Keraton Yogyakarta, yaitu Pangeran Mangkubumi.

Langkah Sultan HB X ini kemudian mendapatkan perlawanan dari
parapangeran Kraton Kasultanan. Sgumlah kerabat keratonyang diwakili
olehempat keturunanlangsung Sri Sultan Hamengku Buwono 1 X melakukan
perlwanan dalam bentuk membuat surat terbuka untuk Raja Keraton
Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X .°*Merekayang bertanda
tangan dalam surat terbuka tersebut adalah Gusti Bendoro Raden Ayu
(GBRAy) Murdokusumo, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH)
Hadiwinoto, Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo, dan
GBPH Pakuningrat. Surat terbuka itu disasmpaikan sebagai sikap dan
possoning merekaterhadgp sgjumlah sabda, dan Dawuh Dademyang Sultan
keluarkan, termasuk yang terakhir pada 31 Desember 2015.Pro dankontra
ini tidak sgaberlangsung danmenjadi konsums kalanganinternal Kasultanan
tetapi jugamenembus keluar benteng kergjaan menjadi konsums publik

secaraterbuka.

Selanjutnya, padakurun akhir tahun 2015 sampai awal tahun 2016
isu keistimewaan jugakembali hangat sejalan dengan peristiwawafatnya
KGPAA Pakualam IX yang menjabat sebagal Wakil Gubernur DIY.

° http://jateng.metrotvnews.com/peristiwa/9K 5WyD Pb-surat-terbuka-
kerabat-untuk-raja-keraton-yogyakarta. Diunduh tanggal 10 Oktober 2016



Polemik muncul dikarenakan kekosongan jabatan wakil gubernur bersa
maan pula dengan kevakuman kekuasaan Raja Adipati Paku Alam di
Pakuaaman. Suhu politik di DI'Y memanas. Hal ini tidak hanyaterjadi pada
wilayah pemerintahan tetapi jugadi internal Puro Pakualaman dan juga
secaratidak langsung di interna Kraton Kasultanan.

Selainitu, dinamika politik keistimewaan jugamenggeliat seturut
dengan upayaPemerintahan Daerah | timewaYogyakartadaam menginm-
plementasikan kewenangan keistimewaan sebagaimana diamanahkan
Undang-undang Keistimewaan. Sebagai pemicu sehinggadinamika politik
semakin berkembang fluktuatif dan eskalatif adalah isu pembangunan
bandaraKulonProgo dan status sertalegditaspertanahan di wilayah DIY.

Dengan memper hatikan dinamika politik sertawacanayang terjadi
sebagaimanatergambar di atas dapat dikatakan bahwa semuanyaterkait
dengan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepadaDIY sebagai
daerah otonomi khusus. Berdasarkan padaUndang-Undang K eistimewaan
DI1Y, yang terdiri dari 16 Bab dan 51 Pasal tersebut, substans kewenangan
kestimewaan dibagi ddlam5 (lima) aspek. Sebagimanadiatur dalam begian
ruang lingkup keistimewaan DY padaPasal 7 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DY, kelimakewenangaan
tersebut meliputi:

1. Tatacarapengisanjabatan, kedudukan, tugasdanwewenang Gubernur
danWeakil Gubernur;

Kelembagaan PemerintahDaerah DI Y;

K ebudayaan,

Pertanahan;

Tataruang.

a ~ w D



Dengankdimakewenangan keistimewaan tersebut ssmuaasah publik
yang membuncah selamaini tertumpah: keistimewaan bisamenjadi solus
atas persoaan berkepanjangan terkait hubungan antara pusat dan daerah
di DIY, dan menjadi instrument dalam mewujudkan kesejahteraan
masyarakat. Tetapi dengan munculnya polemik yang bertubi-tubi, dinamika
politik yang terus berfluktuas alih-alih keistimewaan mengkaseleras
pencapaian kesgjahteraan masyarakat DIY justru melahirkan dinamika
politik keistimewaan yang sarat dengan polemik. Semestinyamemperkokoh
argtektur bangunan politik keistimewaan DI'Y danbukan memintal benang

kusut kestimewaan yang berdampak pada kesulitan menemukan mana
ujung dan pangkal sebagai pangkal tolak penyelesaian.

Ironi satir atasfenomenade avu redlitas politik yang sarat konflik
dan polemik keistimewaan di atas semakin memperlihatkan akan pentingnya
kajian tentang dinamika politik keistimewaan pasca diundangkannya
Undang-Undang Keistimewaan DIY sgjak tahun 2012. Dengan kajian
akademis yang mendalam diharapkan akan diperoleh potret dan gambaran
tentang masa depan keistimewaan DIY padakurun selanjutnya. Penuh
optimisme yang menuju pada kehidupan yang mencerahkan,
memberdayakan dan mensgjahterahkan atau justru terperangkap pada
labirin politik yang mengikisasa.
|.2. Rumusan M asalah

Merujuk padalatar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi
permasaahan dan hendak ditemukan jawabannyadaam penditianini adaah:

1. Bagamanaberlangsungnyadinamikapolitik keistimewaanDI'Y sesudah
diberlakukannyaUU No 13 tahun 20127?



2. Apasgafaktor-faktor yang mendasari terjadinya dinamika politik
keistimewaan DY sesudah diberlakukannya UU No 13 tahun 2012?

|.3. Tujuan dan K egunaan Penelitian
[.3.1. Tujuan Pendlitian
Pendlitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengandisis.

a Dinamikapolitik yangterjadi terkait dengankestimewaan DY sesudah
berlakunyaUU No 13 tahun 2012; dan

b. Faktor-faktor yang menjadi unsur dan pemicu terjadinya dinamika
politik di DI'Y sesudah diberlakukannyaUU No 13 tahun 2012 tentang
KeisimewaanDI1Y.

1.3.2. Kegunaan Pendlitian

a  Sebaga bahan merumuskan khazanah kellmuan terutamakajiantentang
dinamikapolitik yang terjadi di tingkat lokal pasca diberlakukannya
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan
daerahistimewadan kontribusinyadalam kgiantentang Desentraisas
ASmetris,

b. Sebagal bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dan
pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan dan agendaaks
dalam pengawasan implementas peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku terkait dengan kebijakan otonomi daerah padaumunya
dan otonomi khusus padakhususnya.

c. Merangsang munculnya penelitian sgjenis untuk memperkayakajian
ilmu politik dan pemerintahan terutamakemunculan fenomena politik
lokal yang sarat dengan dinamika dan polemik.



BAB I
TINJAUAN TEORI

2. 1. Pendahuluan

Padabagianini akan disgjikan penjelasan tentang tinjauan teori yang
mdiputi kgian pustaka, kerangkateori, kerangka pikir, sertadefinis konsep
dan operasond penelitian. Kgjian pustakamemuat deskrips tentang riview
atasliteratur yang sudah dipublikasikan dimanaliteratur tersebut mengkgji
isu yang terkait dengan Yogyakarta sebagai lokus dimana penelitianini
dilakukan. Sementarakerangkateori berig teori yang dipergunakan sebagai
pisau andlisis dan sekaligus panduan dalam prosesandliss. Secarakonsep
danoperasond teori tersebut diturunkan dalam bentuk indikator-indikator
yang akan dipergunakan sebagai alur dalam penulisan.
2.2.Kgjian Pustaka

Kajian pustaka yang dideskripsikan pada pembahasan ini
dikategorikan secara tematik sesuai dengan kebutuhan pendlitian ini.
Pertama, kategori kajian teoritis tentang kekuasaan dan implementasi
desentralisas baik smetrismaupun asmetris, di Indonesamaupundi luar
negeri; Kedua, kategori kgiantentang Daerah | gimewaYogyakartasebaga
deerahistimewaterutamaterkait dengan monarkisme, identitas nasional
dangerakan sosd di Yogyakarta; Ketiga, kategori kgjiantentang pengisgan
jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah I timewa Yogyakarta

9
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Padakategori pertamadiketengahkan kajian yang dilakukan oleh
Vedi R. Hadiz (2003) di SumateraUtaradan Daerah | stimewaYogyakarta
yang bertgjukDecentralization and Democracyin Indonesia: A Critique
of Neo-Institutionalist Perspectives. Hadis menemukan kenyataan bahwa
semangat dancita-citademokras yang diimplementaskan meldui kebijakan
desentralisas tidak selalu indah dalam prakteknya di lapangan. Dalam
studinyalamendapati bahwa Desentralisas yang, dalam pandangan kaum
Neo-Institusionalism, merupakan suatu kebijakan yang hendak dicapai
dari demokrag, tetapi padatingkatan praktisdi lapangantidak lagi berwujud
sebagal agenda dan teoritis kebijakan implementatif melainkan juga
sedemikian sarat dengan muatan politik. Praktek yang terjadi di Sumatera
Utaradan Daerah | stimewaYogyakarta begitu jelas menggambarkan cara
di manalembaga-lembaga dapat dibajak oleh berbagai kepentinganyang
pada akhirnya terdevias dari pandangan dunia kaum ‘rasionalitas
teknokratis .

SementaraNi’ matul Huda (2014) dalam Desentralisas Asimetris
dalamNKRI (Kajian terhadap Daerah I stimewa, Daerah Khusus, dan
Otonomi Khusus) memfokuskan pada kajian mengenai pemerintahan
daerah dan pelaksanaan desentralisas aametrisdi Indonesia. Salah satu
bab dari bukuini, yakni Bab Keduamengkaji khusustentang desentralisas
dan desentralisas asmetris. Padabagianini diperoleh penjelasan yang cukup
tentang perbedaan antara desentralisas dan desentralisas asmetrisberikut
contoh-contohnyadi Indonesia. Bagian lainnyadari bukuini lebih banyak
menjelaskan tentang deskrips bagaimana penergpan desentraisas aametris
di Aceh, Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Papua Sesua denganlatar belakang
penulisnya, hukum tatanegara, maka penjelasan yang lebih detail terkait
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proses politik dan pemerintahan tentu tidak terlalu banyak informasi yang
didapatkan.

Indra Kesuma Nasution (2016) dalam The Challenge of Decen-
tralization in Indonesia: Symmetrical and Asymmetrical Debate
memberikan aksentuasi pada bagaimana praktek desentralisas di Papua
dan NusaTenggaraBarat. Berdasarkan kgjiannyadi duaprovins tersebut,
| ndraberkesmpulan bahwaimplementad desentrdisas bak Smetrismeaupun
asimetris belum bisa menjadi solus dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan di daerah dan perwujudan kesgjahteraan masyarakat. Bahkan
secara dramatis la menyimpulkan (2016:696), “Symmetrical and
asymmetrical implementations of decentralization in Indonesia have
failed”. Salahsatuindikator yang dikemukakan adalah masuknya Papua
dan NTB sebagai provins termiskin di Indonesia (both provincesarein
the position of the poorest in Indonesia).

Kdau studi Indramemaparkan naras kelamdesentraisas padaaras
implementatif di tingkat aplikasinya, berbedahalnyadengan temuan Atnafu
Morka (2016) di Benshangul GumuzEthiopia. Dalam “Decentralization
and Town Devel opment: The Case of Selected Metekel Zone Townsin
Benshangul GumusRegional Sate” M orkamenjelaskantentang pengaruh
sgnifikan desentralisas padakemagjuan kawasan Metekel dankotasecara
umum. Kemguan ini ditandai dengan adanya restrukturisas sistem
administrag daerah, meningkatnyapartispas masyarakat dan pembangunan
infrastruktur (2016: 80).

Sebagal sebuah bentuk model pemerintahan berbasis otonomi,
keistimewaan D1Y harus dipahami dalam konteks sebagai medan kuasa
dimanapembentukannyabegitu sarat dengan pergulatanwacanadan kuasa.
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Untuk itulah andlissdispositif Michel Foucault hadir sebagai piranti untuk
memahami bagaimana dinamika politik yang terjadi. AndreaD. Blhrmann
dalam karyanya The Emerging of the Entrepreneurial Self and Its
Current Hegemony. Some Basic Reflections on How to Analyze the
Formation and Transformation of Modern Forms of Subjectivity
menjelaskan bahwa analisis dispositif adalah model analisisdispositif ini
merupakan rekonstruksi teori Foucault dengan mensintesakan antara
prosedur investigasi teori analisis wacana dengan prosedur teori andiss
relas kuasa. Deskrips lebih lanjut mengenal karyaini akan dijelaskan pada
bagian kerangkateori yang akan dibahas pada bagian tersendiri.
Padakategori kedua, terkait dengan kepemimpinanlokal yangidentik
dengan sstemmonarki, politik identitas dan gerakan sosa dalam memper-
juangkan dan mempertahankan keistimewaan D.1. Yogyakartadiawali
dengankagjian Tri Ratnawati tentang posis Sultan Hamengku Buwono X
dalamkapasitasnyasebaga Gubernur. Dalam sistem pemerintahan | ndo-
nesia, Gubernur merupakan K epaaDaerah dan sekaliguswakil pemerintah
pusat di daerah. Tri Ratnawati dalam karyanya“Antara®“Otonomi” Sultan
dan “Kepatuhan” Pada Pusat di Era Reformasi: Studi Kasus Daerah
IstimewaYogyakarta(DI1Y)” yang dipublikasikan di Governance, \Vol. 2,
No. 1, November 2011 melakukan penelitian mengena peran ganda
Gubernur DI'Y di EraReformad, sebagal dat daerah dandat pusat sekaigus
serta untukmengetahui sgauhmana Gubernur DI'Y Sultan Hamengku
Buwono (HB) Xmenikmati “otonomi” sebagai alat daerah dalam status
keisimewaan DI'Y dan bagaimana kepatuhan diakepada Pemerintah Pusat.
Dalam penelitiantersebut Tri Ratnawati menemukan bahwa Sultan

cenderung lebih menonjol kekuasaan dan posisinya sebagai alat daerah
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ketimbang sebagai dat Pemerintah Pusat. Posis Sultan sebagai penguasa
tradisional (raja),sangat mendukung kekuasaannya sebagai birokrat
(gubernur), di tengah-tengah masyarakat Yogyakartayang sebagianmash
paternalistik (terutamayang tinggal di perdesaan). Karenaitu Ratnhawati
merekomendasikan pertama, Sultan perlu meningkatkan kapabilitasnya
sebagal Gubernur DIY; Kedua, tugas’kewajiban dan hak-hak Sultan selaku
Gubernur DIY (aat Pusat) perlu dirinci ddlam RUUK DIY. Hal ini akan
mempermudah Pusatmelakukan evaluas terhadap kinerjaGubernur DIY.
Kgianlaindilakukanolen Dwi Harsono (2012) dengantgjuk, “Reign
to the People: The Application of “ Democratic Monarchy” in Yogya-
karta” yang melakukan kgjian mengenai penerapan monarki demokratik
di Yogyakarta. Penelitian menemukan bahwa penerapan penggabungan
antaralembagamonarki dan demokrad di Proving Daerah [ gimewaYogya-
kartatelah melahirkan sstem yang hybrid dimana Sultan berusshamenghar-
monisasikan antaranila-nilai timur dan barat dengan memperkuat monarki
melalui pendekatan demokratis. Selanjutnya, Harsono menegaskan bahwa
Daerah | simewaY ogyakartaadaah contoh kongkrit suatu daerah otonomi
khusus yang sukses mengkombinasikan antara nilai-nilai monarki yang
berbasis di Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman dengan nilai-nilai
demokras yang menjadi ruh sistem pemerintahan dan politik modern.
Selanjutnya, Hakim, Liu, Ider danWoodward (2015) berdasarkan
hasl| pendlitian survey yang merekalakukan di Yogyakartadan Surakarta
yang tergambar dalam “ Monarchisme, national identity and social
representations of historyin Indonesia: I ntersections of the Local and
National in the Sultanates of Yogyakarta and Surakarta” menyatakan

bahwa terdapat hubungan antara berjalannya sistem monarki dengan
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kemunculanidentitasnasiona. Pendlitian (survey) dengan samplegeneras
mudaini menemukan balwakemunculan kembali otoritaslokal tidak terlalu
berkonflik dengan perkembangan bangsa. Baik di Yogyakartamaupun di
Surakartaditemukan bahwarepresentas sejarah sosd telah berpengaruh
pada hubungan antaramonarki danidentitas nasional. Secarakhusus untuk
di Yogyakartatereksploras bahwa: Pertama, ada persinggungan positif
antararepresentas nasional dengan lokal; Kedua, tingginya dukungan
terhadap KesultananYogyakarta karenamemiliki budayadan sgjarah untuk
menjustifikas statusnyasebagal daerahisimewa; Ketiga, berjdannyassem
dan monarkismedi Yogyakarta dianggap telah berkontribus postif pada
identitas nasonal dan kepercayaan ataslembagapolitik demokratik nasonal.
Pendlitiantentangisu keistimewaan D.1. Yogyakartajugadilakukan
oleh Suryo Sakti Hadiwiyono untuk penulisan thesisnyayang kemudian
dipublikaskan dengan judul, Menggugat Keistimewaan Yogyakarta:
Tarik ulur Kepentingan, Konflik Elit dan | su Perpecahan, oleh penerhbit
Pinus Book Publisher padatahun 2009. Pendlitianini memfokuskan pada
tarik ulur kepentingan atau hubungan antara pusat dan daerah danfenomena
perpecahan yang terjadi baik dari Kasultanan Ngayogyakarta maupun
Kadipaten Pakuaaman. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa sgjak
pganjian Giyanti hinggamerebak kembdi isu kelstimewaan sairing dengan
dibahasnyapayung hukum ke stimewaan YogyakartaBumi Mataram tidak
pernah lepasdari intrik, konflik dan fenomena perpecahan di kalangan €lit,
lebih-lebih lagi ketikamenyongsong terjadi sukses kepemimpinan.
Penelitian tentang keistimewaan Yogyakartajugadilakukan oleh
CorndisLay, dkk. dari Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah
MadaYogyakartadalam rangka penyusunan naskah akademik Rancangan
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Undang-Undang Keistimewaan Daerah |stimewa Yogyakarta yang
kemudian dipublikasikan padatahun 2008 melalui Jurnal Monograph on
Politic and Government yang berjudul “Keistimewaan Yogyakarta:
Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan
Yogyakarta’. Vol.2, No. 1. Penelitianini mengungkap bahwa masyarakat
Yogyakartakontemporer memiliki duawajah, yakni wagjahyang tetgp hidup
dalamhubungan patron-client yang kuat dan berkiblat pada prinsip untuk
terus-menerus menghormari dan meesarikan nila-nilai budayaYogyakarta
danwajah masyarakat yang lebih bependirian untuk membangun hubungan
dengan corak horizontal yang kuat. Wajah pertama tidak otomatis
terpinggirkan meskipunarusmodernisas terusmengakseleras wagah kedua

Sementara David Efendi (2016) dalam Collective Identity and
Protest Tactics in Yogyakarta Under The Post-Suharto Regime
menyatakan bahwake gimewaan sudah menjadi ssmacamidentitaskolektif
bagi warga Daerah I stimewa Yogyakarta bahkan lebih jauh daripadaitu
sudah menjadi bentuk “marwah” atau kehormatan. Karena adanya
kesadaran bahwake simewaan menjadi sebagai hargadiri masyarakat meka
lahirlah gerakan sosial yang mewujud dalam berbagai bentuk organisas
sebagal salurantaktik dan srategis perjuangan masyarakat. Daamtulisan
ini Efendi juga menggambarkan tentang mobilisas berbagai kelompok
masyarakat dalam memperjuangkan keisimewaan D1Y.

Padakategori ketigaterdapat duakajian yaitu kagjian yang dilakukan
oleh Bambang Purwoko & WawanMas udi (2001) sertaFgjar Laksono
dkk. (2011). Bambang Purwoko & Wawan Mas udi dalam kajiannya
yang berjudul “Weakil Gubernur dan Keistimewaan DIY” menyatakan bahwa
perlunyajdan dternatif daam pengisian jabatan Wakil Gubernur yang pada
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satu sis tetap memberikan tempat seluas-luasnya bagi kasultanan dan
Pakuadaman dandi 55 lainjugamengakomodas tuntutan demokras sebaga
suatu keniscayaan.

Sementara Fgjar Laksono dan kawan kawan pada kajian mereka
yang bertguk “ Status K eistimewaan Daerah | stimewaYogyakartadalam
Bingkai Demokras Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Studi
Kasus Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah)”
menyimpulkan bahwaPenetapan Sri Sultan Hamengku Buwono sebagal
Gubernur dan Sri Paku Alam sebaga Wakil Gubernur Proving DIY tidak
bertentangan dengan pringip-pringp demokras menurut UUD 1945 karena
dalam Pembukaan UUD 1945, parapenyusun UUD 1945 sepakat untuk
mengadaptasikan bentuk dan model demokras yang sesuai dengan budaya
dan corak masyarakat Indonesia yakni demokrasi permusyawaratan
berdasar kekeluargaan.

Penditiantentang DINAMIKAPOLITIK KEISTIMEWAAN DI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PASCA UU NOMOR 13
TAHUN 2012 ini adardevansnyadengan penditian dan kgjianyang pernah
ada sebelumnya sebagaimana dipaparkan di atas. Selanjutnyapenditianini
akan melanjutkan dan melengkapi penelitian-penelitian yang pernah ada
sebelumnya terutama penekanan pada dinamika politik yang terjadi di
DaerahistimewaYogyakartasesudah diundangkannya UU K eistimewaan
DIY. Sgjauh penelusuran kami belum ada penelitian yang secarakhusus

mengangkat isu tersebut.
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Berikut tabd ringkasankgjian pustakaatashasl| pendlitianyang pernah
dilakukan sebelumnya:
Tabel 2.1

Ringkasan Hasi| Penelitian Terdahulu

No | Nama Peneliti | Judul Penditian Has| Pendlitain

1 | Tri Ratnawati | Antara“Otonomi” | Sultan cenderung Iebih menonjol
(2011) Sultan dan kekuasaan dan posisinya sebagai

“Kepatuhan” Pada | alat daerah katimbang sebagai

Pusat di Era alat Pemerintah Pusat. Posisi

Reformasi: Studi Sultan sebagai penguasa

Kasus Daerah tradisiona (ragja),

| stimewa sangat mendukung

Yogyakarta (D1Y)” | kekuasaannya sebagai birokrat
(gubernur), di tengah-tengah
masyarakat Y ogya yang
sebagian masih paternalistik
(terutama yang tinggal di
perdesaan).

2 | Moh. Abdul Monarchisme, Penelitian (survey) dengan
Hakim, dkk national identity sample generasi muda ini
(2015) and social menemukan bahwa kemunculan

representations of | kembali otoritas local tidak
history in terlalu konflik dengan
Indonesia perkembangan bangsa. Baik di

I ntersections of the
loca and national

inthe sultanates of | sejarah sosial telah berpengaruh
Y ogyakarta and pada hubungan antara monarki
Surakarta dan identitas nasional. Secara

Y ogyakarta maupun di Surakarta
ditemukan bahwa representasi

khusus untuk di Y ogyakarta
tereksplorasi bahwa: ada
persinggungan positif antara
representasi nasional dan local;
tigginya dukungan terhadap
kesultanan Y ogyakarta karena
memiliki budaya dan sejarah
untuk menjustifikasi statusnya
sebagai daerah istimewa;
monarkisme di Y ogyakarta
dianggap telah berkontribusi
positif pada identitas nasiona
dan kepercayaan atas lembaga
politik demokratik nasional.
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No | Nama Peneliti | Judul Pendlitian Hasl Penelitain

3 | Ni'matul Huda | Desentralisasi Uraian dan penjelasan tentang
(2014) Asimetrisdalam | perbedaan antara desentralisasi biasa

NKRI (Kgian dan desentralisas asimetris berikut
terhadap Daerah | contoh-contohnya di Indonesia serta
Istimewa, Dagrah | bagaimana penerapan desentralisasi
Khusus, dan asimetrisdi Aceh, Y ogyakarta, DKI
Otonomi Khusus) | Jakarta, dan Papua.

4 | VediR. Hadiz | Decentralization | Desentralisas yang, dalam

(2003) and Democracy in | pandangan kaum Neo

Indonesia: Ingtitusionalism, merupakan suatu

A Critique of kebijakan yang hendak dicapai dari

Neo- demokrasi, tetapi pada tingkatan

Ingtitutionaligt praktis di lapangan tidak hanya

Perspectives sehagai agenda dan teoritis
melainkan juga sangat sarat dengan
muatan politik. Pengalaman
Indonesia begitu jelas
menggambarkancara di mana
lembaga-lembaga dapat dibajak oleh
berbagai kepentingan yang pada
akhirnyaterdevias dari pandangan
dunia kaum 'rasionalitas teknokratis.

5 | Bambang Wakil Gubernur | Perlunyajalan alternatif dalam
Purwoko & dan pengisian jabatan Wakil Gubernur
Wawan Keigimewaan yang pada satu Sisi tetap memberikan
Mas udi DIY tempat seluas-luasnya bagi
(2001) kasultanan dan Pakualaman dan di

gsi lain juga mengakomodasi
tuntutan demokrasi sebagai suatu
keniscayaan.

6 | Fajar Laksono, | Status Penetapan Sri Sultan Hamengku
dkk. Keigimewaan Buwono sebagai Gubernur dan Sri
(2011) Daerah Istimewa | Paku Alam sebagai Wakil Gubernur

Y ogyakarta dalam | Proving DIY tidak bertentangan
Bingkai dengan prinsipprinsip demokrasi
Demokrasi menurut UUD 1945 karena dalam
Berdasarkan Pembukaan UUD 1945, para
Undang-Undang | penyusun UUD 1945 sepakat untuk
Dasar 1945 (Studi | mengadaptasikan bentuk dan model
Kasus Pengisian | demokrasi yang sesuai dengan
Jabatan Kepala | budaya dan corak masyarakat
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No | NamaPeneliti | Judul Pendlitian Hasil Penelitain
7| David Efendi Collective Identity | Adatigatemuan dari penelitian
(2015) and Protest Tactics | ini: (1) pemahaman atas identitas
in Yogyakarta kolektif bisa berdasarkan atas
Under The perspektif politik, budaya, dan
Pogt-Suharto kelompok
Regime kelompokindigenoussebagai
bagian dari sumber budayayang
membentuknya; (2) penggunaan
sumber budaya oleh organisasi
mengkonfirmasi teory geraka
sosial; dan (3) keberadaan
organisasi lokal berkontribusi padg
penagjaman bentuk aktivitas
gerakan dimana mereka ikut
berpartisipasi.
8 |IndraKesuma | TheChallengeof | Berdasarkan penelitian di Papua
Nasution Decentralization in | dan Nusa Tenggara Barat
(2016) Indonesia ditemukan bahwa desentralisas
Symmetrical and | baik simetris maupun asimetris
Asymmetrical ternyata belum cukup untuk
Debate menjadi solusi dalam
pembangunan di tingkat local dan
pengembangan masyarakat.
9 | AtnafuMorka | Decentralization Penelitian ini menguji sgjauh mang
(2016) and Town kontribusi kebijakan desentralisasi
Development: The | pada perkembangan sebuah kota,
Case of Selected | sertapeluang dan tantangannya.
Metekel Zone Penelitian ini menunjukkan bahwal
Townsin desentralisasi secara actual telah
Benshangul berpengaruh pada pembangunan di
Gumus Regional | tingkat akar rumput di Zona
State. Metekel.
10 | Dwi Harsono Reigntothe Penelitian menemukan bahwa
(2012) People: The penerapan penggabungan antara
Application of lembaga monarki dan demokrasi
“Democratic telah melahirkan system yang
Monarchy” in hybrid dimana Sultan berusaha
Yogyakarta mengharmonisasikan antara nilai-

nilai timur dan barat dengan
memperkuat monarki melalui
pendekatan demokratis.
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No | Nama Peneliti | Judul Penditian Hasl Penelitain
11 | Suryo Sakti Menggugat Sejak pejanjian Giyanti hingga
Hadiwiyono Kegtimewaan merebak kembali isu
(2009) Yogyakarta: Tarik | keistimewaan seiring dengan
ulur Kepentingan, | dibahasnya payung hukum
Konflik Elit dan | keistimewaan Y ogyakarta bumi
Isu Perpecahan Mataram tidak pernah lepas dari
intrik, konflik dan fenomena
perpecahan di kalangan €lit, lebih-
lebih lagi ketika menyongsong
terjadi suksesi kepemimpinan.
12 | CornelisLay, | Keistimewaan Masyarakat Y ogyakarta
dkk Y ogyakarta: kontemporer memiliki duawajah,
(2008) Naskah yakni wajah yang tetap hidup
Akademik dan dalam hubungan patron-client
Rancangan yang kuat dan berkiblat pada
Undang-Undang | prinsip untuk terus-menerus
Kegtimewaan menghormari dan melestarikan
Y ogyakarta nilai-nilai budaya Y ogyakarta dan
wajah masyarakat yang lebih
bependirian untuk membangun
hubungan dengan corak horizontal
yang kuat. Wajah pertama tidak
otomatis terpinggirkan meskipun
arus modernisasi terus
mengakselerasi wajah kedua
13 | AndreaD. The Emerging of | Tulisan ini berangkat dari pra-
Biihrmann the anggapan bahwa banyak kajian
(2005) Entrepreneurial tentang pemerintahan lebih
Sdf and Its menekankan pada hubungannya
Current dengan formasi dan transformasi
Hegemony. Some | bentuk-bentuk modern dari
Basic Reflections | subyektivitas. Untuk memahami
on How to fenomena tersebut Bithrmann
Analyze the meletakkkan bentuk-bentuk
Formation and modern dari subyektivitas tersebuff
Transformation of | dalam konteks pengaruh praktek-
Modern Formsof | praktek dispositif yang dirujuknyd
Subjectivity dari Foucault. Selanjutnya, ia

merekonstruksi metode Analisis
Dispositif Foucault sebagai
garting pointuntuk mengkaji




21

2.3.KerangkaTeori

Adaduateori yang dipergunakan dalam studi mengenai “ Dinamika
Politik Keistimewaan di Daerah | stimewa Yogyakarta’ ini, yakni teori
Desentralisas yang memfokuskan pada devolus dan teori Dispositif
Foucaultian. Teori desentralisas dipergunakan untuk memotret dan mem-
bingkal kgjianterhadap Daerah istimewaYogyakartayang mendapatkan
kewenanganigimewadari pemerintah pusat. Teori Digpositif dipergunakan
untuk menganalisis dan mendeskripsikan hal ikhwal yang terkait dengan
fenomena dinamika politik yang pernah muncul dan terus berkembang
setelah diundangkannyaUU Nomor 13 Tahun 2012. Berikut ini penjelasan
tentang keduanyadan posis masing-masing dalam penelitianini.

2. 3.1. Desentralisas

Tidak adapemaknahantunggd aasterminologi desentrdisad. Bahkan
Detassbagamanadikutip IndraKesumaNasution (2016: 691) menyatakan
bahwa"the termof decentralization, different thingsto different people
and different approach” . Meskipun demikian, secaraumum desentralisas
selalu dipahami ddamkonteks atau posisinya sebaga mekanismeatau pola
yang terkait dengan hubungan antara pusat dan daerah. Dalam konteks
hubungan antarapusat dan daerahini desentralisas dgpat dipahami sebagal
proses atau mekanisme transfer sebagian kewenangan yang dimiliki

pemerintah pusat kepadapemerintah daerah.

Desentraisas adalah merupakan paradigmabaru dalam penyeleng-
garaan pemerintahan sebagal jawaban atas paradigma sentralisas yang
dianut oleh pemerintahan sebelumnyapadaeraOrde Baru. Desentralisas
atau sering jugadisebut dan dipertukarkan peristilahannya denganotonomi
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dipahami sebagal pemberian pelayanan secara efektif dan efisien kepada
masyarakat sehinggaterjadi prosesdistribus danaokad kekuasaan, barang
dan jasasecaramerataantar-kawasan dalam suatu negara. Kebijakan oto-
nomi dimana pemerintah pusat melimpahkan kewenangan kepada
pemerintahan dan masyarakat setempat atau lokal diselenggarakan guna
meningkatkan kemaslahatan hidup masyarakat (Gaffar, Rasyid dan Syau-
kani, 2012: xvii). Ha ini diperlukan untuk mendekatkan jarak dan waktu
pelayanan publik kepadamasyarakat secaralangsung sehinggameasyarakat
lebih mudah danlebih cepat dalam mendapatkan pelayanan dari negara.

Secaraumum konsep tentang desentraisas menurut Alper Ozmen
(2014: 415) mengacu kepada pendapat Rondindlli yang menyatakan bahwa
“Decentralization can be defined as the transfer of authority and
responsibility for public functions from the central government to
subordinate or quasi-independent government organizations or the
private sector (desentralisasi dapat didefiniskan sebagai transfer otoritas
dantanggung jawab ddamfungs-fungs publik dari pemerintah pusat kepada
bawahan atau organisas pemerintahan semi independen atau swasta)” dan
pendapat Eryylmaz yang menyatakan: “... which referstothetransfer of
authority, responsibility and resourcesfromcentral government to local
governments, has a decisive role in central government and local
gover nment relations(dengan mengacu padatransfer otoritas, tanggung
jawab, dan sumber kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerahitu berarti terbentuk peran desisf dalamhubungan antarapemerintah
pusat dengan pemerintah daerah)”.

Sementara KusumaNasution (2016: 691) lebih cenderung menis-
batkan konseps desentraisad ini selain padadefenis Rondindli, sebagai-
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manajugadiacu Ozmen, juga padakonseps Bank Duniayang menyatakan
bahwa: “ decentralization is a process of transferring responsibility,
authority, and accountability for specific or broad management func-
tionsto lower levelswithin an organization, syssemor program (desen-
tralisas adalah sebuah proses mentransfer tanggung jawab, otoritas, dan
akuntabilitasbaik dalamfungs-fungs khusus maupunyang lebihluas, sstem
ataupun program dari organisad di level ataskelevel bawah)” .

Di gd lainVanHoutten dalan Huda (2014) lebih cenderung melihat
desentralisas sebagai bentuk otonomi daerah yanglakategorisaskan ke
dalam duakelompok, yakni: Pertama, otonomi yang bersifat umum yang
berlaku dan diterapkan disemua wilayah. Otonomi ini biasanyaditerapkan
pada negarayang memiliki stabilitas politik terkendali dan tidak dalam
potens konflik separatism; Kedua, otonomi yang bersifat khusus yang
dimaksudkan untuk memberikan perlakuan berbeda, yang pada akhirnya
akan memungkinkan terjadinyakoherens/persatuan nasional yang lebih
kokoh karenamasalah - masalah yang spesifik dapat diselesaikan dengan
damai dan disepakati oleh semua pihak.

Shair-Rosenfidd, Hooghedan Marks (2012:18) dalam paper mereka
di forum Annual Meeting of the American Palitical Science Association
yang berjudul “ Regional Authority in Indonesia, Malaysia, the Philippines,
South Koreaand Thailand from 1950 to 2010” menyatakan bahwa muncul-
nyadesentralisas khususnyatipe asmetrisdi kawasanAsaTenggarasangat
berhubungan dengan berkembangnyatuntutan demokras dan regiondisme
sebagai implikas dari desakan otonomi dari kelompok adat, agama, dan
etnis yang mengalami penderitaan dan tekanan pada eraregjim otoriter.

Singkatnya, menurut Shair-Rosenfield, Hooghe dan Marks* decentrali-
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zation can be viewed as an extension of democratization. Conversely,
democratization can be regarded as an instrument for efficient
decentralization because it translates local needs into policy”
(desentralisas bisadisebut sebagal sebuah perluasandemokras. Sebaliknya,
demokras hisadikaitkan dengan sebuah intrument untuk mengefisienkan
desentralisasi karenaiamampu menerjemahkan kebutuhan lokal ke dalam
bentuk kebijakan).

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang kaya dengan
keragaman adat istiadat, rumpun bahasa, agamadanideologi sertasumber
daya alam dengan sadar memilih bentuk negarakesatuan. Dalam konteks
negara kesatuan inilah pengadopsian model desentralisas asimetris
menemukan ruang. Pengadopsian model desentralisasi aametrisini bukan
sgjadidasarkan padakehendak untuk memenuhi kebutuhan akan hadirnya
format pengorganisasan negaradengan kehandalan pengelolaan kewe-
nangan tetapi jugasebagal bentuk penyelenggaraanadministras yang lebih
akomodeatif dan adaptif terhadap keragaman lokal.

Desentrdisas asmetrisini lazim diterapkan di daerah yang memang
memiliki potensi perbedaan tinggi dan atau mengalami ketimpangan luar
biasa yang karenanya dapat menjadi pemicu terjadinya gejolak bahkan
konflik. Manfaat dari desentralisas asmetrisini menurut Hanum, sebagimana
dikutip Huda (2014, 64) adaah; (1). Menjadi solus atas kemungkinan
terjadinyakonflik etnisatau konflik sosal lainnya. Sebagal contoh adalah
wilayah otonom Hongkong dari China, dan (2). Sebagal responsdemokratis
dan damai terhadap keluhan / masalah-masalah kaum minoritasyang hak -
haknya selamaini dilanggar dan diabaikan.

Perbedaan desentraisas simetrisdan asmetristerletak padatingkat



25

kesesuaian dan keumuman hubungan sistem politik yang dianut antara
tingkatan pemerintahan di suatu level dengan level pusat ataupun antara
suatu daerah dengan daerah yang lain. Pola simetris, menurut Charles
Tarlton, sebagaimanadikutip Robert Endi Jaweng (2011) dalam artikelnya
“Kritik Terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia’, dan Kusuma
Nasution (2016) ditandai dengan “the level of conformity and com-
monality in the relation of each separate political unit of the systemto
both the system as a whole and to the component unit” (tingkatan
penyesuaian dan pembiasaan hubungan setiap unit politik yang terpisah
baik dari sistem sebaga suatu keseluruhan maupun sebagai sebuah
komponen unit). Sementaradalam polaasmetris, “...each component unit
would have about it a unique feature or set of features which would
separate in important ways, its interest from those of any other state
or the systemconsidered asawhol€e’ (masing-masing unit memiliki ciri
khasyang unik atau tatanan unik yang akanterpisah dalam cara-carayang
penting, bagian kepentingan dari negaralain atau sstem yang diperlakukan
sebagai sebuah keseluruhan).

Dengan mendasarkan pengamatannya padasisemnegarafederas,
Tarlton dengan mengacu pada dergjat perbedaan dan tingkat otonomi yang
dimiliki, membagi konsep desentralisasl asmetriske dalamduajenis, yaitu
asimetride juredan asmetri defacto. Asimetrisdejure mengacu pada
adanyapengakuan kongtitusi negara atas suatu daerah dengan penerapan
otonom asmetris sementara defacto mengacu padapemberian pengakuan
semata karenadidasarkan pada praktek otonomi yang sudah berjalan di
Suatu daerah yang lebih dipengaruhi oleh faktor dankeadaan budaya, sosd,
dan ekonomi daerah tersebut.
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Melalui desentralisas asimetrisini suatu wilayah otonom diberikan
kewenangan khusus yang lebih luas oleh pemerintah pusat yang tidak
diberikan kepadawilayah-wilayah yang lain. Di Indonesiawilayah-wilayah
yang diberikan statussebagai daerah desentraisas asmetrisini terdiri dari
Daerah IstimewaYogyakarta, Daerah | timewaAceh, Dagrah Khusus|bu
Kota Jakarta, dan Provins Otonomi Khusus Papua. Dalam perspektif
Tarlton semua Daerah khusus ini masuk dalam kategori desentralisas
asmetrisdejure yakni yang statusotonominyadiakui dalamkonstitus syah
negara. Daerah I stimewaYogyakarta misalnyadiakui dalam pasal 122
UU No. 22 Tahun 199 juncto pasal 226 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004
dan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah |stimewa
Yogyakarta

Menurut Mark Turner dan David Hulme (1997: 153), desentralisas
memiliki tigadimens yang meliputi devolus, dekonsentras dan privatises.

Selanjutnyadapat disimak padatabel berikut:
Tabel 2.2.
Kategori Desentralisas menurut Mark Turner dan David Hulme

BasisFor Delegation:
Territorial
Devolution (political
decentralization, local
government, democratic
decentralization)

Nature of Delegation Bassfor Delegation

Within Formal
Political Structure

Interest group
representation

contracting out)

Within public Deconcentration Establishment of

administrative or (administrative parastatals and

parastatal structures | decentralization, field | quangos.
administration)

From state sector to Privatization or Privatization of national

private sector devolved functions (divestiture,
functions (deregulation, | deregulation, economic

liberalization)

Sumber: Mark Turner dan David Hulme (1997: 153)
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SementaraAlper Ozmen (2014) membagi desentralisas ke dalam
tigadimend yaitu: politik, adminigratif, dan keuangan. Menurutnya, dimeng
politik memuat transfer administras negara, kewenanganlegidatif dan oto-
nomi kehakiman dari pemerintah pusat kepadapemerintah lokal. Dimens
adminigras mengacu padatransfer fungs-fungs klask kepadaingitus oto-
nomnegara(Kose, 2004 6). Terakhir, dimens keuangan (fiscal) menyang-
kut relas keuangan antar internal pemerintah, terutamaterkait dengan ke-
wenangan dalam penarikan pgak, anggaran dan hak pengd olaan pemasukan
dan pengeluarankeuangan. Desentralisas admingtratif memiliki tigabentuk
utamayang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, yakni dekon-
sentrad, devolus dan delegas.

Daam kontekskemandirian dalam pengambilan keputusan Bird dan
Valllancort (2000), mengklasifikasikan desentralisasi ke dalamtigatipe:
Pertama, Desentralisas dalam bentuk pelepasan tanggung jawab yang
berada dalam lingkup kewenangan pusat kepadainstans vertikal di daerah
atau ke pemerintah daerah; Kedua, Delegasi yang bersifat stuasional,
dimanadaerah bertindak sebagai wakil dan atasnama pemerintah pusat
daammdaksanakan fungs-fungd tertentu; ketiga, Devolus aau pdimpahan
kewenangan yang berhubungan dengan suatu Situas yang tidak sgjaber-
bentuk implementas kebijakan pusat di daerah tetapi kewenangan luas
untuk memutuskan apayang perlu dikerjakandi level daerah.

Berdasarkan padauraian tentang tipe dan dimens tentang desen-
tralisas di atas dan kewenangan keistimewaan yang diberikan kepada
Provins Dagrah IimewaYogyakarta sebhagamana dijelaskan pada Pasal
7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 maka desentralisasi
D.1.Yogyakartadisamping sebagal desentralisas asmetrisjugalebih dekat
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padamode devolusi Mark Turner dan David Hulme, Alper Ozmen serta
Bird dan Vaillancort. Devolus dimaksud adalah suatu bentuk atau tipe
desentralisas dalam: @). hal ihwal transfer kewenangan dari pemerintah
pusat kepadapemerintah loka untuk bisamel akukan pengambilan kepu-
tusan, keuangan dan tatakelola; sertab). pelimpahan kewenangan dan
tanggung jawab pemilihan kepala daerah, pengelolaan sumber pendapatan
serta kebebasan dalam kebijakan investas daerah.

Daerah |stimewaYogyakartamendapatkan perlakuanistimewadari
pemerintah pusat dengan diberikannya kewenangan tambahan ddam bentuk
kewenangan keistimewaan sebagai penghargaan atas bergabungnyake
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses bergabungnya
Yogyakartaini ditandai dengan meleburnya duakerajaan, Kasultanan dan
Kadipaten menjadi satu daerah menjadi Daerah | stimewa Yogyakarta.
Selainitu, DIY juga dianggap berkontribusi besar pada NKRI di masa
revolus dan eraperebutan kemerdekaan. KotaYogyakartasempat menjadi
ibu kota negara dan sekaligus pusat pemerintahan Republik Indonesia.
Perlakuanini terlihat dari penetapan Sultan Hamengku Buwono sebagai
Gubernur dan Paku Alam sebagai Wakil Gubernur di DIY.

Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012
tentang KaegimewaanD1Y perlakuanistimewaini masih tetap diakomodas
dan dilanjutkan. Secara eksplisit dijelaskan di UUK tersebut bahwa
Gubernur DIY adalah Sultan yang bertahta dan Wakil Gubernur DI'Y
adalahPakualam yang bertahta. Sementara dalam prosesdan mekanisme
penentuan Sultan di Kasultanan dan Paku Alamdi Kadipaten Pakualaman
diserahkan sepenuhnya masing-masingkepada institusi Kasultanan/

Pakualaman. Untuk kepentingan tersebut baik Kasultanan maupun
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Pakulaman diperintah oleh Undang-undang melakukan penyesuaian
mekanisme di interna masing-masing dengan UU Nomor 13 tahun 2012
tentang Keisimewaan D1Y. Pemberian perlakuanistimewaini hanyaberlaku
di tingkat provind sementara padalevel kabupatervkotatetap samadengan
daerahlainnya

Keunikan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah terletak pada
kedudukan Sultan dan Paku Alam dalam sistem pemerintahan daerah.
Posisioning ini sampai sekarang tetap menjadi perdebatan walaupuntelah
memperoleh legitimas di ddam undang-undang, yaitu Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DI'Y. Perdebatan yang terjadi
addah“sapd’ yang berhak menjadi Sultan atau PakuAlam satelah gubernur
atau wakil gubernur yang menjabat sekarang meningga dunia. Bagaimana
formulasi dan substans Paugeran sebaga mekanismeyang berlaku baik
diinterna K asultanan maupun Pakualaman dalam menentukan siapayang
akan menjabat sebagai rgadan sekaligus gubernur dan wakil gubernur.

Apakah sukses yang terjadi di Kasultanan dan Pakulaman selalu
koheren dengan paugeran? Fakta sgarah membuktikan bahwasukses tidak
selalu sesual dan berdasarkan padapaugeran. Proses sukses jugatidak
selalu berjalan sesual dengan mekanisme baku, mulus, damai, dan tanpa
ggolak. Poladari sukses yang terjadi jugaterkonstruks dalam beragam
bentuk dan varias pembiasan. Karenaitu wajar manakala setiap terjadi
peristiwa sukses selalu disertai dengan perdebatan tentang mekanisme
bagaimanasukses itu dijalankan. Tanpaterkecudi sukses daam sebuah
sistem kergjaan sekalipun. Pecahnya kerajaan Mataram sampai menjadi
empat kergjaan seperti saat ini adalah contoh kongkrit dari fenomena
perdebatan dan pergumulan kekuasaan yang nyata. Perdebatan ini
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bersumber dari permainan kekuasaan yang tidak pernah menemukan pola
yang jelas sertabentuk yang seragam sebagal sejarah seluruh monarkhi di
dunia

2.3.2. Teori Dispositif Foucaultian

Salah satu andlisis kekuasaan dalam filsafat politik dikenalkan oleh
Michael Foucault. Michel Foucault (1976) dalam The Archeology of
Knowl edge memperkenalkan model analisis atas periswa-peristiwa
diskursf sebagal perluasan atasandisiswacanayang banyak berlaku ddam
kajian bahasadan linguistik. Suatu model analisisdan pendekatan yang
possinyamelampaui pendekatan hermeunitikadan strukturalisme (beyond
hermeneuticsand structuralism). Secaraumumanaisswacanaini diprak-
tekkan dalam bentuk “mengambil jarak” dari teks (distanceto the text)
yang dianalisis sehinga diperoleh penjelasan yang murni (the pure des-
cription). Dengan demikian perlakuan sang “ pembaca’ suatu material/
obyek akantetap beradadalam posis netralitasnya.

Meskipun demikian, penggunaan konsep dan argumen teori wacana
tidak terbatas padakajian tentang linguistik danilmu bahasa. Memang betul
bahwa pada awalnyawacana untuk pertamakali dipergunakan sebatas
untuk menandakan struktur grametika naras (Barthes, 1988) yang sebegitu
jauh selalu diidentikkan dengan teks. Tetapi yang dimaksudkan dengan
teks atau objek dalam konteksini bukanlah sematateks sebagaimaaada
dalam pemahaman konvensional yang hanyadiidentikkan dengan katadan
kaimat melainkan prosesdimanaterjadi praktik diskursif. Praktek yang
merupakan proses produks, distribusi, dan konsums teks.

Deskrips Foucault tentang prosesandisispraktek diskurgf ini mdliputi:

pertama, meniscayakan adanya objek atau area pengetahuan yang
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terbentuk secaradiskursif, kedua, kesesuaian dengan logika apa suatu
terminologi itu dibentuk; ketiga, Sapayang punyaotoritas, dan keempat,
tujuan strategisapayang hendak dicapal (Bihrmann, 2005).

Menurut Foucault analisswacana padadasarnyaaddah andisisatas
praktek-praktek diskursif (discurdsve practices) yang terjadi padaruang
publik dan beradapadapossi sebagai medium dan sekaligusinstrument
dalam proses pergulatan kuasa, perubahan sosial, dan kongtruks sosid.
Wacana memiliki posis sentral sebagai agen dalam menyebarkan
(digperson) dan memproduks kuasa; menjaga dan mengukuhkan kuasa;
mdemahkan, merintangi, dan bahkan jugakemungkinan memberanguskuasa
(Foucault, 1976: 101). Sehinggasaat ini teori wacanatidak lagi merupakan
bagian dari ilmu kebahasaan dan kesusatraan melainkan sudah menjadi
bagian dari ilmu sosial kemanusiaan secaraluas.

Kalangan Foucaultian menggunakan konsep wacana ini untuk
menggabungkan pandangan strukturaisdengan interpretas praksiologis
wacana ke dalam dua konsep: analisiswacanadan relas kuasa. Dalam
andiss Foucaultianwacanadipahami sebagal suatu reditassuper individud,
yang padaprakteknyalebih berasakolektif tinimbang person individu dan
padasis yang lain wacana berada pada area atau lapangan sosia (Diaz-
Bone, et.al, 2007).Sementarakonseps tentang relas kuasa (relation of
power) merujuk padakonseps Foucault yang menegaskan bahwa*“kuasa’
merupakan segalabentuk struktur tindakan yang mengarahkan tindakan
individu-individu sehinggaindividu tersebut beradapadaposs untuk memilih
dandipengaruhi pilihannya.

Pandangan Foucault tentang kuasa (power) bermuladari kritikannya
terhadap pandangan tradisional tentang teori politik yang memiliki tiga
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problem secaramendasar. Pertama, kuasadismplifikas hanyamilik orang
yang berkuasa sgjadan terserah penguasatersebut mau menggunakan atau
tidak kekuasaan yang dimilikinya. Konseps kuasayang “musiman” ini
menurut Foucault beresko memenjarakita sehinggaaba memahami bahwa
kekuasaan asasnyatelah merasuk pada sendi kehidupan sehari-hari.

Kedua, pandangan monolitik kaumtradisional, yang digjuakan Karl
Max, yang menganggap bahwakuasa hanyaterkait dengan negaradan
sebagian kecil dit sgja. Menurut Foucalt, pandangan ini menutup matadari
realitas yang terjadi sehari-hari dimana kuasa sgjatinya dilakukan oleh
pelbagal aktor dan kekuatan sosial. Hal ini berimplikas pada kealpaan
upayadalam menganaliss upaya-upayayang diperlukan untuk melakukan
resistens terhadakuasa

Ketiga, adanyateori kedaulatan yang berpendirian bahwaantara
kuasa dan pengetahuan merupakan entitas yang masing-masing berdiri
sendiri dantidak memiliki relas satu samalain. Pengetahuan dipahami dan
selalu diasogaskan sebaga rasio an s ch dandianggap tidak berkepentingan
dengan kuasa (power). Suatu pandangan yang menurut Foucault justru
menyembunyikan keterlibatan kuasa (power) dalam pengetahuan. Padahal,
antara kuasa dan pengetahuan memiliki hubungan resiprokal, dimana
pengetahuan sendiri merupakan instrument dan sekaligusefek dari kuasa.

Sebagai solus atas problemateori tersebut Foucault mengajukan
tigabentuk kuasadengan tiperelasinya, yaitu relasi kuasa sebagai bentuk
permainan strategis, dominasi (domination) dan pemerintahan (govern-
ment). Sementarainstrument yang dipergunakan sebagal pisau analissdan
sekdigusinstrument investigas atasfenomenakuasaadalah andisswacana

(discourseanalysis), dan analisiskuasa (analysisof power).
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Dengan mendasarkan pada keduamode andissdi atasBuhrmann
(2005) merekonstruks model analisisyang diintrodusir Foucault dalam
Disciplineand Punish yang diasebut dengan dispositive analysis(analiss
perwatakan). Modd andisisini merupakan rekongtruks teori Foucault yang
mensintesakan antara prosedur investigas teori analisiswacanadengan
prosedur teori andissrelas kuasa. Modd andligsini dimulal dengan meng-
analisis beberapa pernyataan dan fenomenaredlitas (relas) kuasayang
terjadi, laumasuk prosedur andlissrelas kuasa(dengan tambahan prosedur
analisisrelas wacana) kemudian dilanjutkan dengan analisis pergumulan
(interplay) yang terjadi dalam bentuk formas diskursif dan kuasa

Secarateknisprosedura andigsdispostif ini meliputi prosedur yang
diadopsi dari prosedur pada fase analisis wacana dan kuasa. Pada fase
weacanaterdiri dari tahapan: Pertama, pertanyaaninvestigatif terkat dengan
prosestransformasiona bentuk-bentuk subyektivas modern dimanaobjek
danareapengetahuan diprodukd secaradiskursf; kedua, pertanyaantentang
logika seperti apayang dipaka untuk menghasilkan suatu terminologi;
ketiga, Sgpayang punyaotoritasuntuk membicarakanobyek; danterakhir,
keempat, tujuan strategis seperti apayang hendak dicapa dalam praktek
diskurgf. Sementarapadafase kuasatahapan investigasnyameliputi inves-
tigad terhadap siapayang punyaotoritas kuasaatas praktek-paktek dis-
kursif dan dalam medan seperti aparelas kuasa didukung dan diimple-
mentasikan, sertatujuan strategis seperti apayang hendak dicapai.

Untuk andligsrelas diskurgf yang menjadi unit andisisnyaterdiri
dari: level obyek atau area pengetahuan, modditasenunciative, konstruks
dari konsep-konsep, dan pilihan strategis. Sementarapadafase analisis

relas kuasa (power relations) unit analisisnya meliputi: medan tempat
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terjadinyarelas kuasa(thefield of power relation), otoritas (theauthority
of authorization), teknologi kekuasaan (the technol ogies of power) dan
strategi kekuasaan (the strategiesof power). Demikianlah keduabentuk
model andlisistersebut memiliki prosedur dan modaoperas sendiri-sendiri.

Selanjutnya, ketika antarakedualevel tersebut dihubungkan dan
dikombinasikan, dimanalevel andlisiswacanadan andisisformas kuasa
menjadi satu carayang sistematis, makaunit analisisnyaterdiri dari: area
referend, otoritasregulas, prosedur regulas, danstrategisimperatif (Buhr-
mann, 2005). Penggabungan antarakeduanyainilahyang membentuk modd
andigsdispostif yang menjadi instrumen pokok dalam penditianini.

Gambar 2.1
Pendekatan dalam AnalisisDigpositif

Approach:
Analysis of the interplay of power and discourse

relations with regard to a specific problem;
the dispositive analysis
Analysis om' Anal}‘fmuns
in discourse formations

in powerformations
= complex, institutionalized

= complex,
forms of language institutionalized

3 social relations
Dispositive formation levels:
Area of reference

Authority of regulation
Process of regulation
Strategic imperative

Archaeological formation levels:
Object/area of knowledge
Expression modality
Conceptconstruction

Strategic choice

I

Elements:

Genealogical formationlevels:
Field of powerrelations
Authorization authority
Powertechnologytechnologies
Power strategies

|

Diversity of statements Diversity of relations of power

S

Bagan diadops dari Buhrmann (2005).

Polemik tentang keistimewaan DIY adalah polemik tentang wacana
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dan s=kdigusjugapermainan kuasa Daam andigsdigpostif dinamikapolitik
keistimewaan dapat dilihat dari empat tingkat andissyaitu arenareferens
(the area of reference), otoritasregulas (the authority of regulation),
prosedur regulas (the procedure of regulation), dan strategi imperatif
(the strategic imperative) (Buchmann, 2005).

L ebih lanjut Buchmann (2005) menjelaskan the area of reference,
adalah hubungan antaraobjek dengan medanrelas kuasa. Padaotoritas
regulas yang menjadi aspek pentingnyaadalah hubungan antara otoritas
otorisas dengan modditasenungatif. Sementaradaam hubungan prosedur
regulas areautama kepentingan dikonsentraskan padahubungan antara
konsep dan teknologi kuasa. Imperatif strategis (the strategicimperative)
diarahkan padahubungan antarapilihan strategisdengan strategi kuasa.

Objek kekuasaan yang dimaksud padathe area of referenceadaah
pemberian statuskeistimewaan D1'Y berdasarkan hak asal-usul DIY yang
awalnyamerupakan duawilayah kergjaan, Kasultanan dan Pakualaman,
yang masing-masing memiliki wilayah dan sistem kekuasaan sendiri. Pada
areareferend ini, kgian tentang Kasultanan dan K adipaten Pakualaman
menjadi latar historisyang mendasari sekaigustitik berangkat untuk kgian
kesdluruhan. Statusdan eksistens Kasultanan dan Kadipaten Pakuaaman
sgjak jaman Belanda, Inggris, Jepang, dan setelah bergabungnyadengan
NegaraKesatuan Republik Indonesiadipahami sebagal sekuensa episode
dari formas keistimewaan yang dimiliki DIY. Keistimewaan dimaksud
adalah Gubernur dijabat oleh Sultan dan wakil gubernur dijabat oleh Paku
Alamyang sedang menjabat saat itu. Sampai di sini polemik keistimewaan
merambah pada perdebatan tentang paugeran yang berlaku di Kasultanan
dan Pakualaman dalam memilih Sultan dan Peku Alam.
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Perdebatan tentang “ paugeran” muncul setelah formas konstruks
monarki demokratisyang berjalandi DI'Y semakin menemukan bentuknya
dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah | stimewaYogyakarta. Undang-undang ini harus
ditindaklanjuti baik oleh pemerintahan provins DI'Y maupun Kasultanan
dan Pakuadaman. Pemerintahan DI (eksekutif dan Legidatif) berkewajiban
untuk menurunkan UU Keistimewaan tersebut dalam bentuk peraturan
daerahistimewa. Sementara pihak Kasultanan dan Pakualaman menin-
daklanjutinya dengan meratifikas berbagal peraturaninterna (paugeran)
mereka

Di kdlanganinternd Keraton Kasultanan dan Kadipaten Pakuadamen,
perdebatan tentang “ paugeran” tidak dilakukan secaraterbuka. Situad jadi
berubah terbuka setelah Undang Undang Keisimewaan DI'Y diberlakukan,
terutamasetelah Sultan secaraberturut-turut mengeluarkan sabdargadan
sabdatama. Saat itu Saudara-saudara Sultan yang bertakhtasaat ini secara
terbuka melakukan “perlawanan” dengan mengirimkan surat terbuka
kepada Sultan. Surat terbuka yang bertanggal 12 Januari 2016
tersebutdibubuhi tandatangah empat keturunan S Sultan HB |1 X, yakni
Gusti Bendoro Raden Ayu (GBRAY) Murdokusumo, Kanjeng Gusti
Pangeran Haryo (KGPH) Hadiwinoto, Gusti Bendoro Pangeran Haryo
(GBPH) Prabukusumo, dan GBPH Pakuningrat.t

Sementaradi internal Pakualaman perdebatan tentang paugeran
mulai menyeruak ke publik di saat terjadi konflik perebutan takhta Paku
Alam antaraAmbarkusumo dan Anglingkusumo. M eskipun padaakhirnya

! http://jateng. metrotvnews.com/peristiwa/9K 5SWyDPhb-surat-terbuka-
kerabat-untuk-raja-keraton-yogyakarta. Diunduh tanggal 10 Oktober 2016.
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sgjak 26 Mei 1999 Ambarkusumo yang berhasil menduduki takhta sebagai
PakuAlam X tetapi tidak otomatis meredakan konflik yang terjadi. Karena
penobatan sebagai Paku Alam | X hanyadidukung oleh saudara-saudara
Ambarkusumo satu ibu, yaitu anak-anak Paku AlamV 111 yang lahir dari
KRAy Purnamaningrum. Sementaraanak-anak PakuAlamV 11 dari KRAy
Ratnaningrumtidak mengakui penobatan Ambarkusumo. Bahkan konflik
yang terjadi bertransformas menjadi sengketatakhtaantaraAmbarkusumo
danAnglingkusumo. KPH Anglingkusumo mendeklaraskan diri sebagai
RaaKadipaten Pakuaaman dengan gelar KGPAA PakuAlam X Al-Hajj
danjugamelakukan gugatan sengketadi pengadilan (Radar Jogja, 19 April
2016).

Perdebatan tentang paugeran kembai mencuat bahkan berkembang
menjadi wacana publik. Itu terjadi menjelang penobatan Raden Mas
Wijoseno Hario Bimo (KPBH. Suryodilogo) sebagal PakuAlam X hingga
proses pengisian jabatan wakil gubernur di Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah DI'Y yang berlangsung sgak Nopember 2015 sampai April 2016.
Persoalan yang mengemuka adalah berhubungan dengan kewajiban
Kasultanan dan Pakulaman meratifikas paugeran dan mengumumkan hasl
penyesuaan tersebut ke publik sebagaimana diamanatkan pasal 43 huruf a
dan b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DI Y.

Dengan demikian jeladah bahwa, keistimewaan DI'Y sebagai obyek
kekuasan beradadiantaraduakutub dengan sstemnyamasing-masing, yakni
K asultanan dan Pakuaaman padasatu 95 dan negara (pemerintahan pusat
dan daerah) padasisi lain sebagai medan dimanapertarungan danrelas
kuasaberlangsung. Ingtitus Kraton Kasultanan, Pakuaaman, danlembaga
pemerintah baik pusat maupun daerah, tak pdak menjadi gelanggang utama
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dimana proses pergulatanrelas kuasadanwacanaberlangsung secaraterus
menerus.

Otoritasregulas (the authority of regulation) merupakan apek-
aspek penting yang terkait hubungan antara otoritasdan modalitasyang
berperan ddam proses membuat dan mereprodukd regulas. Pemahaman-
nyaadalahregulas di bentuk olehindividu dan atau lembagayang memiliki
otoritasuntuk itu. Dadam pendlitianini dikgji sgjauh manadan apahubungan
antaraotoritasregulas yang mewjud dalam aneka bentuk kewenangan
dengan agpek-aspek dari modditasenungatif ddam memproduks berbagai
bentuk aturan baik diinternal Kraton K asultanan dan Pakualaman maupun
di internal lembaganegara.

Adanya paugeran danatau sabdargjadi Kasultanan dan Pakualaman
tentu tidak hadir di ruang hampa. Ada setting sosial, politik, budayadan
ekonomi yang melatarinya. Selainitu tentu pulaterdapat maksud, tujuan
dan kepentingan tertentu sehingga pauger an, sabdargadan sabdatama
sampai dikeluarkan. Untuk menyusunnyatentu pelibatan seseorang atau
beberapa orang dan lembaga yang dipandang memiliki kapaditas. Siapa
yang menyampai kan dan kapan peraturan tersebut disampaikan ke publik
tentu puladidasarkan pada pertimbangan dan dasan tertentu. Begitupula
hanyadengan peraturan perundang-undanganyang dikeluarkanolehingtitus
negara. Deskrips akan diberikan dengan memberikan jawaban atas
pertanyaan investigatif terkait dengan sigpayang berbicara? Dari dan atas
namalembaga apa seseorang aktor itu bicara? Dan gpa hubungan antara
objek dan pembentukan wacana pada waktu seseorang berbicara?

Prosedur regulas (the procedure of regulation) merupakan prosedur
atau tataaturan yang jelas dan pasti (exact and well defined) yang menjadi
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dasar dari suatu tindakan atau kebijakan dilakukan. Yang dimaksudkan di
sini adalah Peraturan perundang-undangan dalam konteks pemerintahan
sertapaugeran dan sabdargjadalam konteks Kasultanan dan Pakualaman.
Prosedur regulasi ini akan dikaji hubungannya dengan teknologi yang
dipergunakan oleh kekuasaan. Dalam konteks ini antara peraturan
perundang-undangan dengan paugeran atau sabdarajadipahami sebagal
sama-sama prosedur regulasi. Hal yang membedakan antara keduanya
hanyalah jenisdanlevel teknologi serta konsep yang dipergunakan sga.

Sementarayang dimaksudkan dengan Srategi imperdtif (thestrategic
imper ative) adalah target yang sangat penting yang hendak dicapai oleh
kekuasaan. Target ini sangat berhubungan dengan pilihan strategisdan
srategi bagaimanakekuasaanitu dijdankan danjugadipertahankan. Dalam
kontekskeistimewaan DY, target yang hendak dicapal adalah pengakuan
secaralegd ataskeistimewaan DI'Y dengan Gubernur dan Wakil Gubernur
dijabat masing-masing oleh Rgjadi K asultanan dan Pakualaman sebagai
bentuk keistimewaan. Perjuangan untuk mendapatkan keistimewaan
tersebut sangat berhubungan dan dipengaruhi oleh pilihan strategisdan
srategi bagaimana kekuasaan diperoleh dan dijalankan.

Dadamkonteks Daerah I stimewaYogyakartatampak jelas upaya-
upaya strategis untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan yang
dilakukan oleh pihak Kraton K asultanan dan K adipaten Pakualaman dengan
berusaha menguasai modal sosia, politik, ekonomi dan ssimbol-simbol
kulturd di seantaro provinsi ini. Bahkan lebih jauh dari itu Kasultanan dan
Kadipaten juga menjadikan pertarungan wacana sebagai upaya untuk
memuluskan kepentingan sosial, politik, budayadan ekonomi mereka.
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2.4. KerangkaPikir Penelitian

Area referensi

Otoritas regulasi PAUGERAN /

SABDA RAJA

Prosedur regulasi

@ Strategi imperatif

2. 5. Definis Konsep dan Operasional

Definisi konsepsiona merupakan suatu pengertian dari ggalayang
menjadi pokok perhatian. Definis konsepsional dimaksudkan sebagai
gambaran yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman terhadap
pengertian atau batasan tentang istilah yang adadalam pokok permasdahan

Adapun batas pengertian konseptua dan penjelasan operasionalnya
daam pembahasanini addah:

1) AreaReferend. Areareferend adalah hubungan antaraobjek dengan
medanrelas kuasayang dilihat dari:
a) Reerens sgarahtentang srkulas Sultan di Keraton Kasultanan
dan Paku Alamdi Pakualaman;
b) Kebiasaanyang berlaku di duakerajaan di dalam memilihraja;
¢) Pengiganjabatan gubernur dan wakil gubernur DI'Y
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OtoritasRegulas. Otoritasregulas (the authority of regulation)

merupakan otoritasatau kewenangan yang dimiliki individu dan lembaga

untuk membuat dan mereproduksi regulas, baik diinternal Kraton

Kasultanan dan Pakualaman maupun di internal lembaga Negara.

Otoritasregulas diukur dari:

a) Kewenangan Kasultanan dan Pakualaman dalam mengatur diri
sendiri dalam tataperaturan perundang-undangan yang berlaku;

b) Kewenangan DPRD DIY dalam mengatur peraturan daerah
igimewa:

¢) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
keigimewaanDIY.

Prosedur Regulas (the procedure of regulation) merupakan

prosedur atau tataaturan yang jelasdan pasti (exact and well defined)

yang menjadi dasar dari suatu tindakan atau kebijakan dilakukan.

Prosedur regulas diukur dari:

a) Prosedur pengambilan keputusan di dalam memilih rgja dari
perspektif historis;

b) Prosedur pengambilan keputusan di dalam memilih rgja dari
perspektif hukummodern;

¢) Prosedur pengisanjabatan gubernur danwakil gubernur .

Strategi Imperatif (the strategic imperative) adalah target yang

sangat penting yang hendak dicapai oleh kekuasaan. Target ini sangat

berhubungan dengan pilihan strategis dan srategi bagaimanakekuasaan

itu diperoleh, dijaankan dan dipertahankan yang diukur dari:

a) Bentuk-bentuk upayapenguasaan modal sosial dan politik oleh

keluarga Kraton Kasultanan dan Pakual aman;
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b)

Penguasaan atas kepemilikan modal ekonomi dan sumber-sumber
ekonomi oleh keluargaKraton dan Pakualaman;

Kontrol terhadap moda smbolis-kultural oleh Kraton dan Paku-
alaman.

Pertarungan wacanayang terjadi.
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METODE PENELITIAN

3. 1. Pendahuluan

Permbahasan padabagian ini akan mengkhususkan pada penggunaan
metode pendlitianyang diadops dan diimplementasikan sebagai instrument
dan sekaligus panduan sgiak awal proses penelitian sampal dengan andisis
data. Pembahasan akan meliputi jenis pendlitian, lokas pendlitian, jenisdata
dan teknik pengumpulannya, unit andis's, sampling dan teknisbagaimana
andisisdilakukan.
3. 2. JenisPendlitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan
kualitatif adalah suatu proses penditian dan pemahaman yang didasarkan
padametodologi yang dapa menydidiki suatu fenomenasosia dan masaah
manusia/masyarakat. Dalam pendekatan ini, penulis membuat suatu gam-
baran kompleks, mendliti kata-kata, laporan rinci dari pendapat informan,
dan melakukan studi padasituas yang dlami (Creswell: 2014).

Pendlitian ini menggunakan strategi pendlitian studikasus (Creswll,
2014: 18), yakni studi atas dinamikapolitik keistimewaan di Proving Daerah
| stimewaY ogyakarta pascadiberlakukannya Undang-undang Nomor 13
Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah | timewaYogyakarta. Dalam
penditian studi kasusini posis peneliti adalah perencana, penafsr data/
informead yang diperoleh baik dengan teknik observad, dokumentas maupun
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wawancaradan kemudian merekonstruksinya dalam satu bangunan karya
ilmiah.

Fokus utama penelitian adalah menjelaskan elemen-elemen atau
faktor-faktor dan proses bagaimana dinamika politik keistimewaan yang
terjadi di Daerah | timewaYogyakarta setelah diundangkannya Undang-
undang Keistimewaan DI'Y. Pendlitian akan menyasar dinamikayang terjadi
di Pemerintahan D1Y, Kraton Kasultanan, dan Kadipaten Pakuaaman.
3.3. Lokas Penditian

Lokas pendlitian dilaksanakan di wilayah Provins Daerah | stimewa
Yogyakartadengan mengambil lokus padaingitus Kasultanan, Pakualaman,
DPRD DIY danPemerintah Daerah DY sertamediabaik cetak maupun
online. Lokus-lokustersebut dipilih dengan adasan dan pertimbangan bahwa
dari sandlah datayang dibutuhkan pendlitian ini berasal dan dapat diperoleh.
3.4. Jenis Data

Datayang dikumpulkan mengacu padaskaaprioritasyaitu dengan
mengutamakan datayang paling relevan dengan pokok permasalahan yang
diteliti sertaberkesesuaian dengan kerangkateori yang dipakai. Meskipun
demikian, datayang sfatnya pelengkap tetap akan dikumpulkan sgjauh
tetap memiliki urgens dalam memperkaya perspektif dalam prosesandisis
dan rekonstruks dalambentuk tulisan. Studi ini tidak akan terlalu mempri-
oritaskan pada penyajian data-data berbasis sumber primer tetapi lebih
padaupayarekonstruks danreinterpretas atas datasekunder yang tersedia
pada sumber-sumber yang tersebar dan beragam. Data primer akan
dieksploras ketikaketersediaan data-datamengenai persoalan dantema
tertentu padasumber sekunder masih belum mencukupi yang dibutuhkan.

Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan melakukan
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pengamatan langsung pada daerah penelitian dan melalui wawancara
langsung (Faceto face) dengan menggunakan dat bantu berupapertanyaan-
pertanyaan kunci yang telah disigpkan terlebih dahulu atau sering disebut
interview guide. Wawancaralangsung dilakukan dengan narasumber dari
pihak Kasultanan, Kadipaten, DPRD, dan Pemerintah Daerah yang
dipandang memiliki informasi terkait dengan penelitianini.

Sedangkan data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui
dokumen-dokumen mengenal keistimewaan DI'Y dari berbagai lembaga
terkait dan dapat bersumber dari buku, mediamassa, elektronik, internet,
jurna dan dokumentasi foto.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk
mengumpulkan atau mendapatkan datadari fenomenaempiris.
3.5.1Wawancara

Bentuk wawancarayang digunakan dalam penditianini adaah bentuk
wawancara bertahap, dimanawawancaraini dilakukan secara bertahap
dan pewawancaratidak harusterlibat dalam kehidupan soga informan
(Burhan Bungin: 2007). Wawancaraini jugadilakukan secaramendalam
meskipuntidak terlibat cukup lamadalam kehidupan sosid key persons
yang menjadi narasumber. Wawancara mendalam bergunauntuk menda-
patkan segala informas yang relevan dan berkesinambungan dengan
persoaan-persoaan dinamikapolitik keistimewaan D1'Y. Responden atau
narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah key persons
dari kerabat kasultanan, kadipaten, pejabat pemerintahan daerah DIY,
jurndis, aktivis, sertapolitis baik yang di legidatif maupun pengurus partai
politik.
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3.5.2 Dokumentasi

Daam Kamus Besar Bahasa | ndonesia dokumentasi merupakan
sesuatu yang tertulis, tercetak, atau terekam yang dapat dipakai sebagai
bukti atau keterangan. Data-datatertulisdari lokus pendlitian bisaberwujud
arsip yang diperoleh secaralangsung, data-data yang diperoleh dari jurna
penelitian, dari surat kabar, makalah, dan juga dokumentasi foto yang
berkaitan dengan pendlitian ini merupakan dokumentas yang dibutuhkan
peneliti dalam pelaksanaan pendlitian tersebut.

3.5.3 Pertanyaan Kunci

Peneliti juga akan menggunakan pertanyaan kunci dalam proses
wawancara untuk menggali dan memperoleh datadaninformas terkait
dengan suatu masalah yang diteliti. Pertanyaan yang digukan dalam
wawancara digjukan untuk mendapatkan informas dan pandangan dari
tangan pertama mengenai peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian
tertentu, mengenai tradisi dan praktek suksesi di Kasultanan dan
Pakudaman, mengena berbagal peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan otonomi khususDIY sertasgarah pergulatan dan relas kuasanya,
mengenal prosedur regulas, sertamengenal strategi kuasaKasultanan dan
Pakualaman ddammeraih kepentingannya.

3.5.4 Observas

Sutrisno Hadi (1986) memberikan pengertian observas sebagai
pengamatan dan pencatatan secarastematis atasfenomena-fenomenayang
disdlidiki. Pengamatan langsung dimaksudkan untuk “menarik” diri saya
sebaga pengamet partispanke“ddam’ kancah dan suasanadari fenomena
yang disdlidiki. Hal ini dimaksudkan untuk memahami proseshigtoris, motif-

motif, ide-ide, wacana yang berkembang, sertapergumulan relas kuasa
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yang terjadi. Untuk itu Saya sebagal pengamat bergabung dalam group-
group watshapp, kelompok diskus pertanahan, forum perangkat desa, dan
jugakomunitaspartai politik DI'Y.
3.6. Unit AnalissData

Dalam penélitianini unit andissnyaterdiri dari Kraton Kasultanan,
Kadipaten Pakualaman, DPRD DIY dan Pemerintah Daerah DIY. Dari
masing-masing unit analissinilah data akan digdi dan selanjutnyadilakukan
penelaahan.
3.7. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan Sampd dilakukan dengan mengacu padametode
pur posive sampling. Pemilihan sampel dilakukan di awal untuk menda-
patkan person kunci (key persons) yang dipandang mempunyai informas
dan pengetahuan sehingga bisamenjadi narasumber penggaian datayang
dibutuhkan dalam penditianini. Untuk sslanjutnyanarasumber akandipilih
dengan menggunakan teknik Showball. Narasumber bisadipilih dari lokus
dan unit analisgs penelitian dan bisajugadari luar itu.
3.8 Teknik Analisis Data

Semuadataprimer dan sekunder dianalisis dengan menggunakan
metode-metode deksriptif-analitik yang dikombinasikan dengan analisis
dispositif sertaandisisinterdiskursif dan ekstradiskursif Foucaldian. Analisa
kualitatif digunakan untuk menganalisis hasil wawancara, pengamatan,
dokumentad dan data-datadeskriptif lainnya. Datayang telah dikumpulkan
akan dianalisgssecarainteraktif dengan melakukanreduks data, penyajian
data, dan pembuatan kesimpulan/verifikasi. Selanjutnya data akan
dikategorisasikan dan dipaparkan sesuai dengan model dispositif
Foucauldian sebagaimanadig ukan oleh Btihrmann (2005), yang meliputi
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areareferens, otoritasregulad, prosedur regulas dan strategi imperatif .

Analissintradiskursif dilakukan untuk mengetahui kesamaan dan
bahkan pertentangan antarawacanayang muncul terkait denganisu-isu
keisimewaan DIY di masing-masing lokus dan medan pergumulan kuasa.
Seperti bagaimanamaklumat 5 September dilihat dari perspektif higtoris,
politis dansosologis Sementaraandisiseksradiskursf dipergunakan untuk
menyelidiki kesdingtergantungan antaraperistiwa-perigtiwadiskursif dengan
peristiwadan kejadian di luar medan diskurgf.

Selainitu secarakhusus andisis wacana jugaakan dilakukan untuk
melihat bagaimanapergumulan dan pertarungan wacanakeistimewaan yang
terkait dengan duahd: pertama, sukses rgadi Kasultanan seperti isu-isu
tentang sabdargja, sabdatama, dantitah rgaberikut kontroversnyadaam
pemberitaan di mediaonline; kedua, beritatentang persyaratan gubernur
danwakil gubernur yang menjadi perhatian publik sebagaimanaberedar di
media



BAB IV
SETTING SOSIAL POLITIK
KEISTIMEWAAN DIY

4.|. Pendahuluan

Padababini akan dipaparkan pembahasan tentang Daerah | timewa
Yogyakartadan keistimewaan dengan mengacu padakerangkateoritisyang
sudah dihantarkan padabab sebelumnyayang meliputi: arenareferens (the
area of reference), dan otoritas regulasi (the authority of regulation).
Padabagian areareferens disuguhkan pembahasanlatar sgjarah dan proses
grkulas Sultan di Kraton Kasultanan Yogyakarta dan Paku Alam di
Kadipaten Pakualaman, sertakebiasaan yang berlaku di duakergjaan di
daammemilinrga Sdanitujugadipgparkan pembahasantentang pengisan
jabatan gubernur danwakil gubernur di Daerah | simewaYogyakartadimana
keduanyamenjadi theruler penyelenggaraan sstem pemerintahan DI'Y

pascakemerdekaan.

Sementara padabagian otoritasregulas pembahasan akan meliputi
ulasan tentang regulasi dan kewenangan yang berlaku di kergjaan dan
pemerintahan. Pembahasan mdliputi andlisstentang regulas dan kewenangan
pihak Kasultanan dan Pakualaman dalam mengurusdirinya sendiri baik
dalamkontekstradisond maupunmodern. Sdanjutnya, disusul pembahasan
yang memfokuskan pada regulasi dan kewenanganpemerintahan, baik
Pemerintah Daerah maupun DPRD terkait dengan pemerintahan dalam
kontekskeistimewaan DIY.

49
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4.2. Area Referens

Area referensi dalam pemahaman analisis dispositif merupakan
hubungan antaraobyek-obyek kuasa dengan lapangan dimanaterjadi proses
relas dan pergumulan kuasa (Buhmann, 2005). Obyek danrelas kuasadi
sini mengacu pada ancangan Foucault yang mengkategorisasikan relasi
kuasakedaam bentuk permainan-permainan srategisdi kalangan orang-
orang merdeka (strategic games between liberties), dominas (domi-
nation) dan pemerintahan (government) (1988:19). Dominas banyak
berlangsung ddam sstemdan kuasadimana satu pihak mendominas pihak
lainnya, Resistens begitu sulit dilakukan dikarenakan terbatasnyaruang
“manuver” karena kuatnya kuasa dan hegemoni. Model relas kuasa
pemerintahan berada pada posis diantaradominasi dengan model relas
permainan grategis. Sehinggasuatu waktu relas pemerintahan bisacende-
rung berlaku sebagai dominasi dan padawaktu lain bisalebih lentur.

Konseps kuasasebagal bentuk permainan strategisdiantaraorang-
orang merdeka (L atif, 2010) lebih dominan diadops ddam andissdigpositif
ini. Konseps kuasamodel ini mengandaikan bahwa kuasa menentukan
relas dan mitranya. Sehinggakuasabisa bersifat ambigu, tak stabil, dan
relasi timbal baik (riversible). Suatu waktu bisaterjadi seteru tetapi bisa
jugakolaboras di lain tempat dan kesempatan.

Ketigabentuk relas kuasatersebut berlangsung dengan dinamisdaam
prosesdrkulas pergantianrgabaik di Kasultanan maupun di Pakualaman.
Sgarah mencatat bahwa proseskelahiran keduakergjaanini tak diragukan
lagi merupakan hasil dari pergumulan kuasa yang sarat dengan intrik,
pengkhianatan dan konsesi. Segjarah Mataram adalah sgjarah perang
saudara dan pengkhianatan, bahkan sgjarah kekalahan dari masake masa
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sebagai akibat dari perebutan kekuasaan dan aset ekonomi (Antoro, 2015).

L ahirnya Kasultanan Ngayogyakarta pada tahun 1755 merupakan
has| dari Perjanjian Giyanti yang mengakhiri perang ssudaraantaraPangeran
Mangkubumi (yang kelak menjadi Hamengku Buwono |) dengan Paku
Buwono |11 yang berlangsung selama sembilantahun (1746-1755). Perang
saudarayang terjadi akibat dari Paku Buwono |11 ingkar atasjanji membe-
rikan konses daerah Sukowati (Sragen sekarang) ketika Mangkubumi
membantu penumpasan pemberontakan yang dilakukan oleh Raden Mas
Said. Perjanjian Giyanti inilah yang menjadi dasar pengangkatan Pangeran
Mangkubumi oleh Gubernur Jendera Belanda sebagal Sultan Hamengku
Buwono (HB) | dengan gelar Sultan Amangkubuwono Senopati Ingalaga
Abdul Rahman Sahedin Panatagama Kulifatullah (Raffles, 2008: 581).
Adapunwilayah kekuasaannyameliputi sebagian dari kergjaan yang dalam
butir perjanjian Gianti disebut sebagai daerah yang dipinjamkan olehVOC
(\ereenigde Oostindische Compagnie) kepadanya.

Begitu puladengan kelahiran Kadipaten Pakualaman padatahun 1813
yang tidak bisa dipisahkan dengan terjadinyaperistiwa pergolakan politik
di Kasultanan Ngayogyakarta. Pergolakan ini berakhir setelah terjadinya
perjanjian antaraPangeran Naotokusumo (PakuAlam1) dengan Gubernur
Jendera Hindia-Inggris, Thomas Stamford Raffles padatangga 13 Maret
1813. Perjanjian yang menjadi dasar berdirinya Kadipaten Pakualaman
dengan Pangeran Notokusumo, yang merupakan saudaradari Sri Sultan
HB 11, sebagai rganya. Wilayah kekuasaannyameliputi sebagian wilayah
di dalamkotadan sebagian didaerah sebelah barat KasultananYogyakarta
(Adikarto).Pada pasal 2 Perjanjian Raffles disebutkan bahwawilayah yang
diberikan Kergjaan | nggriskepada Paku Alam | seluas4000 cacah. Pada
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tanggd 17 Maret 1813, Pangeran Notokusumo naik takhtauntuk pertama
kalinyadan bergdlar Pangeran Adipati Paku Alam 1. Pengukuhan dilakukan
oleh Pemerintah Inggris.

M ekanismedan Prosedur Penentuan dan Pengangkatan Rajadi

K asultanan dan Pakualaman.

Baik di Kasultanan maupun K adipaten Pakualaman mekanismedan
prosedur pengangkatan rgadidasarkan padatatanilai yang disebut sebagai
Paugeran Keprajan Kejawen. Tidak ada dokumen yang secarakhusus
menjelaskan tentang paugeranini. Meskipun demikian, hak ikhwal terkait
dengan siapa sebenarnya yang berhak menjadi raja dan syarat apa sgja
yang harus dipenuhi oleh seorang rgjadapat ditemukan alam serat warna-
warni atau serat Puji 1. Dalam serat tersebut dijelaskan tentang syarat

seorang rgjasebagal berikut:

Imam Bukhari wasiyat supaya wong donyo lan para ratu
ngawruhi wong-wong kang dergjate luhur kui. Miturut kitab |dabul
Muluk, kanggo dadi rgjasing becik kui sarate ana 10: 1. akil balig,
suayargabisambedakakeaalan becik; 2. Alim, yaiku ahli ngelmu,
ngerti macatulis, lan ngerti ceritakanggo tepatuladha; 3. Bisamilih
punggawakang apik budinelan pinter micara; 4. Aluswicaranelan
bagusrupane kag marakake wang tresnamarang dheweke; 5. Loma,
oracethil; 6. Tansah gawe kabecikan lang ngelingake wong supaya
gawekebecikan; 7. Wani mgu ing perang; 8. Ngulaanggone mangan
lan turu; 9. Ajakerep amicaramarang wong wadon lanwong cilik;
10. Lanang, ratu kui sing utamawong lanang dudu wong wadon
(Mulkhan, 2001).

Terjemahan bebasnya:

Imam Bukhari berwasiat agar manusia dan para rgja bisa
memberikan ilmu dan pemahaman bagi mereka yang ditakdirkan
berpangkat tinggi. Menurut Kitab Adab Al-Mulk, untuk menjadi
seorang rajayang baik itu syaratnyaada 10: 1). Akil baligh, agar
bisa membedakan manayang baik dan yang buruk; 2). Alim, yaitu
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ahli dalam bacatulis supaya dapat menjadi teladan yang baik; 3).
Dapat memilih menteri dan pgjabat negarayang luhur budi dan cerdas
berbicara; 4). Halusbicaradan rupawan; 5). Dermawan; 6). Selalu
mengerjakan kebalkan dan menggjak semua orang untuk juag
melakukannya; 7). Berani berperang; 8). Mengurangi makan dan
tidur; 9) Tidak banyak berbicara dengan kaum wanita dan orang
kecil (yang bisamerendahkan martabat seorang pemimpin); dan 10).
Seorang laki-laki, sebab rgja itu yang utama adalah pria, bukan
perempuan.

Paugeran jugaterkait dengan namadan gelar yang melekat pada
Sultan danAdipati. Di Kasultanan Sultan bergerlar Si Sultan Hamengku
Buwono Senopati ing Ngal ogo Ngabdur rakhman Sayidin Panatagama
Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping ... ing Nagari Ngayogyakarta
Hadiningrat. Sementara Adipati Paku Alam bergelar Kanjeng Gusti
Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Paku Alam. Nama dan gelar ini tak
sekedar namadan gelar kebesaran seorang rgjatetapi memiliki duadimens
yang penting: maknafilosofi dan implikas logis(Harjono, 2011).

Sdainitu paugeran juga mengatur tentang mekanisme yang harus
dilaui dalam pengangkatan seorang rgja. Mekanisme baku yang dimaksud
tdah dijadikan rujukan sgak kergaan Mataram|damdan hinggakini mash
dijadikandasar di Kraton Surakartamaupun Yogyakarta. Dalam dokumen
Troonsopvolging in het Rijk van Soerakarta diatur tentang penentuan

puteramahkotasebagai berikut:

Menurut adat yang berlaku, pangeran yang dapat menjadi
puteramahkotaadaah puteradari permasuri. Jkargatidak memiliki
anak puteradari permaisuri, makayang diberi kedudukan sebagai
pengantinya adlah adik rgjayang lahir dari permaisuri. Apabilaadik
rgayang dimaksudkanini tidak ada, makayang berhak adalah paman
raja yang lahir dari permaisuri. Jika paman ini tidak ada, maka
kedudukan diberikan kepada putera sulung rajayang terlahir dari
seorang selir (Harjono, 2011).



Berdasarkan tatanilai di atasdiaturlah prosedur dantahapan sebagai
berikut:

a Yang berhak menggantikan rgjaadalah keturunan langsung dari rga
dan berjeniskelaminlaki-laki sgjak lahir.

b. Calon pengganti rgaaddah puteradari permaisuri

c. Apabilargatidak memiliki permaisuri makadiutamakan untuk dipilih
putratertuadari sdlir-selir rgja.

d. Apabilargatidak memiliki puteralaki-laki makacalon pengganti rgja
dipilih dari salah satu adik-adik yang sedarah dengan rga. Diutamakan
yang paling tuadan terlahir dari permaisuri.

e Apabilaraja tidak ada adik laki-laki maka kedudukan diberikan
kepada paman rajayang terlahir dari permaisuri.

f.  Sebdumdiangkat sebagai rgja, caon rgaharusdiangkat sebagal putera
mahkotaterlebih dahulu.

0 Apabilaraja belum sempat menobatkan seorang putera mahkota
sebelumwafatnya, maka pemilihan calon pengganti dilakukan dengan
melihat garisketurunan laki-laki dari permaisuri dan selir.

h  Apabilaraayang dinobatkan dianggap belum cukup umur, maka
penyelenggaraan pemerintahan kergjaan dijalankan oleh Dewan
Perwalian yang dipilih oleh kerabat kergjaan (Harjono, 2011).

I.  Untuk kasus Pakualaman, apabilaanak tertuargayang berhak menjadi
rajamengalami sakit permanen maka pilihan rajaturun ke adik dari
anak tertuarga

Berdasarkan dan mengacu pada paugeran yang dan ketentuan
tersebut di atas di Kasultanan telahterjadi 14 (empat belas) kali suksesi
rajasebagamanadapat dilinat pada gambar berikut:
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Gambar 4.1
Jumlah Sukses Rajadi Kasultanan

1755 1792 1810
Kasultanan berdiri. |:'> HB | wafat putera |:> HB Il dimakzulkan,
Pangeran Mangkubumi mahkota, GRM Sundoro. putera mahkota naik
menjadi HB | Naik takhta jadi HB Il takhta HB IlI
1811 1812 1814

Hindia Belanda jatuh ke |:> HB Il dilengserkan lagi, |:> HB Ill wafat, HB IV naik
Inggris. HB Il HB Il kembali naik dIm usia belia.

dimakzulkan,HB Il naik takhta Didampingi Dewal

v

1821 1826 1828

HB IV wafat. HB V naik |:> HB V dilengserkan |:> HB Il wafat, HB V naik
dim usia belia. Raja diganti HB Il yg naik utk takhta kembali

ketiga kali

didampingi Dewal

v

1855 1877 1921

HB V wafat. Karena tdk |:> HB VI wafat, putera |:'> HB VIl menyerahkan
punya anak lelaki, takhta mahkota naik takhta takhta ke putera

bergeser ke adiknya. iadi HB VII mahkota ke-4 GRM

v

1939 1989

HB VIl wafat digantikan |:> HB IX wafat tanpa putera mahkota.
putera mahkota tunggal, Keluarga memutuskan menobatkan

GRM Dorojatun. Mangkubumi sebagai HB X

Sumber: Harjono, 2012 dengan olahan dari berbagai sumber.

Sementaradi Pakualaman pergantian rajatelahterjadi sebanyak 10
kai. Selanjutnyadapat dilihat pada gambar berikut:
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Gambar 4.2
Jumlah Sukses Rajadi Pakualaman

1813-1829 1829-1858 1858-1864

KPH Notokusumo |:"> KGPA Paku Alam Il |:'> KGPA Paku Alam
menjabat sebagai PA | (putera PA |, lahir 25 Juni li(Putra PA 1),

(perjanjian Rafless) 1786 lahir19 Desember
1864-1878 1878-1900 1901-1902

KGPA Paku Alam |:> KGPA Paku Alam |:> KGPA Paku Alam
IV(Putra PA 11l V(Putra PA 1) Vi(Putra PA V) lahir
lahir25 Oktober 1851 lahir23 Juni 1833

v

1906-1937 1937-1998 1998-2015

KGPA Paku Alam E> KGPA Paku Alam VIII E> KGPA Paku Alam IX

Vil(Putra (2) PA VI) (putera PA VI, lahir 10 (Putra PA VIII),
lahir9 Desember 1882 Oktahar 1910 lahir1946

KGPAA Paku Alam X (Putra
PA IX) lahir 1956

Sumber: olahan dari berbagai sumber

Praktek Pengisan Jabatan Raja K asultanan dan Pakualaman

Baik Kasultanan maupun Pakuaaman memiliki tradis dan mekanisme
tersendiri dam prosesmemilih rggamereka. Meskipun demikian, sgjarah
mencatat bahwa pada kenyataannya praktek pengisian jabatan rgjatidak

selalu simetris dan concondance dengan ketentuantatanilai dan tradisi
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yang dianut. Bagaimana praktek yang berlangsung di Kraton Kasultanana
tergambar dalam penjelasan berikut: Pertama, pengangkatan Rgja sebagai
pendiri dari kergaan Kasultanan, dimana Pangeran Mangkubumi mengu-
kuhkan dirinya(dihadapanVV OC) sebagal RgjaPertama Kasultanan dengan
gelar Hamengku Buwono .

Kedua, SultanHB 11 hingga Sultan HB 1 X sudah ditetapkan sebagai
putramahkotalebih dahulu sebelum diangkat sebagal Sultan. Ketiga, putra
mahkotadi Keraton Kasultanan Yogyakartatidak selalu ditetapkan dari
putratertua Sultan sebelumnya. Sultan HB 1X, misdnya, bukan putratertua
dari Sultan Hamengku Buwono VI11. Sultan Hamengku Buwono 1X, yang
bernama muda Bendoro Raden Mas (BRM) Dorodjatun, dikukuhkan
sebagai putramahkotadi depan kakak tertuanya, KGPH Hangabehi.

Keempat, faktadan praktek dimanatidak semuaSultan di Kasultanan
Yogyakartabertakhtamenggantikan ayahandanya. Seperti, Sri Sultan Ha
mengku Buwono V1, yang memerintah periode 1855-1877, menjadi raja
menggantikan kakaknya, SultanHB V (1823-1855) yang padasaat wafat
belummeninggakan anak laki-laki. Karenaitu, Sultan Hamengku Buwono
VI, yang bernama muda BRM Moestodjo, ditetapkan sebagai putra
mahkota.

Faktakelima adaah praktek pengangkatan rajadengan carabaru
yang belum ada presedent sebelumnya, yaitu pengangkatan Sri Sultan
Hamengku Buwono X mdaui rgpat kduarga. Sri Sultan Hamengku Buwono
(HB) X yang bertakhta saat ini memiliki namaKanjeng Gusti Pangeran
Haryo (KGPH) Mangkubumi. Gelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo
(KGPH) di depan namanyaitu menandakan bahwadiaadalah anak raja
yang tertua. SementaraAnak lelaki Sultan HB | X yang lainbergdar Gudti
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Bendoro Pangeran Haryo (GBPH). Meskipun demikian, KGPH
Mangkubumi saat itu bukanlah putra mahkota dari Sultan HB 1X yang
masih bertakhta. 1a juga bukan putra dari permaisuri (garwa padmi).
Sebagaimanadiketahui bahwa Sultan HB 1X tidak memiliki permaisuri.
Keempat istri HB 1 X semua berstatus garwa ampil. Selain itu, KGPH
Mangkubumi jugabukan satu-satunya pangeran lurah, yang sama-sama
bergelar KGPH. Masih ada anak lelaki tertuadari Sri Sultan HB V111,
yaitu KGPH Poeroebojo yang memiliki level yang sama. Sehingga dapat
dikatakan bahwa padadasarnyasemuaputradari keempat istri Sultan HB
| X dan ditambah KGPH Poerobojo memiliki peluang yang sama untuk
diangkat sebagai rga.

Kendatipun demikian, faktanya pada Januari 1989 KGPH
Mangkubumi yang diputuskan akan naik takhtamelaui mekanisme rapat
kduarga. Pengangkatan Mangkubumi sebagal putramahkota, dengan gelar
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati HanomAmengku Negara Sudibaya Rgja
PutraNarendraMataram, dilakukan beberapa saat sgja sebelumdilakukan
jumenengan atau pengukuhannya sebagai ragja pada 7 Maret 1989.
Penentuanmelaui forum rapat keluargaini adalah mekanisme baru dalam
sukses rgjayang berlaku di internal Kasultanan dan tentu juga berbeda
dengantradis yang sudah berjalan sebelumnya. ladiangkat sebagai putera
mahkotabukan oleh Sultan yang masih memerintah, melainkan dalam rapat
keluargayang melibatkan keturunan SultanHB V111 dan Sultan HB 1 X.

Sementara di Kadipaten Pakualaman praktek pengangkatan Raja
berlangsung dalam bentuk: pertama, pada periode awal dimanakerajaan
utuk pertamakainyaberdirirgadiangkat dan dikukuhkan oleh Thomas
Stamford Raffles sebagal representasi dari Gubernur Hindia- I nggris. Saat
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itu Pangeran Notokusumo diangkat sebagal rajasebagal kompensas dan
hasil kesepakatan antara pemerintah Hindia-Inggris dengan Sultan
Hamengku Buwono |11 setelah berlangsungnyapergolakan politik Kraton
semasa pemerintahan Hindia-Belanda

Kedua, rga tidak selalu dipilih dari anak rgja yang menjabat
(jumeneng) satu periode sebelumnyatetapi diangkat dari putraPA yang
telah menjabat beberapa periode sebelumnya. Sebagaimanaterjadi saat
pengukuhan PakuAlamV pada9 Oktober 1878 dimana dia bukan anak
dari PA 1V melainkan putradari PA |1 dari istrinyayang bernama Bendoro
Raden Ayu Resminingdyah. Ketiga, Pengangkatan raja Kadipaten tidak
selau dari putratertuaatau putramahkota. Ini terjadi ketika Sasraningrat
yang merupakan anak keduadari PA 111 di lantik sebagai Paku Alam|V.
Perubahan pakem ini terjadi dikarenakan putra mahkota saat itu (KPH
Suryaningrat) mengalami sakit matayang menjadikannyatunanetraketika
usianyamenjelang dewasa. Begitu pulayang terjadi ketikaBRMH Surarjo,
anak ke-2 PA VI, dilantik sebagai PakuAlamV 111 menggantikan ayahnya
Surarjo sebenarnyabukan anak pertamadan jugabukan putramahkota.
Surarjo dikukuhkan sebagai rgjadikarenakan Pangeran Surtiyo sang putra
mahkota saat itu meninggal duniadan dikebumikan di saat menempuh
pendidikan di Belanda.

Bentuk terakhir dan praktek pengangkatan rgja adalah berupa
pengukuhan dari keluaga. Mode ini terjadi padasaat penentuan Paku Alam
I X yaitu ketikargadikukuhkan berselang cukup lamadari wafatnya Paku
AlamVI11. Memang betul bahwa K PH Ambarkusumo yang dilantik sebagai
PA I X merupakan anak Ielaki tertuadari PA V111 tetapi diabukanlah putra
mahkota. Bahkan bukanjugadari istri pertamaPA VIII.
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DiskursusK eigimewaan dan Pengisian Jabatan Gubernur dan
Wakil Gubernur DI'Y

Membincangkan priha pengisanjabatan gubernur danwakil gubernur
DIY tidak bisadilepaskan dari format keistimewaan yang diberlakukan.
Karenanya sebelum masuk pada pembahasan tentang pengisian jabatan
gubernur danwakil gubernur terlebih dahulu disuguhkan tentang bagaimana
sebenarnya keistimewaanitu sendiri. Daerah I stimewaY ogyakarta meru-
pakan satu daerahyang bersfat istimewayang berasal dari penggabungan
duakergaan yaitu Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakuaaman.
Sgjak berdirinya, dua kergjaan ini merupakan kergjaan otonom yang
memiliki dan menjalankan sstem pemerintahan masng-masing. Kasultanan
adalah daerah otonom yang diberikan HindiaBelanda melaui perjanjian
Giyanti pada tahun 1755. Sementara Pakualaman merupakan daerah
otonom yang diberikan Pemerintah | nggrispadatahun 1813. Statuspolitik
Kasultanan dan Pakualaman adalah sebagai daerah swaprgjadari peme-
rintahan Belanda. Kemudiandilanjut otonomi di eraJepang dengan ssbutan
Kooti. Danterakhir setelah menyatakan bergabung dengan Negara Repu-
blik Indonesamenjadi daerahistimewadari Negara Kesatuan Republik

Indonesia

Pada saat | ndonesiamemproklamas kan kemerdekaannya pada 17
Agustus 1945 duakerajaan ini dihadapkan pada dilemaantara memilih
tetap sebagal daerah otonomdari penjgah Belandaatau bergabung dengan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keduanyamemiliki konsekwensi
danimplikas yang sama-sama berat. Sultan Hamengku Buwono 1 X dan
PakuadamV 111 padakenyataannyamemilih menyatakan bergabung dengan
Republik Indonesa
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Proses bergabungnyaK asultanan dan Pakualaman kedalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia melalui beberapa tahap sebagai berikut:
Pertama, Sri Sultan Hamengku Buwono 1 X dan KGPAA PakuAlam VI |
menyambut kemerdekaan | ndonesiadengan mengirimkan kawat kepada
Bung Karno dan Bung Hattasebagal presiden danWakil Presden Republik
Indonesiapadatangga 18 Agustus 1945 (Sujamto, 1988), (Rozaki, 2003),
(Purwoko dan Mas'udi, 2001), dan (Laksono dkk, 2011). Kedua, Sri
Sultan dan Paku Alam menyampaikan maklumat 5 September 1945.1
Maklumat ini selanjutnya dijawab oleh Presiden Rl Soekarno dengan
mengeluarkan maklumat tertanggal 19 Agustus 1945 tetapi baru diserahkan
ke Sri Sultan dan Paku Alam padatanggal 6 September 1945 menyusul
amanat yang disampaikan Sultan dan PakuAlam sehari sebelumnya.

Ketiga, Sultan Hamengku Buwono I X dan PakuAlam V111 menge-
luarkan lagi amanat 30 Oktober 1945. Amanat ini mempertegas amanat 5
September. Bedanyakaau padaamanat 5 september disampaikan secara
terpisah dimanaK asultanan dan Pakudaman menyampaikan amanat sendiri-
sendiri, sementara pada amanat 30 Oktober amanat disampaikan dalam
satu kesatuan. Penyampaian amanat dalam satu kesatuan ini menunjukkan
bahwa antara K asultanan dan Pakuaaman sudah menggabungkan wilayah
kekusasaan merekake dalam satu daerah yang bersifat istimewa.

! Secara substansi maklumat yang disampaikan oleh Sultan dan Paku
Alam ini sama persis dengan isi maklumat yang dikeluarkan oleh Kraton
Kasunanan dan Mangkunegaran yang sudah disampaikan pada tanggal 1
September 1945. Kasultanan dan Pakualaman bukan yang pertama
mengeluarkan maklumat. Ada dugaan bahwa teks asal berasal atau atas
desain dari pemerintah Republik Indonesia.



62

Deklaras sebagai bentuk smbolik bahwakergaan Kasultanan dan
Pakualaman ini menggabungkan diri dengan Republik Indonesiadikenal
denganAmanat Sri Sultan dan amanat PakuAlam. Lebihlengkgprnyaamanat
Sultan HB 1 X adalah sebagai berikut:

Kami Hamengku Buwono I X, Sultan Negeri Ngaj ogjakarta
Hadiningrat menetapkan:

1. BahwaNegeri Ngajogjakarta Hadiningrat yang bersifat kera-
jaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia;

2. Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala ke-
kuasaan dalam Negeri Yogyakarta Hadiningrat mulai saat
ini berada di tangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya
kami pegang seluruhnya.

3. Bahwa perhubungan antara Negeri Yogyakarta Hadiningrat
dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat
langsung dan kami bertanggungjawab langsung kepada
Presden Republik Indonesia.

Sementara, Amanat Sri PakuAlamV 111 beris sebagai berikut:

1. Bahwa Negeri Paku Alaman, yang bersifat kerajaan adalah
daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.

2. Bahwakam sebagai Kepala Daerah memegang segala kekua-
san dalam Negeri Paku Alaman, dan oleh karena itu ber-
hubung dengan keadaan dewasa ini segala urusan peme-
rintahan dalam Negeri Paku Alaman mulai saat ini berada di
tangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang
seluruhnya.

3. Bahwa perhubungan antara negeri paku Alaman dengan
Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat lang-
sung dan kamibertanggungjawab langsung kepada Presiden
Republik Indonesia.

Daamamanat tersebut Sri Sultan Hamengku Buwono 1X dan Paku
AlamVI11 secaraekplisit menyatakan bahwakergaan yang merekapimpin
menggabungkan diri menjadi satu Daerah | timewadari NegaraK esatuan
Republik Indonesia. Di amanat tersebutlah untuk pertama kalinya
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Yogyakartasebaga daerah istimewadari Indonesadideklaraskan. Selain
itu ditegaskan jugabahwa, segala urusan di Yogyakarta sebagai Daerah
| stimewamenjadi tanggung jawab Sri Sultan dan Paku Alam sebagai dwi
tungga pemimpin DIY. Sementara hubungan antara Sultan dan Paku Alam
sebagal pemimpin DI'Y dengan Presiden Republik I ndonesiadilaksanakan
secaralangsung.

Keempat, keduaamanat tersebut dijawab oleh Presiden Soekarno
sebagai Presiden Republik 1ndonesiadegan mengeluarkan piagam kedu-
dukan yang ditujukan kepada Sultan Hamengku Buwono | X dengan naras
sebagal berikut:

Kami presiden RI menetapkan I ngkang S nuwun Kangjeng

Sultan Hamengku Buwono Senopati ing Alogo Abdurrahman

Sayidin Panotogomo Kalifatullah Ingkang Kaping Songo ing

Ngayogyakarto Hadiningrat pada kedudukannya dengan

kepercayaan bahwa Sri Paduka Kangjeng Sultan akan

menyerahkan pikiran, tenaga, jiwa dan raga demi keselamatan
daerah Yogyakarta sebagai bagian RI.

Sedangkan, Piagam K edudukan yang diberikaan kepadaPaku Alam
VI berbunyi:

Kami Presiden RI menetapkan Kanjeng Gusti Pangeran

Adipati Ario Paku Alam Ingkang Kaping VIII pada

kedudukannya dengan kepercayaan bahwa Si Paduka Kanjeng

Gusti akan menyerahkan pikiran, tenaga, jiwa dan raga demi

keselamatan daerah Paku Alaman sebagai bagian RI.

Kelima, pemerintah Republik ndonesiamengeluarkan UU No. 3
Tahun 1950tentang Pembentukan Daerah |timewaYogyakarta. Dijelaskan
ddambagian“menimbang” (konsderans) UU tersebut: “ Bahwaperlu lekas
dibentuk Daerah | gimewaYogyakartayang berhak mengatur dan mengurus

rumah tangganyasendiri sebagai termaksud dalam UU Nomor 22 Tahun
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1948.” Sementarapadapasd 1 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1950 dinya
takan bahwa: “ Daerah yang meliputi Daerah Kasultanan Yogyakartadan
Daerah Pakualaman ditetapkan menjadi Daerah IstimewaYogyakarta’.
Selainitu dalam Undang-undang ini disebutkan jugatentang urusan rumah
tangga (kewenangan), aset dan kepemilikan sertaberbagal aturan peraihan.

Kelimatahapan di atas, menunjukkan bahwa pada proses berga-
bungnya K asultanan dan Kadipaten menjadi satu daerah istimewa bernama
Daerah | gimewaYogyakartaterjadi praktik-praktik diskursif (discursive
practi ces) dan permainan-permainan kuasa (power games) yang sesung-
guhnya. Praktik-praktik diskursif dalam konteks ini berperan strategis
sebagai instrumen dan sekaigus media berlangsungnya pergulatan kuasa
(power interplay), perubahan sosial dan konstruksi sosial (L atif, 2005).
Wacana“keistimewaan” pada pihak Kasultanan dan Kadipaten berperan
ddam mentranamiskan, memproduks, dan mengukuhkan kuasayang telah
berjaan ratusam tahun. Tetapi di SS lain, padapihak Republik Indonesia,
wacana keistimewaan tak pelak juga telah berperan signifikan dalam
melemah dan merapuhkan kuasa bahkan menjadi perintang kuasa.

Daamkonteks hubungan antara pusat dan daerah, hal ini dapat dilihat
pada proses penyusunan Undang-undang Keistimewaan DIY dimanaterjadi
tarik-menarik antaraotoritaspemerintah pusat dan D1Y. Prosespolitik ini
berakhir setelah otoritaspusat “merelahkan” berkurangnyaotoritas dan
kewenangan sementaraDI1Y justru mendapatkan kewenangan dangain
politik yang lebih. Bahkan jauh melebihi dari kewenangan dan privilege
yang diperoleh pada periode-periode sebelumnya.

Sgjarah membuktikan bahwa sgak era sebelumkemerdekaan, masa

orde lama, orde baru, hingga sekarang ini format keistimewaan yang
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diberikankepadaDIY adalah merupakan bentuk dari power gamesdimana
iamerupakan “theriel” pertarungan politik. Di masakekuasaan Kergjaan
Belanda K asultanan dan Kadipaten Pakualaman adalah merupakan daerah
khusus dengan statsu swapraja. Pada masa kekuasaan Jepang daerah
Yogyakartaberbentuk Kooti. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1950 Yogyakartamenjadi daerah I timewasebagal konse-
kuens peleburan Kasultanan dan Pakualaman. Statusini kembali mendapat
pengukuhan denganlahirnya Undang-undang Nomor 13tahun 2012 tentang
Keistimewaan DIY. Lihat matrik tentang gambaran dinamikadan proses
berlakunyakeistimewaan di DIY (Tabel 4.1).

Sebelum lahirnyaUndang-undang Keistimewaan DIY tahun 2012,
terjadi banyak penafsiran atau pemaknaan ataske stimewaan. Salah satu
penafsiran atas keistimewaan muncul dari Riswandalmmawan. Dengan
mendasarkan pada ketentuan yang ada, terutama UU Nomor 22 tahun
1948 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Immawan sebagaimana
dikutip Purwoko dan Mas udi (2001) memberikantiga pemaknaan atas
bentuk keistimewaan D1Y. Pertama, keistimewaan DI'Y melekat padadiri
pribadi Sultan Hamengku Buwono 1X dan Paku AlamV 111 yang secara
eksplisit disebut dalam piagam kedudukan yang diberikan Presiden Rl
Soekarno pada 6 September 1945. Kedua, keistimewaan DI'Y melekat
padawilayah, yaitu bekaswilayah Kasultanan dan Pakuaaman yang telah
meleburkan diri menjadi satu daerah | timewa. Ketiga, keistimewaan dalam
bentuk hak dan wewenang daerah sebagaimanadijelaskandaam UU No.
3 Tahun 1950.
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Tabel 4.1

Dinamikadan Trajektori Keistimewaan DI'Y

NO ERA BENTUK/SEBUTAN SUMBER LEGITIMAS
1 Kergjaan sebagai wilayah otonom  |Perjanjian Giyanti tahun 1755
(swapraja) dari kekuasaan VOC.
status wilayah adalah daerah yang
dipinjamkan VOC
Sebelum . — —
2 K emerdekaan Kerqaan sebagal wilayah otonom  |Perjanjian Klaten 27 September
(swapraja) dari kekuasaan VOC. 1830
status wilayah adalah daerah yang
dipinjamkan VOC dengan
pengurangan wilayah
3 Untuk sementara waktu status Koot |Rapat PPKI 19 Agustus 1945
(bahasa Jepang) daerah
istimewalswapraja addah tetap
4 DIY bersama 3 daerah lainnya Piagam K edudukan kepada4
sebagal Kooti penguasa Kooti di Jawayakni Paku
Buwono X1, Mangkunegoro VIII,
Hamengku Buwono 1X dan Paku
Alam V11| dari Presiden R
Soekarno 19 Agustus 1945
5 Daerah Istimewa berdasar hak asd  |Undang-undang No.1 Tahun 1945
usul. Pengecualian pembentukan
Setdah Komite Dagrah di Daerah Istimewa
Surakarta dan Daerah Itimewa
Kemerdekaan
Rl Y ogyakarta
6 Daerah Istimewa setingkat Provinsi. |Undang-undang No.22 Tahun 1948
Kepala Daerah diangkat oleh Presiden
dari keturunan keluarga yang
berkuasa di daerah itu sebelum
indonesiamerdeka.
7 DIY sebagal daerah Swaprga Has| Konferensi Meja Bundar 27
pengaturan dilakukan dengan kontrak. Desember 1949 dan Konstitusi RIS
1950 pasal 64 sampai pasd 67
Daerah Istimewa Y ogyakarta UU No.3 Tahun 1950

Daerah Istimewa Y ogyakarta dengan
lima kewenangan istimewa

UU No. 13 Tahun 2012

Disarikan dari berbagai sumber
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Salah satu bentuk keistimewaan D1Y adalah sodl tatacarapengisian
jabatan gubernur dan wakil gubernur. Sgiak bergabungnya K asultanan dan
Pakualaman ke dalam NegaraK esatuan Republik Indonesia, tercatat telah
terjadi beberapakali pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur di
DIY. Pertama, pengisian jabatan secarasepihak dengan pengukuhan ke-
kuasaan yang sudah eksis sebedlumnya sebaga Sultan untuk wilayah kekua
saan Kasultanan dan Paku Alam untuk wilayah kekuasaan di Kadipaten
Pakudaman. Sumber legitimas kulturd dan defacto yang dinyatakan ddam
amanat Sultan dan Paku Alam pada 5 September 1945. Serta Piagam
Kedudukan yang diberikan Presden Republik I ndonesia Soekarno. Pada
periodeini baik Kasultanan maupun Kadipaten Pakudaman masing-masing
masih menjadi Daerah | tlimewa sendiri, belummenjadi satu kesatuan.

Kedua, pengisian jabatan sebagai Kepala Daerah Istimewa dari
Daerah | timewa Republik Indonesiadimana Sultan dan Paku Alam sama:
sama menjadi Kepala Daerah dari satu daerah Istimewa. Sumber
legitimasinyaadalah Maklumat 30 Oktober 1945, penjelasan UU Nomor
1 tahun 1945, Maklumat Nomor 14, Nomor 15, dan Nomor 17 tanggal
11 April 1946, Maklumat Nomor 18 tangga 18 Mel 1946.

Ketiga, pengisian jabatan dengan Sultan Hamengku Buwono 1 X
sebaga Kepala Daerah dan KGPAA PakuAlam V111 sebagai Wakil Kepala
Daerah DI'Y. Sumber legitimasinyaadalah UU Nomor 3 Tahun 1950. Masa
jabatanini berlangsung sampai dengan meninggalnya Sultan HB I X dan
PakuAlamVI11. Hal yang menarik pada periodeini adaah: a). meskipun
pada perjaanannya Sultan diangkat sebagai anggotakabinet bahkan Wakil
Presiden tetapi Sultan tetap menjabat sebagai KepalaDaerah; b). ketika
Sultan Hamengu Buwono | X wafat padatahun 1988 tidak adapergantian
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jabatan KepaaDagerah. Tugas, kewenangan dan tanggung jawab Kepaa
Dagerah dijalankan oleh Paku Alam V111 sebagai penjabat KepalaDaerah.

Keempat, pengisianjabatan Gubernur D1Y dengan cara pemilihan.
Pada tahun 1998, sebagai pengganti Sultan Hamenku Buwono | X yang
wafat beberapatahun sebelumnya, dilakukan pemilihan Gubernur DIY yang
diikuti oleh 2 (dua) Calon Gubernur, yakni Hamengku Buwana X (Sebagai
RaasekdigusKetuaDPD Golkar DIY) danDrs. H. M. Alfian Darmawan
(KetuaDPW PPPDIY)). Dikarenakantidak dapat mencapal mufakat, meka
penentuan siapayang akan menjabat sebagai Gubernur DIYY dilakukan
melalui mekanisme voting yang diikuti oleh 4 pimpinan fraksidan pimpinan
DPRD saait itu. Voting ini disdenggarakan dalam suasanapolitik yang panas
karenagedung DPRD diduduki oleh massa. Karenaitu pemilihan tidak
dislenggrakan di Gedung DPRD DIY melainkan di Kantor Pemerintah
daerah Provins DIY di Kepatihan. Hasil akhirnya, Hamengku Buwana X
mendapatkan 10 suaradan Drs. H. M. Alfian Darmawan memperoleh 4
Uara Berdasarkan hasll pemungutan suaraitulah mekaHamengku Buwana
X sdlanjutnyadilantik sebaga Gubernur.

Kelima, pada tahun 2001, sepeninggal KGPAA Paku Alam V1|
(yang wafat padatahun 1998, makauntuk menentukan pengganti wakil
gubernur dilakukan proses pemilinanwakil gubernur DI'Y dengan diikuti 2
calonwagub, yakni Ambarkusumo dan Anglingkusumo. Proses pemilihan
di DPRD DIY sempat dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali karenahasil
pemungutan suara belum mencapai 50% plus 1 suara. Pada pemilihan
pertama dan kedua Ambarkusumo/PA 1 X memperoleh 25 suara dan
Anglingkusumo memperoleh 26 suara. Hasil akhirnya Ambarkusumo

memperoleh 27 suara dan Anglingkusumo 25 suara. Dengan hasil itu
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dilantiklah Ambarkusumo atau PakuAlam 1 X sebaga Wakil Gubernur DIY.

Keenam, pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur dengan
mekanisme penetapan.Padatahun 2003, ketika masajabatan Gubernur
DIY habis, makaDPRD DIY membuat mekanisme pemilihan gubernur
dan wakil gubernur melalui tata tertib pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur DIY. Sesuai dengan tatatertib pemilihan, maka apabila hanya
terdgpat cdontunggd, makafraks-fraks secaramufakat dapat menetapkan
pasangan calon tersebut. Kenyataannya, pada pemilihantahun 2003 itu
seluruhfraks di DPRD DI'Y menggukan nama pasangan calon yang sama,
yakni Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam [ X. Sehingga calon
gubernur danwakil gubernur yang adatersebut langsung ditetgpokan menjadi
Gubernur dan Wakil Gubernur DIY terpilih.

Ketujuh, pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur dengan
mekanisme perpanjangan masa jabatan. Padatahun 2008, DPRD DIY
belum berhasil menyusun tata tertib pemilihan Gubernur/Wagub karena
kondis politik di daerahyang cenderung anarkhisdengan demo-demo ddam
jumlah yang besar di kantor Dewan. Akhirnya, Pemerintah Pusat memberi
masa per panjangan jabatan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DI'Y
dari tanggal 8 Oktober 2008 sampai dengan 8 Oktober 2011, atau 3 tahun.

Kedel apan, pengisian jabatan gubernur dengan pejabat pelaksana
tugas Gubernur.padatahun 2012 segera sstelah diundangkannya UU Nomor
13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Pemerintah Pusat memberhentikan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan
KGPAA Pakuadam X dari jabatannya sebagal Gubernur danWakil Guber-
nur karenatelah habis masa perpanjanganjabatan. Sebagal penggantinya,
diangkatlah Drs. H. | chsanuri sebagai Pelaksana Tugas Gubernur.
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Kesembilan, pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur sebagai
implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan D1Y. Pengisian jabatan ini dilakukan dengan mekanisme
penetapan Gubernur danWakil Gubernur DIY dari Sultandan PakuAlam
yang sedang bertahta. Padatahun 2012 ini, Sri Sultan Hamengku Buwono
X dan KGPAA Paku Alam IX dilantik dan diambil sumpah sebagai
Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang pertama kali sesuai dengan
Undang-undang Keistimewaan DI1Y.

Terakhir, kesepuluh pada tahun 2015 pengisian jabatan wakil
gubernur DI'Y untuk mengis kekosongan jabatan Wakil Gubernur Proving
Daerah IgimewaYogyakartasetelah KGPAA Pakuaam 1 X yang menjabat
Wakil Gubernur saat itu meningga duniapada 22 November 2015. Sesual
dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 yang berhak menduduki
jabatan Wakil Gubernur D1Y adalah Paku Alam yang sedang bertahta.
Sementara jabatan Paku Alam juga sempat terjadi kekosongan
diikarenakan di Pakualaman jugaterjadi kekosongan takhtaPakuAlam X.
Proses pengisian jabatan Wakil Gubernur baru dilakukan setelah proses
suksesi di Kadipaten Pakualaman berhasil mengis takhtaPaku Alam X.
Setelah melaui proses politik di Kadipaten Pakualaman dan DPRD DIY
barulah kekosongan jabatan Wakil Gubernur D1Y dapat terisi dengan
dilantiknyaK GPAA PakuAlam X sebaga Wakil Gubernur Proving Daerah
| stimewaYogyakarta padatanggd 25 April 2016.

4.3. OtoritasRegulas
Otoritas regulasi (the authority of regulation) atau bisa disebut
sebagal peraturan otoritatifmerupakan output produks dari praktik diskursif
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dan pergumulan kuasayang dialami oleh individu dan atau lembaga yang
memiliki otoritasuntuk membuat dan mereproduks regulas. Keluaranini
mengambil bentuk sebagai tetenger (tanda/simbol) historisyang menjadi
tolok ukur dan sekaligus“termina keberangkatan” dalam upayareproduks
danreformulas regulas di waktu-waktu selanjutnya.

Padaprosesproduksinyaregulas sangat erat hubungannyadengan
subyek yang membuatnyadan predikat (attribute) apayang melekat pada
paraaktor pembuat peraturan tersebut. Predikat yang melekat padadiri
seseorang atau kelompok sangat dipengaruhi oleh topangan moda sosid,
budaya, politik dan ekonomi yang dimiliki. Sehubungan dengan itu,
pembahasan padabagianini tak bisaterlepasdari dimens hubungan antara
otoritasregulas dengan aspek-aspek dari modalitasenungatif dalamddam
proses memproduks berbagal bentuk aturan seperti paugeran dan sabda
rgauntuk di Kasultanan dan Pakudaman, dan berupaperauran perundang-
undangan padaingtitus negara.

Hdl ini penting untuk melihat bagaimanaperaturandantataperundang-
udangan yang adaitu mengatur tentang kestimewaan DIY dan sgauhmana
kewenanganyang dimiliki oleh K asultanan, Pakualaman dan lembaganegara
dalamkontekskeistimewaan DI Y.

K ewenangan, Tugasdan K ewajiban K asultanan dan Pakualaman
dalam mengatur diri sendiri dalam tata peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Sgjak bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia
didapati hanyapada Undang-Undang Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012
hal ihwal tentang kewenangan K asultanan dan Kadipaten Pakualaman diatur
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secaraekspligt danlengkap. Sementara padaUndang-undang sebelumnya

hanyamengatur tentang statuskeistimewaan DI'Y dan kewenangan yang

dimiliki sebagai daerah istimewa. Dimana, pengaturantidak sampai pada

kewenangan Kasultanan dan Pakualaman sebagai institus yang terkait

dengan dan sekaigusobjek dari pengaturantentang kelstimewaan tersebut.
Berdasarkan pada Undang-Undang Keistimewaan DIY, yang terdiri

dari 16 Bab dan 51 Pasal tersebut, substans kewenangan keistimewaan

dibagi ddam 5 (lima) aspek. Sebagaimanadiatur ddam bagian ruang lingkup

keisimewaan DIY padaPasd 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut, kelima

bentuk kewenangantersebut meliputi:

1. Tatacarapengisanjabatan, kedudukan, tugasdanwewenang Gubernur

danWeakil Gubernur;

Kelembagaan PemerintahDaerah DI Y;

K ebudayaan,

Pertanahan; dan,

a ~ w D

Tataruang.

Seyogyanya kelimabentuk kewenangan keistimewaan DIY yang
diatur daam Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 telah seesal diturunkan
dalam bentuk peraturan yang lebih detail dan operasional dalam bentuk
Peraturan Daerah | stimewa (PERDAIS). Namun demikian sampai sgjauh
ini belum semuakewenangantersebut dibuat aturanturunan danrinciannya
yang kemudian dapat menjadi dasar dan rujukan dalam upaya
mengimplementasikan kewenangan keistimewaantersebut di DIY. Artinya,
meskipun Undang-undang Keistimewaan ini sudah diberlakukan sgak tahun
2012 tetapi belum semuakewenangan yang diberikan pusat dapat dijalankan
oleh pemerintahDaerah DI Y.
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Menurut Arif Noor Hartanto, Wakil Ketua DPRD DIY yang
membidangi Komisi A, Badan Legislas dan Badan Pembuat Peraturan
Daerah Istimewa (BAPEMPERDA) sampa sekarang baru ada tiga
Peraturan Daerah | timewayang berhasll diputusoleh pemerintah bersama
legidatif DIY. Perdaistersebut terdiri dari Perdais Nomor 1 tahun 2013
yang kemudian direvis dengan PerdaisNomor 2 tahun 2015 yang populer
jugadengan sebutan Perdais Induk, perdaistentang tata carapengisian
jabatan gubernur dan wakil gubernur, serta perdais kelembagaan.?
Sementara pengaturan yang lebih rinci tentang kewenangan dalam urusan
pertanahan, tata ruang, dan kebudayaan masih tahapan pembahasan
Rancangan Peraturan Daerah | stimewa.

Sebagal konsekwensi berlakunya Undang-undang Keistimewaan
DIY Kasultanan dan Pakualaman harusbersedia membukadiri ke publik.
Mengingat Undang-undang tersebut secarakhusus mengatur dan menarik
berbagai hal yang sebelumnyaurusan internal Kasultanan dan Pakuaaman
menjadi urusan publik. Dalam konstruks Undang-undang K eistimewaan
Kasultanan dan Pakualaman bukan lagi ingtitus privat sepenuhnyatetapi
sudah menjadi bagianyang tak terpisahkan dari ingtitus negara. Salah satu
dari tujuan Undang-undang K eistimewaan sebagai mana ditegaskan pada

pasal 5 butir 6 adalah:

Pelembagaan peran dan tanggung jawab K asultanan dan Kadipaten
dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang
merupakan warisan budaya bangsa sebagaimana dimaksud padaayat
(2) huruf e diwujudkan meldui pemeliharaan, pendayagunaan, serta
pengembangan dan penguatan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan
tradis luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY.

2 Wawancara dilakukan secara online menggunakan whatsapp pada
tanggal 3 November 2016.
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Artinya, tolok ukur dari berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan
Undang-undang Keistimewaan sangat tergantung pada keberhasilan
Kasultanan dan Pakualaman dalam melembagakan peran dan tanggung
jawabnya. Tak pelak bahwa urusan kasultanan dan pakualaman yang
sebedumnyabergfat interna dan privat telah bertransformas menjadi urusan
negarayang bersifat publik. Sehingga menjadi niscaya Kasultanan dan
Pakualaman berkewgjiban menjalan amanah UUK tersebut secara
menyeluruh.

Mengacu padapenjelasan tentang kewenangan istimewayang diatur
dalam Undang-undang Keistimewaan, PerdaisInduk, Perdaistentang tata
carapengisan jabatan gubernur dan wakil gubernur sertaperdaiskelem-
bagaan. Makadapat diidentifikas ketentuan yang secarakhusus mengatur
tentang bentuk kewenangan Kasultanan dan Pakualaman terkait dengan
urusan interna masing-masing. Sebagal bagian dan sekaligusjugasebagal
obyek dari formas konstruks keistimewaan berbagai bentuk kewenangan
yang dimiliki K asultanan dan Pakualaman dalam mengurus dirinya sendiri
ini dalam kontekspolitik yang senantiasa bergerak dinamistentu menjadi
penting. Karenadi sinilah keunikan keistimewaan D1'Y dapat dilihat.

Keunikan ini bukan sgjakarenaiamenjadi prototif formulas par-
exdllence ddamkonstruks relas antarasisem politik modern yang berbasis
padademokras denganssemmonarkhi tetapi jugabisamenjadii titik krusal.
Dikatakan krusal karenasuatu saat bisamenjadi instrument vital dalam
pertumbuhan dan perkembangan masa depan keistimewaan. Sebdiknya,
jugabisamenjadii titik fatal yang suatu waktu dapat sgjamenggelincirkan
sehinggamembawake stimewaan tersebut pada kejatuhan dan bahkan bisa
menggali kuburan keistimewaan.
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Dari limakewenangan dan urusan keistimewaan yang dimiliki DI'Y
hanyaempat kewenangan yang secara khusus mengatur tentang kewe-
nanganinternal Kasultanan dan Pakulaman. Yaitu kewenanganddamurusan
tata carapengisianjabatan gubernur danwakil gubernur, urusantataruang,
pertanahan, dan urusan kebudayaan. Berikut uraian pengaturan tentang
kewenangan K asultanan dan Pakulaman tersebut:

a Kewenangan dalam urusan pengisian jabatan gubernur dan wakil
gubernur.

Dalam hal urusan pengisian jabatan gubernur danwakil gubernur
DIY kewenanganyang diberikan kepada Kasultanan dan Pakualaman
dapat diklasifikaskan ke dalam duabentuk:

Pertama, kewenangan yang diberikan kepada Sultan dan Paku
Alam yang bertakhta yang otomatis sebagai Gubernur dan Wakil
Gubernur DIY untuk: (1). mdakukan penyempurnaan dan penyesuaian
peraturan (paugeran) di lingkungan Kasultanan dan Kadipaten; dan,
(2). mengumumkan kepada masyarakat hasil penyempurnaan dan
penyesuaian peraturan sebagaimanadimaksud pada huruf a. (UUK
DIY pasal 43). Kedua kewenangan ini menurut beberapa pendapat
semestinyasudah ditunaikan segera setelah diberlakukannya Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2012. pendapat yang paling mengemuka
addah yang disampaikan Fraks PAN dan Fraksi PKSdi DPRD DIY
yang disampaikan menjelang proses pengisian Ssamasa jabatan wakil
gubernur DIY padaApril 2016.

Segjak diberlakukannyaUUK sgjak tahun 2012 baik Kasultanan
maupun Pakualaman belum melakukan penyempurnaan dan penye-
Suaian paugeran gpdagi mengumumkannyake publik. Hal ini memancing
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sorotan publik dankalangan legidatif di DPRD DIY. Tuntutan supaya
Kasultanan dan Pakuaaman menjalankan amanah pasal 43 UUK ini
disuarakan oleh Suharwanta, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional
padaforum Rapat Panitia Khusus pengisianjabatan wakil gubernur
DIY tanggal 18 April 2016. Padaforumtersebut Suharwanta secara
khusus menuntut komitmen Pakualaman supaya segeramelakukan
penyempurnaan dan penyesuaan paugeran dan sdanjutnyamengumum-
kannya ke publik sebagaimanadiperintahkan pasal 43 point adan b
Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tersebut .3

Kedua, tugas dankewenangan Kasultanan dan Pakualaman dalam
melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi oleh Sultan dan PakuAlam
yang bertakhtasebaga calon gubernur dan calonwakil gubernur. Pada
pasal 18 butir 1 point ¢ Undang-undang K eistimewaan ditegaskan
bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon gubernur dan
wakil gubernur adalah sedang bertakhta sebagai Sultan Hamengku
Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagal Adipati Paku
Alamuntuk calon Wakil Gubernur.

Secaraadminigtratif persyaratan yang harus dipenuhi oleh Kasul-
tanan dan Pakualaman berupa surat pengukuhan sebagal Sultan dan
PakuAlam. Akantetapi upaya-upayayang harusdilakukan dan tahapan
yang harusditempuh olehinternal kasultanan dan Pakualamantidaklah
sesederhanatindakan menyodorkan selembar surat pengukuhan. Surat
pengukuhan sebagai Sultan dan Paku Alam adalah akhir dari proses
politik panjang dari proses sukses baik di Kasultanan maupun di

Kadipaten Pakualaman. Dalam proses sukses ada paugeran yang

Berita Radar Jogja, Tribun dan Sindo tanggal 19 April 2016.
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harusditaati. Adapula proses sukses yang pada kenyataannyatidak
seladu berpolasamadalam setigp prosesinya. UU Kelstimewaan mem-
berikan kewenangan sepenuhnyakepada K asultanan dan Pakualaman
untuk menjalankan proses sukses tersebut sgauhitu didasarkan pada
peraturan internal (paugeran) yang sebelumnya harusdisesuaikan dan
disempurnakan dan kemudian diumumkan ke khalayak luas.

Ketiga, kewenangan Kasultanan dan Pakualaman dalam proses
pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur DI'Y. Undang-undang
K eistimewaan menegaskan bahwahanya K asultanan sebagai ingtitus
dan badan hukum yang diberikan hak dan kewenangan untuk menge-
jukan calon gubernur yaitu dengan mengajukan Sultan yang bertakhta
sebagal satu-satunyacalon gubernur. Surat pencalonan untuk calon
Gubernur ditandatangani oleh Penghageng Kawedanan Hageng
Panitrapura K asultanan NgayogyakartaHadiningrat. Sementarauntuk
pencalonan wakil gubernur hanya Pakualaman yang berhak dan
berwenang menggukan calon, yakni Paku Alamyang sedang bertakhta
Adapunsurat pencalonan untuk calonWakil Gubernur ditandatangani
oleh Penghageng Kawedanan Hageng K asentanan Kadipaten Paku-
alaman. Baik Sultan maupun Paku Alamtidak menandatangani surat
pencaonan mereka. K eduanyahanyamenandatangani surat pernyataan
kesediaan sebagai calon sgja.

Keempat, kewenangan meengkapi persyaratan calon gubernur dan
wakil gubernur. Kewenangan ini bergfat kausditasyakni hanyaberlaku
manakalamasihterdapat kekurangan persyaratan dari Calon Gubernur
yang digjukan Kasultanan dan Calon wakil gubernur yang digjukan
oleh Pakualaman. Dalam hal ini, sesuai dengan pasal 23 butir 3UU
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Kegimewaan pihak Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman diberikan
kesempatan untuk melengkapi syarat paling lambet 7 (tujuh) hari setelah
tahapan verifikad sdlesal dilaksanakan oleh PanitiaK hususDPRD DIY.

Keenam, kewenangan dalam merumuskan dan menetapkan tata
hubungan antara Sultan Hamengku Buwono yang menjabat sebagai
gubernur danAdipati Paku Alam yang menjabat wakil gubernur sebaga
satu kesatuan.

K ewenangan Kebudayaan.

Kewenangan kebudayaan adalah kewenangan yang diberikan pe-
merintah pusat kepadaDIY yang penyelenggarakannyadimaksudkan
untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan
karyayang berupanilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda,
seni, dantradis luhur yang mengakar dalammasyarakat DIY (UUK
Pasal 31 point 1). Dalam konteks ini kasultanan dan pakualaman
memiliki kewenangandalamhal:

Pertama, mdakukaninventarisas danidentifikad sduruh kekayaan
Kasultanan dan Kadipaten yang merupakan warisan budaya bangsa.
Kedua, kewenangan dalam membantu dan memfasilitas kegiatan
pemanfaatan kebudayaan dalam hal perizinan, dukungantenagaahli,
dukungan program, pelatihan, pembiayaan, dar/ataupromos. Ketiga,
kewenangan dalam mengkoordinasikan kegiatan Pelestarian Kebu-
dayaan dengan pemerintah daerah, Pemerintah Derah Kabupatern/K ota,
dan masyarakat. Keempat, kewenangan dalamhal memberikan
teladan dan pendorong pelaksanaan pelestarian Kebudayaan; dan
kelima, kewenangan untuk menjadi narasumber dalam pelaksanaan
pelestarian Kebudayaan.
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Kewenangan Pertanahan.

Kewenangan pertanahan adal ah kewenangan yang diakui undang-
undang yang bersfat iimewadaam urusan pertanahan. Dalamurusan
pertanahan ini Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman berwenang
dalam mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah
Kadipaten yang ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan
kebudayaan, kepentingan sosid, dan kesgahteraan masyarakat (UUK
Pasa poin 5). mengacu pada ketentuan tersebut, terdapat dua bentuk
kewenangan di bidang pertanahan yang dimiliki oleh Kasultanan dan
Pakualaman, yaitu mengeloladan memanfaatkan tanah.

Ddam Rancangan Peraturan Daerah | gimewatentang Pengelolaan
dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten dijelaskan bahwa
pengelolaan pertanahan disdlenggarakan dalam bentuk penatausahaan,
pemeliharaan dokumen, dan pengawasan. Sementara pemanfaatan
diselenggarakan dalam bentuk upaya pelindungan, penggunaan, dan
pelepasantanah.

Pertama, penatausahaan tanah K asultanan dan Kadipaten Paku-
alaman. Ruang lingkup bentuk kegiatan penatausahaan ini terdiri dari
inventarisas, identifikas, verifikas, pemetaan, dan pendaftaran tanah.
Inventarisasi adalah kegiatan pengumpulan dan pencatatan dokumen
atas tanah Kasultanan dan Pakualaman. Dokumen pertanahan yang
terlah diperolehtersebut selanjutnyadiidentifikas dengan carameng-
klasifikas kondis tanah senyatanyadi lapangan. Sdlanjutnyadilakukan
verifikas yaitu dengan mencocokkan kesesuaian kondis nyataobyek
dan subyek tanah K asultanan dan K adipaten Pakualaman dengan data
fisk dan yuridisnya. Berdasar pada dokumen hasil verifikas dilaku-
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kanlah pemetaan dengan membua peta dasar bidang-bidang dan
penetapan batas-batas bidang-bidang tanah untuk kemudian didaf-
tarkan ke Badan Pertanahan.

Kedua, pemeliharaan dokumen. Pemeliharaan dokumen tanah
dilakukan dengan menyimpan dan merawat dokumentanah Kasultanan
dan tanah Kadipaten.

Ketiga, Pengawasan atastanah K asultanan dan Kasipaten Paku-
alaman. Pngawasanini dilakukan oleh Kasultanan dan Pakualaman
dalam bentuk pemantauan dan penertiban atas penggunaan tanah.

Keempat, pdindungan tanah K asultanan dilakukan oleh K asultanan
samentara pelindungan tanah Pakualaman dilakukan oleh Pakualaman.
Pelindungan ini dilakukan dalam bentuk pencegahan sebagai upaya
pengamanan dan penanggulangan untuk mengembalikan fungs tanah
sesua peruntukannya.

Kelima, penggunaan tanah. Dalam hal terjadi penggunaantanah
Kasultanan dan Pakualaman oleh ingtitusi dan atau masyarakat maka
penggunatersebut harudah mengajukan permohonan kepada Kasul-
tanan dan Pakualaman. Salanjutnya para penggunaakan diberikan hak
gunatanah dalam bentuk Serat Kekancingan.

Keenam, pelepasan tanah. Kasultanan dan Pakualaman diberi
kewenangan untuk melepaskan hak milik atastanah, sgauhtanahterse-
but dipergunakan untuk kepentingan umum. Pelepasantanahini dila-
kukan sesual ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Rancangan Perdais
tentang pengel olaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan K adipaten
diuraikan ada 18 (delapas belas) bentuk peruntukan tanah yang
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dikategorikan sebagai kepentingan umum. Dari urusandan kepentingan
pertanahan dan keamanan sampai urusan pasar dan lahan parkir.
d. Kewenangan TataRuang.

Kewenangan tataruang adaah kewenangan dadamha penyeleng-
garaan penataan ruang termasuk Tanah Kasultanan dan Tanah Kadi-
paten sertakawasan satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilai keisti-
mewaan. Dalam hdl tataruang ini kewenangan Kasultanan dan Kadi-
paten Pakualaman terletak padakewenangan penyelenggaraan dan
pengelolaan tataruang yang terbatas hanya dalam pengelolaan dan
pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten Pakualaman.
Dalam pelaksanaan kewenangan tataruang ini Kasultanan dan Kadi-
paten Pakualaman menjalankannyadengan garisbesar: 1). menetgpkan
kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah
Kadipaten sesual dengan Keistimewaan DIY;; 2). penetapan kerangka
umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten
dilakukan dengan memperhatikan tataruang nasiona dan tataruang
DIY.

K ewenangan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan

kestimewaan DIY.

Pemerintahan daerah yang dimaksudkan disini adalah Gubernur dan
DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sesuai dengan Undang-undang
Kegtimewaan DI'Y kewenangan pemerintahan D1'Y terdiri dari limaurusan
yang terdiri dari: 1). tata carapengisian jabatan, kedudukan, tugas dan
wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; 2). kelembagaan Pemerintah
Daerah DI1Y; 3). kebudayaan; 4). pertanahan; dan, 5). tataruang. Undang-
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undang ini jugasudah diturunkan dalam Peraturan Daerah stimewaDIY
(Perdais) Nomor 1 tahun 2013 yang dikenal sebagai Perdaisinduk. Selain
itu jugasudah diundangkan pula Peraturan daerahistimewatentang pengidan
jabatan gubernur dan wakil gubernur serta peraturan daerah istimewa
tentang kelembagaan. Sementaraperaturan daerah istimewayang mengatur
tentang kebudayaan, pemanfaatan dan pengeloaan pertanahan, dan tata
ruang mash dalam proses pembahasan di DPRD DIY.

Daam hal urusan keistimewaan yang dimiliki Daerah Istimewa
Yogyakartasecaraumumbaik pemerintah, dalamhal ini Gubernur dengan
dibantu wakil gubernur, maupun DPRD DIY masing-masing memiliki
kewenangantersendiri yang diatur dalam Undang-undang Keistimewaan.
Gubernur berwenang:

a  mengagukan rancangan Perdadan rancangan Perdais,

b. menetapkan Perda dan Perdais yang telah mendapat persetujuan
bersamaDPRD DIY;

C. menetapkan peraturan Gubernur dan keputusan Gubernur;

d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat
dibutuhkan oleh daerah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki kewenangan
ddamhd:

a Menetgpkan Gubernur danWakil Gubernur DI'Y

b. Membentuk Peraturan Daerah dan Peraturan deerah | stimewabersama
Gubernur.
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Pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan keistimewaan yang

diberikan oleh Undang-undang kepada Pemerintah Daerah dan DPRD
terdapat dalam pengaturan tentang urusan keistimewaan sebagaimana
dijelaskan berikut ini.

a Taacarapengisanjabatan, kedudukan, tugasdanwewenang Gubernur

C.

danWeakil Gubernur.

Kewenangan dalam hal pengisian jabatan gubernur dan wakil
gubernur ini beradasepenuhnyadi DPRD DIY. Dalam penyelenggaraan
kewenanganini DPRD membenttuk duapanitiakhusus (Pansus) yaitu
Pansus penyusunan tata tertib dan pansus penetapan gubernur dan
wakil gubernur. Pansus penetapan gbernur danwakil gubernur yang
dibentuk DPRD DIY ini berperan sebagai penanggung jawab sekaligus
pe aksanaprosesdan tahapan penetgpan gubernur dan wakil gubernur.
Tahapan penatapanterdiri dari pendaftaran calon dari Kasultanan dan
Pakualaman, verifikad, dan penatapan.

Kelembagaan Pemerintah Daerah DI Y.

Daam rangkapdaksanaan urusan wajib, urusan pilihan danurusan
keistimewaan pemerintah memiliki kewenangan dalam hal penataan
kelembagaan. Pelaksanaan kewenangan ini tetap harussesual dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementas dari
kewenangan ini adalah pemerintah daerah membentuk lembagayang
berfungs memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada
Gubernur. Di Pemerintah DI'Y lembaga atau dewan pertimbanganini
diberi namapararadya.

K ebudayaan.

Terkait dengan kewenangan pemerintah dalam urusuan
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kebudayaan, di ddlam Raperdais K ebudayaan dijelaskan bahwatugas
dan wewenang Pemerintah Darah adalah kewenangan dalam mela-
kukan pelestarian kebudayaan yang meliputi: a). mengkoordinasikan
kegiatan Pelestarian Kebudayaan dengan Kasultanan, Kadipaten,
Pemerintah Derah Kabupaten/K ota, dan masyarakat; b). mendorong,
menumbuhkan, membina, meningkatkan kesadaran akan hak, kewa-
jiban dan peran sertamasyarakat untuk melestarikan Kebudayaan;
¢). memfasilitas peran sertamasyarakat dalam melestarikan Kebu-
dayaan; dan d). memfasilitas pendaftaran hak kekayaan intelektual
terhadap K ebudayaan.

Kewenangan pemerintahan dalam urusan Pertanahan.

Daam urusan pertanahan pemerintah memiliki kewenangan untuk
memfadlitas penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan, dan
pengawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; dan memfasilitas
pembentukan regulasitanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Penga-
turan lebihlanjut mengena kewenangan dalam bidang pertanahanini
akan diatur secaradetail dalam Peraturan Daerah | stimewabidang
Pertanahan. Sayangnya Perdais ini sampai sekarang masih dalam
pembahasan antaraeksekutif dan legidatif di DPRD DI Y.
Kewenangan pemerintahan dalamurusan Tataruang.

Di Undang-undang K eistimewaan dijelaskan bahwa Pemerintah
Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Penataan
Ruang termasuk Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten sertakawasan
satuan-satuan ruang lain yang memiliki nilal keistimewaan. Kewenangan
Pemerintah Dagrah dalam hal Penataan Ruang Tanah Kasultanan dan
Tanah Kadipaten berupafasiitas penetgpan kerangkaumum kebijakan
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Tata Tuang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi:a).
kebijakan pengembangan struktur ruang; dan b).kebijakan

pengembangan polaruang.

4.4.Kesmpulan

Kegimewaan DI'Y tidak hadir di ruang hampayang lepasdari dimens
ruang danwaktu. Artinya prosesterbentuknyakeistimewaan D1Y sarat
dengan pergumulan danitu berlangsung di atas gelanggang pertarungan
kuasa yang riuh rendah. Secara historis berdasarkan perjanjian Giyanti,
Perjanjian Klaten, dan kontrak yang diperbaharui terus setiap pergantian
rga Kasultanan dan Pakualaman merupakan kergjaan dengan status
otonomi khusus dari pemerintah kergjaan Belanda. Sejak periode awal
prosessrkulas Sultandi Kraton Kasultanan Yogyakartadan Paku Alam
di Kadipaten Pakualaman telah berjalan danterlembagakan dalamtradis
tersendiri (paugeran) di dalam memilih rgja. Meskipun demikian, pada
prakteknyapaugeranini tidak selalu diadops sepenuhnyadalam penentuan
seorang raja baik di Kasultanan maupun di Pakualaman. Beberapa kali
suksesi terbukti terjadi devias dari ketentuan dan tatanilai yang disebut
sebagal paugerantersebut.

Begitu jugadengan pengisian jabatan gubernur danwakil gubernur
di Daerah | stimewa Yogyakartadimana pada praktek yang berlangsung
tidak seldu dilkukan dengan mekanisme penetgpan dari pusat sebagaimana
berlangsung padaawa kemerdekaan. Sebelum|ahirnya Undang-undang
Keistimewaan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur pernah
dilakukan dengan cara pemilihan. Pemilihan gubernur pernahterjadi tahun
1998 dimana pemilihan gubernur dilakukan dengan caravoting dari dua
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orang calon gubernur. Sementara pemilihan wakil gubernur terjadi pada
tahun 2001 jugadipilih secaravoting dari duaorang calon.

Sebagai lembaga yang telah lama eksis baik Kasultanan maupun
Pakudaman memiliki regulas dan wewenang dalammengurus urusanrumah
tangganyamasing-masing. Termasuk regulas dankewenangan yang menga:
tur pergiliran kekuasaan di internal kedua kerajaan tersebut baik dalam
kontekstradisona maupun dalam perspektif hukum modern. Begitu pula
halnya dengan kewenangan danregulas pemerintahan dalam mengimple-
mentasikan urusan kewenangan ke stimewaan. Pengaturan tersebut terang-
kumjelas dadlam Undang-undang Nomor 13 tahun 2012. selainitu, pasca
diberlakukannya Undang-undang K eistimewaanterdapat pula kewenangan
paralel antara pihak pemerintah daerah di satu Sisi dan Kasultanan dan

Pakualaman padasis yang lain.



BAB V
DINAMIKA POLITIK KEISTIMEWAAN

5.1. Pendahuluan

Pembahasan pada bab ini meliputi tiga sub pokok bahasan yang
terdiri dari andisisprosedur regulas (the procedure of regulation), strategi
imperdif (thestrategicimperative), danimplikas padapemerintah. Ketiga
hal tersebut menjadi faktor determinan dalamdinamikapolitik keistimewaan
yang terjadi di Daerah | gimewaYogyakarta. Bagian akhir akan disuguhkan
kesmpulan dari semua pembahasan bab ini. Padabagian prosedur regulas
pembahasan akanmelipuiti: a). prosedur pengambilan keputusan di dalam
memilihrgadari perspektif historis; b). Prosedur pengambilan keputusan
di ddammemilihrgjadari perspektif hukum modern; dan, ¢). Prosedur
pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur .

Sementara padabagian kedua akan dipaparkan penjelasan tentang
strategi imperatif yang terdiri dari ulasan tentang bagaimana strategi
memperoleh dan mempertahankan kekuasaan yang terdiri dari : a). Bentuk-
bentuk upaya penguasaan modal sosial dan politik oleh keluargaKraton
Kasultanan dan Pakualaman; b). Penguasaan atas kepemilikan modal
ekonomi dan sumber-sumber ekonomi oleh keluarga Kraton dan
Pakualaman; c). Kontrol terhadap modal simbolis-kultural oleh Kraton
dan Pakualaman; dan d). Pertarungan wacanayang terjadi dalam konteks

keigimewaan DI Y.
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Selanjutnya, akan disuguhkan eksplorad lebih lanjut atasuraian pada
prosedur regulas dan srategi imperatif dalam subbagian diskus. Akhirnya,
pembahasan tentang implikas yang terjadi baik padainternal Kasultanan
dan Pakualaman maupun pada pemerintah. Bagianini akan mengetengahkan
gambaran tentang bagaimanaimplikas point-point yang dibahas dalam
prosedur regulasi dan strategi imperatif membawa konsekwens-konsek-
wens padajalannyapemerintahan daerah DIY. Terutamadaam kaitannya
dengan implementasi Undang-undang K eistimewaan sertamasa depan

keigimewaan DI Y.

5.2. Prosedur Regulas

Prosedur regulas (the procedureof regul ation) dalamandisisdispo-
gitif dipahami sebagal prosedur atau tataaturan yang jelas dan pasti (exact
and well defined) yang menjadi kerangka bagaimana suatu tindakan atau
kehijakan dilakukan. Ddamkonteksini keistimewaan DI'Y dipahami sebagai
entitas yang tidaklah lahir dalam situasi dan kondig yang tanpa konteks
dan proses. Dengan katalain keistimewaan DIY tidak muncul di ruang
hampatetapi lahir ddam gtuas dan proses pergulatan yang melintasi zaman.

Faktasgarah membuktikan bahwaasal usul keistimewaan DIY dapat
dilacak sgjak perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Perjanjian Giyanti
ini ditandatangani oleh Pangeran Mangkubumi dan Direktur VOC wilayah
Jawa, Nicolas Hartingh. Dalam perjanjian Giyanti dinyatakan bahwa
Pangeran Mangkubumi mendapatkan separo wilayah Mataram dengan
status pinjaman. Pangeran Mangkubumi menjadi rajadi daerah baru ini.
Perjanjian ini adalah sebagai kompensasi yang diberikan VOC atas
perubahan skap politik Pangeran Mangkubumi yang tadinyabersamaRaden
Mas Said melakukan perlawanan kepada Paku Buwono |1 dan VOC
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kemudian berbalik haluan bergabung dengan VOC untuk menumpas
perlawanan Raden Mas Said (Raffles, 2014: 580). Kergjaan baru ini
kemudian secaraterus menerus diwariskan kepadaketurunan Pangeran
Mangkubumi dengan konsekwens memperbaharui kontrak denganVVOC/
Pemerintahan Kergjaan Belanda pada setiap jelang penobatan raja baru.

Segera setelah kemerdekaan Republik Indonesia Kasultanan dan
Pakuaaman mengeluarkan maklumeat yang ditandatangani olehrgamasing-
masing. Maklumeat yang dikeluarkan oleh Sultan Hamengku Buwono 1 X
dan KGPAA PakuAlam V11 tersebut kemudian diresponds oleh Bung
Karno sebaga Presiden Republik Indonesiadengan mengeluarkan piagam
kedudukan atas Sultan Hamengku Buwono I X dan PakuAlamV111. Sgak
itu pulaproses pergulatan kuasa berlangsung danrelas kuasadi dalamnya
semakinterjalin dan berkelindan.

Substans dan bentuk keistimewaan DIY sgjak awal bergabungnya
DIY dengan Negara K esatuan Republik ndonesiaadalah terletak pada
kekhususan dalam pengisian jabatan gubernur danwakil gubernur yang
berlaku hanyabagi Sultan dan Paku Alam yang sedang bertakhta. Berikut
ini ditampilkanrumusan keistimewaan DI'Y tersebut menurut beberapaUU
yang mengatur pemerintahan daerah setelah proklamas 17 Agustus 1945
hinggasekarang:

Pertama, kekhususan dalam UU Nomor 1 Tahun1945 tentang Ko-
mite Nasional Daerah memberikan pengecudian kepadaDI1Y seperti dinya
takandalampasa 1: " Komite Nasional Daerah diadakan kecudi di Daerah
Surakartadan Yogyakarta, di karesdenan, di kotaberotonomi, di kabu-
paten danlan-laindaerah yang dianggap perlu olenMenteri Dalam Negeri”.

Kedua, Kekhususan dengan menyebut terminologi istimewadaam
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UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok
Mengena Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur
dan Mengurus Rumeh Tangganya Sendiri. Padapasa 18 ayat (5) disebutkan
bahwa K epala Daerah I stimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan
keluargayang berkuasadi daerah itu di jaman sebelum Republik Indonesia
yang masih menguasai daerahnya, dengan syarat-syarat kecakapan,
kegjujuran dan kesetiaan dan dengan mengingat adat-istiadat di daerahitu.

Ketiga, Keistimewaan dalam UU Nomor 1 Tahun1957 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Pada pasal 25 ayat(1) dinyatakan
bahwa K epala Daerah I stimewa diangkat dari calon yang digjukan oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari keturunan keluargayang berkuasa
di daerah itu di zaman sebelum Republik Indonesia dan yang masih
menguasal daerahnya, dengan memperhatikan syarat-syarat kecakapan,
kgujuran, kesetiaan sertaadat-istiadat dalam daerahitu, dan diangkat dan
diberhetikan oleh Presiden.

Keempat, UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah Bab V| Peraturan Peralihan pasdl 88 (2) disebutkan
bahwa sifat istimewa sesuatu Daerah yang berdasarkan atas ketentuan
mengingat kedudukan dan hak asal-usul ddlam pasal 18 UUD yang mash
di akui dan berlaku sehingga sekarang, atau sebutan Daerah | timewaatas
alasanlain, berlakuterus hinggadihapuskan.

Kelima, UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Peme-
rintahan di Daerah Bab V11 Aturan Perdihan, pasal 91 b mengatur bahwa
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang
sekarang adalah K epala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menurut UU
ini dengan sebutan KepalaDaerah | stimewaYogyakartadan Wakil Kepaa
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Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tidak terikat pada ketentuan masa
jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah lainnya

Keenam, UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Pasd 122: Keigimewaan untuk Proping Daerah IstimewaAceh dan Proping
Daerah IimewaYogyakarta, sebagaimanadimaksud dalam UU Nomor
5 Tahun 1974, adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan
pemerintahan Proping |stimewaA ceh dan Proping IstimewaYogyakarta
di dasarkanpada UU ini.

Ketujuh, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pasd 26 ayat (2): Kestimewaan untuk Proping Daerah | timewaYogyakarta
sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 22 Tahun 1999, adalah tetap
dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Proving Daerah
| stimewaYogyakartadidasarkan padaUU ini.

Tragjektori keistimewaan sebagaimanadiatur oleh bebergpa Undang-
undang sebagaimanadideskripsikan di atas membuktikan bahwa posisi
ragja yang bertakhta di Yogyakarta, baik di Kasultanan maupun di
Pakualaman, menempati poss yang pokok dalam desain arsitektur keisti-
mewaan DIY. Karena Sultan yang menjadi Rgjadi Kasultanan diberikan
privilege sebagai Gubernur dan Paku Alam sebagai Wakil Gubernur DIY.

Mengacu padareditas politik tersebut makaanadissdan penjelasan
tentang prosedur regulasi akan memfokuskan padatiga isu: pertama,
tentang prosedur pengambilan keputusan di dalam memilih rgja dari
perspektif historis; kedua, prosedur pengambilan keputusan di dalam
memilihrgadari perspektif hukummodern; dan ketiga, prosedur pengisan
jabatan gubernur dan wakil gubernur.
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A. Prosedur pengambilan keputusan di dalammemilinrgadari perspektif
higoris.

Mengacu pada ketentuan yang menjadi acuan dalam memilih raja serta
praktek penobatan raja di Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman sebagai-
mana sudah diuraikan pada bab IV diketahui bahwa proses pengambilan
keputusan dalam memilih raja pada prakteknyatidak selalu mengacu sepenuh-
nya pada paugeran sebagai tata nilai yang dipegangi di Kasultanan dan Paku-
alaman. Proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh beberapa faktor
penentu, yaitu: pertama, tata nilai yang berlaku (paugeran); kedua, norma
dan tata gelar kepangeran; ketiga, usia para pangeran; keempat, urutan
istri; kelima, pilihan politik raja; keenam, faktor eksternal; dan ketujuh,
pengambilan keputusan dengan musyawarah.

1. Pengambilankeputusan berdasarkantatanila yang berlaku (paugeran).

Pengambilan keputusan pemilinan rgadikatakan berdasarkan tata

nilai (paugeran keprajan) manakala proses penentuan rgjayang akan

bertakhta sepenuhnya mendasarkan pada prosedur dan mekanisme

baku yang berlaku di Kasultanan dan Kadipaten. Proses suksesi juga

berjalan secaranormal tanpa ada penyimpangan dan dampak konflik.

M ekanisme baku yang dimaksud mengacu padaprosedur dan tahapan
sebagal berikuit:

a Yang berhak menggantikan rajaadalah keturunan langsung dari

rgjadan berjeniskelamin laki-laki sgjak lahir.
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b. Calon pengganti rgaadaah puteradari permaisuri

c. Apabilargatidak memiliki permaisuri makadiutamakan untuk
dipilih putratertuadari selir-sdlir raja.

d. Apabilargatidak memiliki puteralaki-laki makacaon pengganti
rgadipilih dari salah satu adik-adik yang sedarah dengan raja.
Diutamakan yang paling tuadan terlahir dari permaisuri.

e. Apabilargatidak adaadik laki-laki makakedudukan diberikan
kepada paman rajayang terlahir dari permaisuri.

f.  Sebdumdiangkat sebagai rga, calonrgaharusdiangkat sebagai
puteramahkotaterlebih dahulu.

0 Apabilargabelum sempat menobatkan seorang puteramahkota
sebelum wafatnya, maka pemilihan calon pengganti dilakukan
dengan melihat garisketurunan laki-laki dari permaisuri dan sdlir.

h Apabilargayang dinobatkan dianggap belum cukup umur, maka
penyd enggaraan pemerintahan kergjaan dijalankan oleh Dewan
Perwalian yang dipilih oleh kerabat kergjaan (Harjono, 2011).

I.  Untuk kasus Pakuaaman, apabilaanak tertuarajayang berhak
menjadi rgamengalami sakit permanen maka pilihanrgaturun
ke adik dari anak tertuarga.

Pengambilan keputusan rgjaberbasistatanila ini terjadi di Kasul-

tanan ketika sukses dari Sultan HB VI ke HB V11 dan suksesi dari

HB VIII keHB I X. Sementaradi Kadipaten terjadi ketika sukses

dari PakuAlam| ke PakuAlaml|, sukses dari PakuAlamV ke Paku
alamV1, dan sukses dari PakuAlam V11 ke PakuAlamV111.

2. Pengambilan keputusan berdasarkan normadantatagelar kepangeran.

Keberadaan gelar bagi sebuah kergjaan bukan sga berfungs
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sebagai pelengkap sebuah nama tetapi memiliki nilai serta melam-
bangkan dergad kebangsawanan pemiliknya. Selainitu, danini yang
lebih substantif, gelar menandakan jabatan dari seorang pangeran dan
jenjang kepangkatan sertajabatan yang melekat padanya. Di kraton
Kasultanan dan Kadipaten Pakuaaman perjalanan karier dan jabatan
sertatingkatan kebangsawanan dapat dilihat dari gelar kepangkatan
yang melekat padadiri seorang pangeran. Tahapan dan prosesyang
harusdilalui dari masing-masing yang dimiliki seorang pangeranjuga
membutuhkan waktu yang lama. Karenaitulah gelar kebangsawanan
dari seorang pangeran menjadi faktor penting dalam proses penentuan
puteramahkota(Harjono, 2011).

Di Kasultanan Ngayogyakartasgak berdirinyahinggakini berlaku
alur tatagelar kepangeran ini dengan stratahierarkhi sebagai berikut:

Tabel 5.1
Hierarki Gelar di Kasultanan

NO STATUS/POSISI GELAR

1 | RajaSultan Hamengku Buwono Senopati Ing
Ngalogo Ngabdurrakhman Sayidin
Panatagama Khalifatullah.

2. | PutraMahkota Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom
(KGPAA) Hamengkunegoro

3. | Pangeran Lurah Kanjeng Gusti Pangeran Harya (K GPH)

4 | Pangeran dengan jabatan senior | Gusti Bendara Pangeran Harya (GBPH)

5 | Pangeran dengan jabatan tertentu | Gusti Pangeran Harya (GPH), Kanjeng
Gusti Pangeran (KGP) atau Bendara
Pangeran Harya (BPH)

6 | Pangeran ketika belum dewasa Bendara Raden Mas (BRM) atau Gusti
Raden Mas (GRM)

Sumber: Harjono, 2012 dan Wkipedia
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Adapun proseskenaikan pangkat dan gelar dari seorang pengeran
yang sgjak terlahir sudah diberi gelar Bendara Raden Mas (BRM atau
Gusti Raden Mas(GRM) sampe menjadi rgjamengikuti urutan tahapan
sebaga mana bagan berikuit:

Gambar 5.1
Proseskenaikan Gelar di Kasultanan

KGPAA <:' KGPH
: Hamengkunegoro
BRM atau GPH, GBPH
BPH

Sementaratatagelar yang berlaku di Pakualaman adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Tata Gelar di Pakualaman

NO STATUS/POSISI GELAR

1 | RaaAdipati Kanjeng Gusti Adipati Paku Alam
(KPA) sampa PA 1V. setelahnya
bergelar Kanjeng Gusti Adipati Arya
(KGPAA)

2. | PutraMahkota Kanjeng Bendara Pangeran Harya
(KGPH) Suryodilogo

3. | Pangeran selain PuteraMahkota | Kanjeng Pangeran Harya (KPH)

4 | Pangeran ketika masih muda Gusti Bendara Raden Mas (GBRM)

Sumber: diolah dari Wikipedia

Adapun tahapan yang harus ditempuh oleh seorang pangeran di
Kasultanan sgjak kecil sampai dinobatkan sebagal rejamengikuti tatagelar
berikut:
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Gambar 5.2
Proseskenaikan Gelar di Pakualaman

Raa Putera Mahkota
KGPAA Paku Aalam GBPH Suryodilogo

Pangeran Muda Pangeran
Kanjeng Pangeran Harya
Gusti Bendara (KPH)

Sumber: diolah dari Wikipedia

3. Pengambilan keputusan berdasarkan usaparapangeran.

Persyaratan seorang rgjadari Sis usiaadalah harudah sudah aqil
baligh. Syarat ini berlaku baik di Kasultanan maupun di Kadipaten
Pakuadaman. Pangeran yang belumakil baligh tidak bisadiangkat seba-
gal rgja. Dalamkondis dimanaterdapat lebih dari satu pangeran dan
semuanyaterlahir dari permaisuri makayang dikukuhkan sebagai rgja
adalah yang berusatertuadiantaramereka. Penentuan berdasarkan
urutan usiaini mengacu padatanggal lahir seorang pangeran.

4. Pengambilan keputusan berdasarkan urutan istri (ibu dari para
pangeran).

Penentuan seorang rgjajuga didasarkan padaa urutan senioritas
dari istri-istri rgjayang notebane adalah ibu dari para pangeran. Yang
dimaksudkan dengan senioritasdi sini adalah yan paing tuaatau yang
Iebih diawal diperistri oleh sang rga. Urutan prioritasnyamengacu pada
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ketentuan: @). Jika terdapat lebih dari satu permaisuri maka raja
ditetapkan dari permaisuri tertua; dan b). Jikatidak adapermaisuri
makargaditetapkan dari putra selir (garwa ampyan) yang tertua.

Dalam konteks penentuan Paku AlamV adalah salah satu contoh
dimanayang dipilih sebagai Paku Alam bukanlah anak permaisuri Paku
Alam V. Pangeran Suryodilogo yang ditetapkan sebagal Paku Alam
adalah puteradari selir PakuAlaml1 yaitu dari ibu BRAy. Resmining-
dyah. Kondis politik di Kadipaten saat itu memaksauntuk memiliki
Suryodilogo yang lebihtuadan kuat pengaruhnya. Meskipun diaanak
seorag sir.

Pengambilan keputusan berdasarkan pilihan politik rgjadan kergjaan.

Pilihen politik rgajugamemiliki pengaruh signifikan dalam penentuan
Sapayang akandipilin sebagai rga. Pilihan politik rgaini berkontribus
besar pada proses perjalanan pangeran menjadi puteramahkota dan
selanjutnyadinobatkan sebagai rga. Di Kasultanan, pengaruh pilihan
politik rgaini terlinat pada proses sukses dari HB | ke HB |1 dandari
HB VIl ke HB VIII. Pada sukses dari HB | ke HB |1 sebenarnya
yang sudah dinobatkan sebagai puteramahkotaadalah Raden Mas
Ento tetapi karenaRaden Mas Ento ini berkelakuan kurang terpuji
yakni pernah duakali melakukan skandal yang mempermaukan kraton.
Sehingga Ento dianggap tidak layak lagi jadi puteramahkota. Apaagi
untuk menjadi rgja.

Skandd pertamaadalah keterlibatan Ento dalam peristiwa pemban-
talan tujuh orang Cinatatkalah ia ikut kepergian ayahandanya ke
wilayah kedu (Harjono, 2011). Sementara skanda keduaterjadi pada
Agustus 1758 ketika Ento kedapatan berhubungan gelap dengan
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seorang wanita Cinasaat kunjungannyake Borobudur. Dua skandal
ini telah membuat Sultan HB | marah karenakelakuan Ento dianggap
telah mencemarkan namabaik Kraton. Raden MasEnto akhirnyadira
cun saat makan dantak lama berselang kemudian meninggal (Ricklef,
2003: 76-77). Setdahitu Raden Mas Sundoro diangkat sebagai putera
mahkota. Sundoro inilah kemudian yang dinobatkan sebaga HB I1.

Peran dari skap politik rgajugaterlihat nyatapadaproses sukses
HB VIl keHB VI dimanasaat itu Sultan HB V11 menyatakan*lengser
keprapon” dari Snggasanarga. Sdanjutnyaputranya, RM. Sujadi naik
takhta Sultan HB V11 kemudian memilih untuk menikmeati sisa.akhir
hidupnyadi luar istanadengan menempati Ndalem (rumahtinggal) di
Ambarukmo.

Di Kadipaten Pakuaaman pengaruh politik rgjajugakuat mempe-
ngaruhi proses penunjukan seorang rgja. Penentuan PakuAlaml 1,
PakuAlam |V dan Paku AlamV sangat sarat dengan nuansapilihan
politik raja atau kergjaan. Dalam proses penentuan PA I11 dan IV
sangat dipengaruhi oleh pilihan politik Ratu Ayu, permaisuri PA 1.
Pengambilan keputusan berdasarkan faktor eksternal.

M eskipun kekuasaan dan sistem pemerintahan yang berlaku di
Kasultanan dan Pakudaman sstemmonarki tetapi bukan berarti kedua
kergjaan ini otonom sepenuhnya. Pada setiap menjelang terjadinya
suksed rgjasaldu didahului dengan pembaharuan kontrak politik baru
dengan otoritas pemerintahan yang berkuasadi Jawvasaat itu. Pada
era pemerintahan Belanda calon rgja sebelum dinobatkan harus
menandatangani kontrak politik dengan Belanda terlebih dahulu.
Begitupun yang terjadi padaera Jawadikuasal Inggris dan Jepang.
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Relas politik yang bersifat kontraktual ini baik langsung maupun
tidak telah berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan dalam
memilih rgja. Naiknya HB 11 di Kraton Kasultanan tak luput dari
dukungan Belanda. Bahkan dalam perjanjian Giyanti namaRaden Mas
Sundoro secarajelas disebut sebagal calon pengganti Sultan HB .
Begitupun saat HB |1 dimakzulkan dan kemudian digantikan oleh
putranyasangat dipengaruhi olehfaktor tekanandan intervens dari
kergjaan Inggris. Begitupun yang terjadi hingga pengangkatan
Hamengku Buwono | X jugaatas sepersetujuan Belanda.

Pengaruh eksterna di Kadipaten Pakualaman jugaterlihat dalam
pengangkatan rgjaPakuaaman sgak PakuAlam(PA) | sampai dengan
PakuAlam(PA) VI11. Pengangkatan Pangeran Notokusumo sebagai
PA | sebagai awa pemisahan dari Kasultanan sangat jelasitu terjadi
atas sponsor Thomas Stanford Rafless sebagail representas Kergjaan
Inggrisdi Jawa. Selanjutnya, pengangkatan Adipati PA 1X yang terjadi
padatahun 1999 dapat dikatakan begitu kenta pengaruh dari euforia
kebebasan politik dan demokratisas pascatumbangnyaregimorde
baru tahun 1998.

Sementarasukses dari PA 1 X ke PA X mula dipengaruhi pengaruh
eksternd yang terlembagakan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun
2012 tentang Keistimewaan DI'Y. Undang-undang ini secarakhusus
mengatur tentang kewgjiban Kasultanan dan Kadipaten untuk
meratifikas paugeran dan kemudian mengumumkannya ke publik
(pasal 43 point adan b UUK). Undang-undang Keistimewaan juga
mengatur tentang persyaratan calon Gubernur dan Calon Wakil
Gubernur yang harus menyertakan riwayat hidup “istri” sebagai
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kdengkapan dokumen yang harusdipenuhi. Masuknyasecaraeksplist
kataistri ini terkandung maksud bahwa gubernur dan wakil gubernur
yang secaraotomatisdijabat oleh Sultan dan PakuAlam yang bertakhta
harudah seorang laki-laki dan punyaigtri. Itu berarti bahwabaik Sultan
maupun Paku Alamjuga haruslaki-laki.

7. Pengambilan keputusan dengan musyawarah

Pengambilan keputusan dengan musyawarah adalah pengambilan
keputusan yang dilakukan oleh para keturunan langsung Sultan
Hamengku Buwono dan Paku Alam dalam penentuan sigpayang akan
dinobatkan sebagai raja. Meskipun secara teknis pengambilan
keputusan dilakukan secaramusyawarah tetapi tetap merujuk pada
tatanila, tatagelar, dan paugeran yang berlaku.

Pengambilan keputusan memilih rgja dengan caramusyawarah
dilakukan ketika penentuan PakuAlamV, Hamengku Buwono 1 X dan
PakuAlam|X. Bedanyapenentuan PakuAlamV danHB I X diputuskan
secara bulat oleh para pangeran dan keturunan langsung raja
sebelumnyatetapi ketikapenentuan PA | X putusantidak bulat. Ada
penolakan dari saudara-saudaraAmbarkusumah (PA 1X) lainibu yang
dimotori oleh KPH. Anglingkusumo. Penolakan jugaterjadi ketika
sukses dari PakuAlamIX keanaknyaRM. Wijoseno Hario Bimo. Di
kemudian hari KPH Anglingkusumo dinobatkan olehwargaAdikarto
Kulonprogo sebagal rgaPakuaaman dengan gdar KGPAA PakuAlam
IX Al-hg. Merasaberhak menduduki takhtaAdipati di Pakuaaman,
Anglingkusumo terus melakukan perlawanan bahkan sampai di meja
pengadilan.

! Lihat berita Harian Radar Jogja halaman 1 tanggal 19 April 2016.
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B. Prosedur Pengambilan K eputusan di dalam M emilih Rajadari
Per spektif Hukum M odern.

Pada dasarnya kergjaan adalah wilayah privat dan negara adalah
ranah publik. Sebagal wilayah privat baik Kasultanan dan Kadipaten
Pakualaman memiliki 9stem, mekanisme dan aturan sendiri yang mengatur
urusaninternalnya. Sementara negarajuga memiliki perangkat aturan dan
logikanya sendiri yang Sifatnyaterbuka, berlaku bagi ssmuawarganegara
sertagfatnyaterbukabagi sduruhwarganegara. Demikian pulayang berlaku
bagi ssem dantataperaturan yang berlaku di Daerah | gimewaYogyakarta
sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keigimewaan DIY.

Setelah diberlakukannyaUU Kelstimewaan ssemdantataaturan
yang berlaku baik di pemerintahan daerah maupun di Kasultanan dan
Kadipaten Pakualaman berubah secaramendasar. Hal ini terjadi terutama
padahal ikhwal yang berhubungan dengan urusan pemerintahan yang oleh
UU Nomor 13 Taun 2012 dikategorikan ke dalam urusan keistimewaan.
Paugeran yang berlaku di Kraton Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman
yang mengatur urusan internal Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman
termasuk yang mengatur tentang sukses Rgasudah menyatu dengan hukum
formal dan ranah publik. Pengintegrasian antara paugeran dan hukum

modernini diatur dalam Undang-undang Keistimewaan pasal 43:

Gubernur selaku Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta
dan/atau Wakil Gubernur selaku Adipati Paku Alam yang bertakhta
berdasarkan Undang-Undang ini bertugas: a.melakukan
penyempurnaan dan penyesuaan peraturan di lingkungan Kasultanan
dan Kadipaten; dan b.mengumumkan kepada masyarakat hasl
penyempurnaan dan penyesuaian peraturan sehagaimanadimaksud
padahuruf a.
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Kenyataan bahwateah terintegrasnyaantara paugeran dan hukum
formal yang berlaku di DIY ini jugadiamini oleh pihak legidatif di DPRD
DIY. Hal ini disampaikan oleh Arif Noor Hartanto, Wakil Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) Daerah | timewaYogyakarta(D1Y)
dari fraks Partai Amanat Nasional (PAN). Menurut Arif Noor Hartanto:

Dengan adanya Undang-Undang Keistimewaan D1Y, wilayah
internd kraton yang diatur dengan paugeran dengan hukum formal
yang diatur UUD 1945 itu sudah menjadi satu. UUK mengintegraskan
kedua wilayah tersebut, sehinggatidak adalagi wilayah internal
absolut. Oleh sebab itu, jika paugeran itu berubah, maka harus
disampaikan dulu pada publik bagaimana paugeran sebelumnyadan
bagaimana perubahannya. Apakah masyarakat Yogyakarta setuju
dengan perubahantersebut. Sementara paugeran itu sendiri sudah
menjadi syarat bagi adanyaUUK DIY, khususnyaddamhd pemilinan
Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta yang bisa langsung
diangkat dari Kasultanan dan atau K adipaten Pakuaaman.?

Dengan demikian dapat dismpulkan bahwa paugeran yang berlaku
di internal Kasultanan dan K adipaten Pakualaman merupakan bagian yang
tak terpisahkan dari hukum formal yang berlaku dan diakui oleh sistem
perundang-undangan Negara K esatuan Republik Indonesa. Titik awalnya
addah terletak pada penyesuaian paugeran dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan pengumuman hasil atas penyesuaian tersebut
secaraterbukakepublik yang harus dilakukan oleh Gubernur selaku Sultan

2 Pernyataan ini disampaikan pada forum Seminar dan diskusi hasil
penelitian tentang “ Suksesi dan Paugeran Kraton Yogyakarta“ tanggal 20
Me 2015 yang disdenggarakan oleh jurusan |Imu Pemerintahan dan Jusuf
Kalla School of Government (JKSG) UMY di ruang seminar gedung
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) lantai 4
Kampus Terpadu UMY. Lebih lanjut dapat dilihat di http://www.umy.ac.id/
romo-tirun-ingatkan-warga-yogyakarta-agar-tidak-ewuh-pakewuh-dengan-
masal ah-kraton.html
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Hamengku Buwono yang bertakhtadarv/atau Wekil Gubernur selaku Adipati
Paku Alam yang bertakhta. Ketentuan umum point 11 dalam Peraturan
deerahistimewa(Perdais) tentang Pengisian jabatan gubernur dan wakil
gubernur menyatakan bahwa paugeran adalah: “ketentuan dasar di
lingkungan Kasultanan dan Kadipaten yang tidak dapat diubah atau hanya
dapat diubah ddamkeadaan luar biasa’.

Sebagal bagiandari hukumformal (karenasudah terintegras) meka
sudah semestinyamekanisme dan prosedur pengambilan keputusan dalam
pemilihanrgadi Kasultanan dan Pakualamanini diselenggarakan dengan
mengacu padanormadan sstem perundang-undanganyang berlaku. Teru-
tamanorma-normadan prindp-pringp penyelenggaraan tata pemerintahan
yang baik (good governance) seperti: pelaksanaan prinsip efektivitas;
transparand; akuntabilitas, partisipad; kesetaraan; dan penegakan hukum,
Sdlanitu perlujugamemperhatikan asas-asas sebagamanajugadiacu ddam
pembentukan Peraturan daerah istimewa (Perdais) pengisian jabatan
gubernur danwakil gubernur serta pengaturan kewenangan keistimewaan
lainnya seperti: a@). pengakuan atas hak asal-usul; b). kerakyatan; c).
demokrag; d). ke-bhinneka-tunggal-ika-an; e). efektivitas pemerintahan;
f). kepentingan nasiond; dan g). pendayagunaan kearifan lokal.

Sayangnya, meskipun pemberlakuan Undang-undang K eistimewaan
sudah berjalan Iebih empat tahuntetapi penyesuaian paugeran belumjuga
dilakukan oleh Kasultanan dan Pakualaman.Dalam posis dimanabelum
dilakukannya penyesuaian paugeran seperti sekarang ini dapat dikatakan
bahwa belum adaprosedur baku yang legal sesuai dengan hukummodern
dalam pemilihan rgja di Kasultanan dan Pakualaman. Sementara hasil

penelusuran di berbagai peraturan dan perundang-undangan yang terkait
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dengan keistimewaan Daerah I stimewaY ogyakartajugatidak diketemukan
penjelasan secarakhusus yang mengatur tentang prosedur pengambilan
keputusan semacamini. Sehinggawajar manakalapemerintah bersama-
sama pihak K asultanan dan Pakualaman terusdituntut untuk melakukan
penyesuaian paugeran dan mengumumkannya ke publik. Sebagaimana
terjadi pada saat sedang berlangsung proses pengisian jabatan wakil
gubernur Ssamasajabatan padaApril 2016.

Meskipun demikian bukan berarti UU Keistimewaan dan atau pera-
turan perundang-undangan dibawahnyatidak mengatur prosedur pengam-
bilankeputusan ddammemilihrgaini. Betul bahwamemang tidak ditemukan
pengaturan secaramendetail. Secaragaris besar yang berfungs sebagai
panduan umum prosedur pengambilan keputusan tersebut diatur padapasa
5 Perdaistentang pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang
berbunyi: “Untuk memenuhi persyaratan Calon Gubernur dan Wakil Gu-
bernur Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman berkewajiban memper-
sapkan Sultan Hamengku Buwono yang akan bertakhtadan Adipati Paku
Alamyang akan bertakhtasesual dengan peraturan perundang-undangan”.

Terdapatnyakaimat “mempersapkan Sultan Hamengku Buwono
yang akan bertakhta dan Adipati Paku Alamyang akan bertakhta”
dimanaterdapat kata“ mempersiapkan” dan frase* yang akan bertakhta”
dapat dipahami sebaga perintah Perdaiskepada K asultanan dan Kadipaten
untuk menjalankan prosedur pengambilan keputusan daam pemilihanrga
harudah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam proses mempersiapkan Sultan dan Adipati yang akan bertakhtaini
baik Kasultanan maupun Kadipaten Pakualaman sudah memiliki pakem
masing-masing yang diatur dalam paugeran masing-mesing.
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C. Prosedur pengisan jabatan Gubernur dan Wakil Guber nur

Sebaga Daerah| gimewadengan kewenangan khususDIY memiiliki
sstemdan tataperaturan tersendiri dalam hal pengisian jabatan gubernur
danwakil gubernur. Terlebih, dimanasalah satu bentuk kelstimewaan yang
diberikan oleh pemerintah pusat kepadapemerintah DI'Y adalah tentang
pengisian dan tatacara pengisian jabatan gubernur danwakil gubernur ini.

Sgjak Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman bergabung dengan
NegaraRepublik Indonesiadan melebur diri menjadi satu Daerah Istimewa
Yogyakartaadatigabentuk pengisian jabatan gubernur danwakil gubernur.
Pertama, pengisian dengan atau melalui penunjukan dari pemerintah pusat.
Model seperti ini terjadi ketika Sultan Hamengku Buwono 1 X dan Paku
Alam V11 ditunjuk oleh pemerintah pusat menjadi Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah DIY. Penunjukan ini terus berlaku hingga
meninggalnya Sultan Hamengku Buwono I X dan PakuAlamVI11. Artinya
penunjukan bersfat seumur hidup.

Kedua, pengisanjabatan gubernur dan wakil gubernur dengan cara
pemilihan. Baik gubernur maupun wakil gubernur dipiliholen DPRD DI'Y
dari calon yang digjukan oleh Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD.
Untuk pertamakalinya, pemilinan gubernur terjadi padatahun 1998, dimana
saat itu terdapat duacalon gubernur yaitu Sultan Hamengku Buwana X
(Sebagai RgasekaigusKetuaDPD Golkar DIY) dan Drs. H. M. Alfian
Darmawan (KetuaDPW PPPDIY). Hadl akhirnya, Hamengku Buwana
X mendapatkan 10 suaradan Drs. H. M. Alfian Darmawan memperoleh 4
Uara Berdasarkan hasll pemungutan suaraitulah mekaHamengku Buwana
X sdlanjutnyadilantik sebaga Gubernur.

Pemilihan kedua terjadipada tahun 2001, ketika dilaksanakan
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pengisian jabatan wakil gubernur DI'Y. Pemilihandiikuti oleh 2 calon wagub,
yakni Ambarkusumo dan Anglingkusumo. K eduanya adalah merupakan
putradari PakuAlamVI11. Proses pemilihan di DPRD DIY berlangsung
sampai tigaputaran dikarenakan hasil pemungutan suarabelum mencapai
50% plus 1 suara. Pada pemilihan pertamadan keduaAmbarkusumo/PA
I X memperoleh 25 suaradan Anglingkusumo memperoleh 26 suara. Hasl
akhirnyaAmbarkusumo memperoleh 27 suaradanAnglingkusumo 25 suara.
Dengan hasll itu dilantiklahAmbarkusumo atau Paku Alam1 X sebagai Wekil
Gubernur DIY. Pengisian jabatan gubernur danwakil gubernur dengan
mengggunakan prosedur dan mekanisme pemilihan ini jugaterjadi pada
tahun 2003. Hanyasga, dikarenakan semuaFraks (Partai Politik) di DPRD
mengajukan nama dan pasangan calon yang sama, maka pengambilan
keputusan dilakukan dengan cara aklamasi.

Ketiga,pengisan jabatan gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan
Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keisimewaan DI'Y. Undang-
undang ini secara detail mengatur tentang prosedur pengisian jabatan
gubernur dan wakil gubernur ini dalam duaformulasi, yakni reguler dan
khusus.

Masuk kategori formulareguler manakalapengisian jabatan gubernur
dan wakil gubernur dilakukan dengan mengacu pada mekanisme dan
prosedur baku sebagaimanadiatur dalam UUK BabVI. Daambab V1 ini
diatur bahwa prosedur dan tahapan pengisisan jabatan gubernur danwakil
gubernur terdiri dari empat bagian yang terdiri dari tahapan pelengkapan
persyaratan, pengguan caon, verifikas dan penetepan, sertapelantikan
gubernur danwakil gubernur. Berikut diuraikan satu demi satu dari prosedur
dan tahapantersebut sebagai berikut:
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Pertama, persyaratan. Untuk bisadipilih menjadi gubernur danwakil

gubernur D1'Y seorang calon harudah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a

b.

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

setiakepada Pancaslasebaga dasar negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamas 17
Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta
Pemerintah;

bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur
dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alamuntuk calonWeakil Gubernur;
berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atasatau
sedergjat;

berusia sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) tahun;

mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan
kesehatan menyeluruh dari tim dokter/rumah sakit pemerintah;

tidak pernah dijatuhi pidana penjaraberdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukumtetgp karenamelakukantindak
pidanayang diancam dengan pidana penjara5 (lima) tahun atau lebih,
kecuali yang bersangkutan telah selesai menjaani pidanalebih dari 5
(lima) tahun dan mengumumkan secaraterbukadanjujur kepada publik
bahwa dirinya pernah menjadi terpidanasertatidak akan mengulangi
tindak pidana;

tidak sedang dicabut hak pilihnyaberdasarkan putusan pengadilanyang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersediauntuk diumumkan,;
tidak sedang memiliki tanggungan utang secaraperseorangan darn/atau
secarabadan hukum yang menjadi tanggung jawabnyayang merugikan
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keuangan negara;

k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

[.  memiliki nomor pokok wajib pgak (NPWP);

m. menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antaralain riwayat
pendidikan, pekerjaan, saudarakandung, istri, dan anak; dan

n  bukan sebaga anggotapartai politik.

Dari 12 (duabelas) butir persyaratan tersebut sebagian besar hanya
adadua persyaratan yang sifatnya khusus dan hanya berlaku di Daerah
|timewaYogyakarta, yakni persyaratan point ¢, point mdan point n. Meldui
tiga butir persyaratan tersebut sebuah undang-undang secara terbuka
mengatur tentang diskriminas positif, dimanahanyaorang yang memenuhi
ketiga persyaratan tersebut yang berhak menjadi gubernur dan wakil
gubernur di DI'Y. Point ¢ beris penegasan bahwa calon gubernur danwakil
gubernur harudah Sultan dan Paku Alam yang sedang bertakhtadi Kergaan
merekamasing-masing. Sementara point m memuat tentang daftar riwayat
hidup calon yang harusjugamemuat riwayat pendidikan, pekerjaan saudara
kandung, istri dan anak. Selanjutnya, point nmengatur tentang larangan
keikutsertaan bagi Sultan dan Paku Aam yang bertakhta sebagai anggota
dari partai politik.

Pencantuman daftar riwayat pendidikan dan pekerjaan istri
merupakan suatu keunikan yang membedakan DIY dengan proving-proving
lainnyadi Indonesa. Adanyanomenklatur yang secaralangsung menyebut
kata“istri” mengandung pemahaman implisit bahwagubernur dan wakil
gubernur DY harusdijabat oleh seorang “suami” . Dengankatalan gubernur
dan wakil gubernur DIY harus dijabat oleh seorang laki-laki.
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Konsskwensinyaadalah bahwa Sultan yang memegang takhtadi Kasultanan
harudahlaki-laki. Begitu puladengan PakuAlamyang menduduki Snggasana
rgjadi Pakuaamanjugaharuslaki-laki.

Sementara persyaratan lainnyatidak memiliki perbedaan dengan
persyaratan yang berlaku umum sebagaimana berlaku bagi seluruh calon
kepala daerah di semua provins di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Hanya sgjajumlah persyaratan yang harus dipenuhi
oleh calon gubernur dan wakil gubernur DIY jumlahnya lebih sedikit
dibanding dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon gubernur
dan bupati di tempat lain. Undang-undang Nomor 22 tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepaa Daerah mengatur bahwaada 21 (duapuluh satu) butir
persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon kepaladagerah.® selainitu,
Undang-undang ini jugamengakomodas calon perseorangan yang bukan

3 Menurut UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada ada 21 syarat
yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah. Syarat tersebut terdiri dari:
a). bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b). setia kepada Pancasila
sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, cita-cita Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada
Negara Kesatuan Republik Indonesia; ¢). berpendidikan paling rendah seko-
lah lanjutan tingkat atas atau sedergjat; d).telah mengikuti uji publik; €). ber-
usia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan 25 (dua
puluh lima) tahun untuk calon bupati dan calon walikota; f).mampu secara
jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeuruh
dari tim dokter; g).tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun;
h).tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang
tdah memperol eh kekuatan hukumtetap; i).tidak pernah melakukan perbuatan
tercda; j).menyerahkan daftar kekayaan pribadi; k).tidak sedang memiliki
tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang
menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; 1).tidak sedang
dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap; m). memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
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berasal dan diusung oleh partai politik. Terhadap calon perseorangan ini

kepadanya dikenakan persyaratan tambahan untuk mengumpulkan bukti

dukungan. Undang-undang ini berlaku bagi provins dan kabupatervkota

di Indonesia, termasuk pula limakabupaten/kota yang berada di wilayah

Daerah IstimewaYogyakarta

Kedua, tata carapengajuan calon. Pengajuan calon gubernur dan
wakil gubernur DIY dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a DPRD DIY memberitahukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur
serta Kasultanan dan Kadipaten tentang berakhirnya masa jabatan
Gubernur danWakil Gubernur.

b. Berdasarkan pemberitahuan dari DPRD DIY sdlanjutnya Kasultanan
menggjukan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhtasebagal calon
Gubernur dan Kadipaten mengajukan Adipati Paku Alam yang
bertakhta sebagai calonWakil Gubernur. Penggjuancaonini dilakukan
dengan menyerahkan dokumen-dokumen: 1). surat pencalonan untuk
calon Gubernur yang ditandatangani oleh Penghageng Kawedanan
Hageng PanitrapuraKasultanan NgayogyakartaHadiningrat; 2). surat
pencalonan untuk calon Wakil Gubernur yang ditandatangani oleh

dan memiliki laporan pajak pribadi; n).belum pernah menjabat sebagai
gubernur, bupati, dan/atau walikota sedlama 2 (dua) kali masa jabatan dalam
jabatan yang sama; 0). berhenti dari jabatannya bagi gubernur, bupati, dan
walikota yang mencalonkan diri di daerah lain; p).tidak berstatus sebagai
penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat walikota; ).tidak memiliki
konflik kepentingan dengan petahana; r). memberitahukan pencalonannya
sebagai gubernur, bupati, dan walikota kepada Pimpinan DPR, DPD, atau
DPRD; s).mengundurkan diri sebagai anggota TNI/Polri dan PNS sgjak
mendaftarkan diri sebagai calon; t). berhenti dari jabatan pada Badan Usaha
Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan u).tidak berstatus sebagai
anggota Panlih gubernur, bupati,dan walikota.
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Penghageng Kawedanan Hageng Kasentanan Kadipaten Pakualaman,
dan 3). surat pernyataan kesediaan Sultan Hamengku Buwono yang
bertakhta sebagai calon Gubernur dan Adipati Paku Alam yang
bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur. Tiga dokumen tersebut
diserahkan bersamakelengkapan persyaratan yang harusdipenuhi oleh
calon gubernur dan wakil gubernur sebagaimana telah dijelaskan
sebelumnya.

Keunikan dalam proses penggjuan caon gubernur dan wakil gubernur
di DI'Y dan sekdigus perbedaannya dengan pengajuan calon kepaladaerah
dan wakil kepala daerah di tempat lain adalah yang mengajukan dan
mendandatangani dokumen pencalonan adalah pihak Kasultanan dan
Pakuaaman. Sementaradi proving/kabupatervkotayang lanyang bertindak
sebagal pengusung calon dan sekaligus menandatangani dokumen
pengajuan adalah pimpinan dan atau gabungan partai politik.

Ketiga, pembentukan panitiakhusus(pansus) penyusunantatatertib
penetapan gubernur dan wakil gubernur. Satu-satunyatugas dari Pansus
ini adalah menyusuntatatertib yang akan dipergunakan sebaga dasar hukum
dan panduan bagi DPRD DIY dalam melaksanakan penetapan gubernur
danwakil gubernur.

Keempat, verifikas dan penetapan. Tahapan dan prosedur verifikas
dan penetapan gubernur dan wakil gubernur ini sepenuhnyamenjadi ranah
dan kewenangan DPRD DIY. Prosesbermuladari pembentukan panitia
khusus (pansus) penetapan gubernur dan wakil gubernur yang
keanggotaannyaterdiri dari anggota DPRD yang merepresentasikan setiap
Fraks di DPRD. Tugas pokok danfungs sertakewenangan yang diberikan

kepada pansusini adalah sebagai penyelenggaran dan penanggung jawab
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pe aksanaan penetapan gubernur dan wakil gubernur. Termasuk melakukan
verifikad ataskelengkapan persyaratan dan dokumen calon gubernur dan
wakil gubernur. Hasil dari prosesverifikas ini selanjutnyaakan menjadi
bahan bagi DPRD untuk melakukan penetapan dalam sidang paripurna.
Sebelum dilaksanakan penetapan, di forum sdang paripurnaDPRD calon
gubernur dan wakil gubernur DIY terlebih dahulu harus menyampaikanvis
danmis mereka.

Kelima, pengesahan hasil penetapan gubernur dan wakil gubernur
oleh Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri
menyampaikan pemberitahuan atas pengesahan presidentersebut kepada
DPRD DIY besertagubernur danwakil gubernur.

Keenam, pelantikan Gubernur danWakil Gubernur. Gubernur dan
wakil gubernur DIY yang sudah ditetapkan oleh DPRD sertasudah diberikan
pengesahan oleh Presiden sdanjutnyadilantik dan di ambil sumpah jabatan.
K ekhusuan dan keunikan dalam pelantikan ini adalah dimana pelantikan
langsung dilakukan oleh Presden Republik Indonesia. Daamha presiden
berhalangan pelantikan dilakukan oleh Wakil Presiden.

Selain prosedur pengisian jabatan gubernur danwakil gubernur secara
reguler sebagaimanadijelaskan di atas Undang-undang keistimewaan dan
Perdaisjugamengatur mekanisme dan prosedur pengisian jabatan dalam
Situas tertentu dimana Gubernur dan atau wakil gubernur berhalangan.
Dalam situas seperti ini pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur
mengikuti prosedur sebagai berikut:

a Kasultanan atau Kadipaten memberitahukan kepada DPRD DIY
mengena pengukuhan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhtaatau
pengukuhanAdipati PakuAlamyang bertakhta;
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berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
DPRD DIY membentuk PanitiaK husus Penetapan Gubernur dan Wakil
Gubernur yang beranggotakan wakil fraks-fraks;

Kasultanan mengajukan Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta
sebagai calon Gubernur atau Kadipaten mengajukan Adipati Paku
Alam yang bertakhta sebagai calon Wakil Gubernur kepada DPRD
DI'Y mdaui Panitia K husus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur
dengan menyertakan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (3);

Panitia Khusus Penetapan Gubernur atau Wakil Gubernur melakukan
verifikas aasdokumen persyaratan sebagamanadimaksud pada huruf
c ddamwaktu paling lama7 (tujuh) hari;

hasll verifikad PanitiaK hususPenetgpan Gubernur atau \Wakil Gubernur
dituangkan keddam beritaacaraverifikas dan selanjutnyadisampaikan
kepadaDPRD DIY ddamwaktu paing lama3 (tiga) hari;

dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e
dinyatakan memenuhi syarat, DPRD DIY menetapkan Sultan
Hamengku Buwono yang bertakhta sebagai Gubernur atau Adipati
Paku Alam yang bertakhta sebagai Wakil Gubernur dalam rapat
paripurnaDPRD DIY, paing lama7 (tujuh) hari setelah diterimanya
hasil verifikas dari Panitia Khusus Penetapan Gubernur atau Wakil
Gubernur;

DPRD DI'Y mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri, untuk
mendapatkan pengesahan penetapan Sultan Hamengku Buwono yang
bertakhta sebagal Gubernur atau Adipati Paku Alam yang bertakhta
sebagal Wakil Gubernur;
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h.  Menteri menyampaikan usulan pengesahan penetapan Sultan
Hamengku Buwono yang bertakhtasebagal Gubernur danAdipeti Paku
Alamyang bertakhta sebaga Wakil Gubernur kepada Presiden,;

I.  Presiden mengesahkan penetapan Gubernur atau Wakil Gubernur
berdasarkan usulan Menteri;

J.  Menteri menyampaikan pemberitahuan tentang pengesahan penetapan
Gubernur atau Wakil Gubernur kepada DPRD DIY serta Sultan
Hamengku Buwono danAdipati Paku Alam; dan

k. pelantikan Gubernur atau Wakil Gubernur.

5.3. Srategi Imperatif

Strategi imperatif (the strategic imperative) adalah strategi yang
dipilih gunamemenuhi target yang sangat penting yang hendak dicapai oleh
kekuasaan. Target ini sangat berhubungan dengan pilihan strategisdan
strategi bagaimana kekuasaan itu diperoleh dan dijalankan. Di Daerah
Istimewa Yogyakarta, strategi imperatif ini terlihat dari upaya-upaya
Kasultanan dan Pakualaman dalam: pertama, penguasaan modal sosial
dan politik oleh keluarga Kraton Kasultanan dan Pakualaman; kedua,
penguasaan atas kepemilikan modal ekonomi dan penguasaan sumber-
sumber ekonomi; ketiga, penguasaan atas modal simbolis-kultural oleh
Kraton dan Pakuaaman; dan keempat, pertarungan wacana publik.

Keempat usahaini tak diragukan lagi menjadi bukti terjadinyaproses
relas dan pergulatankuasa. Poss berbagai usahadalam penguasaan modal
sosd, politik, ekonomi, smbol budaya, dan perang wacanayang dilempar
ke publik menjadi instrumen kuasa yang jitu dalam melancarkan dan
menyelamatkan investas merekadi lingkarankekuasaan Kasultanan dan

Pakualaman dan jugauntuk kekuasaanitu sendiri.
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A. Penguasaan modal sosia dan politik (social and political capital)
oleh keluargaKraton K asultanan dan Pakualaman.

Salah satu carayang efektif dan strategisuntuk mendapatkan dan
melanggengkan kekuasaan add ah dengan menguasal moda sosia dan
modal politik. Di bidang sosia terlihat sangat jelas dan kongkrit
keterlibatan keluarga K asultanan dan Kadipaten di beberapaorgaisas,
asosad profed, seni dan olahraga, yayasan danlembaga sosial yang
berada di Yogyakarta. Terdapat organisad sosial dan politik dimana
kerabat Kasultanan dan Kadipaten terlibat di dlamnya, seperti partai
politik, organisas olahraga, organisas kemasyarakatan (Ormas),
asodas, organisas profed, danlain-lain. Bagan berikut menunjukkan
diantaraketerlibatan tersebut:

Tabel 5.3
Organisas Sosial dan Politik
yang Dipimpin K duarga K asultanan dan Pakualaman

No Institusi Pej abat/Jabatan
1 |Karang TarunaProving DIY GKR Mangkubumi/Ketua Umum 2002-2012
GKR Condrokirono/K etua 2014-sekarang
2 |BPD AKU (Asosiasi Kelompok Usaha) |GKR Mangkubumi/Ketua Umum 2003-2011
Provinsi DIY
3 |Internationa Association of Wild Silk  |GKR Mangkubumi/Wakil Ketua 2003-2008
Moth (berbasis di Jepang)
4 |Koperasi AKU Sgjahtera GKR Mangkubumi/Ketua Umum 2005-2009
5 |Yayasan Royal Silk GKR Mangkubumi/K etua Pembina 2006-2010
6 |Asosiasi Masyarakat SuteraAlam DIY |GKR Mangkubumi/ Wakil K etua 2002-2006
7 \ASEPHI (Sosiasi Handicraft) GKR Mangkubumi/Wakil Ketua 2002-2006
8 |Masyarakat Persuteraan Alam Liar GKR Mangkubumi/Ketua 2006-2010
Indonesia
9 |Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh GKR Mangkubumi/K etua 2006-2011
IndonesiaDIY
10 DPD KNPI DIY KGPH Joyokusumo (alm)/ Pegiat 1982-1991,
Ketua DPD 1982-1985
GKR Mangkubumi/K etua 2012-2015
GKR Condrokirono/Ketua 2015-2020
11 [Pusat Penyelamatan Satwa Jogja (PPSJ) |GKR Mangkubumi/ K etua 2012-sekarang
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12 ‘Kwartir Daerah Gerakan Pramuka DIY ‘GKR Mangkubumi/K etua 2015-sekarang

13 KADIN DIY GBPH Hadiwinoto/Ketua
GKR Magkubumi/K etua-sekarang
14 Jogjakarta Investment Forum [KBPH Hadiwinoto/Ketua
15 |Partai GOLKAR Sultan Hamengku Buwono X/ Ketua DPD |

Golkar DI'Y dan DPP Golkar.

GBPH Hadiwinoto/Ketua DPD 11,Anggota
DPRD DIY.

KGPH Joyokusumo (alm)/ Anggota DPRD DIY
1982-2009/Anggota DPD 1978

16 |Sentra Organisai Karyawan Swadiri GBPH Joyokusumo (alm)/Anggota 1981, Wakil
Indonesia (SOKSI) Ketua Depipar X 1985-1995

17 |Himpunan Pengusaha Muda Indonesia |[KGPH Joyokusumo (alm)/Wakil Ketua 1984-
(HIPMI) DIY 1990, K etua Umum 1988-1991

18 |Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia  |KPH Wironegoro (menantu HB X)/K etua DPD
(HNSI)

19 |Yayasan Y ogyakarta Seni Nusantara KPH Wironegoro/K etua
(Jogja Nasional Museum)

20 |Yayasan Edukasi Anak Nusantara [KPH Wironegoro/K etua

Bagan dikutip dari Antoro, 2015 dengan penambahan data oleh Penulis.

B. Penguasaan atas kepemilikan modal ekonomi dan sumber-sumber
ekonomi oleh keluargaKraton dan Pakuaaman

Penguasaan modal ekonomi dan sumber-sumber ekonomi dapat
dilihat pada pertama, keterlibatan keluargadan kerabat Kasultaanan dan
Pakualaman dalamberbagal bentuk badan usahadan perdagangan.Kedua,
upayaKasultanan dan Pakualaman dalam penguasaan hak atastanah.

Bukti adanyaketerlibatan keluarga K asultanan dan Pakulamanan
dalam penguasaan aset ekonomi ini terlihat dari hesll penelitian daninvestiges
yang dilakukan Kus Sri Antoro dari ForumKomunikas Masyarakat Agraris
(FKMA). Antoro menemukan bahwa setidaknyaada 16 jaring investas
bisnisberskalabesar yang dibangun secarakolaboratif antarapinak Kasul-
tanan dan Pakualaman. Jaringan bisnistersebut hanyaberdasarkan badan
usahayang terdaftar sgja, belumtermasuk proyek-proyek di atastanah
kasdesa, itu lebih besar lagi (Antoro, 2015). Belasan perusahaan tersebut

bergerak dalam aneka bidang usaha dari jasa keuangan, pertambangan,
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pasar modern, perhotelan, pabrik gula, penyiaran, periklanan, konveks
sampai jasaparkir. Berikut ini daftar badan usahatersebut:

Tabel 5.4
K epemilikan Badan Usaha K eluarga K asultanan dan Pakualaman

No
1]

|

= = =
_5 &5 =

Perusahaan Bidang Komisaris/Direktur Utama /Pemodal

PT.JogjaMagasa |Tambang Pasir | KGPH Joyokusumo/Komisaris

Mining Bes GKR Mangkubumi/K omisaris
BRM Haryo Seno (Pakualaman)/Direktur
Utama

PT. Madubaru/PS | Gula, Ethanol HB X (Pemodal) 65 % saham

Madukismo GKR Mangkubumi/K omisaris Utama

PT.Yarsilk Gora  |Benang Sutera || GKR Mangkubumi/Direktur Utama

Mahottama

PT. Y ogyakarta Rokok GKR Mangkubumi/Direktur Utama 2003-

Tembakau Indonesial 2008, Komisaris Utama
GKR Condrokirono/Direktur Utama 2012
GKR Maduretno

PT . Indokor Udang GKR Mangkubumi/Pemilik

Bangun Desa

PT. Mataram Mitra |Finansial GKR Mangkubumi/K omisaris Utama

Manunggal (BPR

M ataram)

PT. Karka Abisatya |Jasa lklan KGPH Prabukusumo/Direktur Utama

Mataram

Jogia TV |Media |KGPH Prabukusumo/K omisaris Utama \

Jogja City Mall Hypermall KGPH Hadiwinoto/Komisaris (PT Garuda
Mitra Sejati)

Ambarukmo Plaza |Hypermall HB X /Pemilik, PT Putera Mataram Mitra
Sejahtera (Pengelola)

Ambarukmo Roya |Hotel HB X/Pemilik, PT PuteraMataram Mitra

Hotel Sejahteradan PT. Grahawita Santika
(Pengelola)

Nurkadhatyan Spa  |Kecantikan GKR Maduretno/ Pendiri

(satu kompleks GKR Bendoro/ Direktur Operasional 2015-

dengan Ambarukmo kini

Royal Hotel)

PT BuanaAlam Kebun Binatang ||GKR Maduretno/Komisaris

Tirta

PT Java Messa Jasa Parkir KPH Wironegoro (menantu HB X)/Komisaris

Sarana

The Sahid Rich Hotel KGPH Hadiwinoto/Komisaris (PT Garuda

Hotel Mitra Sejati)

Sumber: Kus Sri Antono, 2016
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Kergjaan bisnis serupa, menurut Muhaimin (1985) dan Robison
(2012), sesungguhnyatelah dirintissgak eraSultan sebelumnya (Hamengku
Buwono IX). Grup Hamengku Buwono dinilai cukup diperhitungkandaam
kebangkitan kapitalisme di Indonesia. Apalagi saat itu Sultan HB 1X
menduduki possi strategissebagai anggotakabinet di era Soekarno dan
Soeharto.Posis strategisini telah menempatkan HB | X padaposis €lit
strategis yang membawanya pada keterlibatan dalamlingkaran lobi para
pebisnis. Akibat konflik kepentingan tersebut Sultan Hamengku Buwono
I X terpaksa berhadapan dengan arus kepentingan politik dan ekonomi lain.
Pada September 1952 di era Soekarno, Sultan Hamengku Buwono 1X
sebagal Menteri Pertahanan saat itu menjadi tujuan mosi tidak percaya
DPR yang digjukan oleh Zainul Baharudin dan BebasaDaeng. Mos itu
menuduh Sultan Hamengku Buwono 1X telah melakukan penunjukan
langsung kepadaperusahaan NV Wibowo Corporationdan NV Perusahaan
Dagang Soedarpo Corporationuntuk melakukan pengadaan perlengkgpan
militer bagi Angkatan Bersenjatal ndonesia(Muhaimin, 1985). Duapemilik
perusahaan tersebut, Wibowo dan Soedarpo adalah sgjawat HB | X di
PSI (Partal SosalisIndonesia) (Muhaimin, 1985); (Antoro, 2015).

Selanjutnya pada April 1967 Sultan HB 1X juga terlibat dalam
pemberianlisens khusus masuknya Fregport Sulfur Inc untuk mengesploras
dan menambah cadangan tembaga di Irian Jaya. Atas lisens khususini
Freeport mendapatkan pengecualian/keistimewaan dalam pengurusan
persyaratan sehingatidak perlu berdomisili di Indonesiadan jugatidak
harus berbadan hukum Indonesia(Muhamin). Begitu pun hanyapadaera
Soeharto, dimana, Sultan HB I X adalah termasuk dari salah satu para
kapitalisyang turut berkuasa dan bisnisnya pun berkembang pasca 1965
(Antoro, 2015).
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Dokumentas dari Richard Robison berikut ini menunjukkan betapa
Sultan Hamegku Buwono 1 X telah berhasil mangkumulas kekuatan politik
dan ekonomi sekaligus.

Tabel 5.5
Grup Sultan Hamengku Buwono di Era Soeharto Skala Nasional
No Perusahaan Sektor Kepemilikan Saham
1 ||PT. Molino Pramuka ||Perusahaan Induk Sultan HB dan Pramuka
2 ||PT Asialndo Tembakau dan rokok PT Molindo Pramuka dan
Tobacco Singapura
3 ||PT Urecon Properti Teuku Daud, M.Suleiman, Ir.
Tirtagjaya
4 ||PT Urecon Utama Properti Teuku Daud, M.Suleiman, Ir.
Tirtgjaya BRM Kasworo (GBPH
Hadisuryo)
‘ 5 HPT BASF HPitarekaman HPT Urecon, Teddy Chandrgjaya ‘
| 6 |PT Taylor Woodrow |Kontraktor |PT Urecon Utama, Inggris ‘
| 7 |PT Universal Redity |Properti IPT Urecon Utama, Singapura |
| 8 |PT Chandradaya  ||Perikanan IPT Urecon Utama |
9 |PT Nusantour Duta  ||Pengelola Kekayaan, ||Sultan HB, Sri Bujono
saham dsb
10 |PT DutaMerlin Hotd PT Nusantour Duta, PT
Pembangunan Jaya, Hongkong
11 ||PT Wavin Duta Jaya (PipaPVC PT Nusantour Duta, PT
Pembangunan Jaya, Belanda
12 ||PT Eastern Polymer | Tekdtil PT Nusantour Duta, Hongkong
| 13 |PT Jogjatex [ Tekstil |BRM. Koswara, invertor lain |
14 ||PT Bank Dagang - PT Nusantour Dutadan PT
Nasional Indonesia Nusantour Duta Jaya (Sultan HB),
(BDNI) setelah 1981 PT Daya Patoya dan PT Daya
Madya (Samsul Nursalim)

Sumber: Robinson (2012: 270)

Sementaradalam hal penguasaan sumber-sumber ekonom, terutama
dalam bidang pertanahan didapati bahwa upaya penguasaan hak atastanah
terlihat semakinintensf dan meluas pascadiundangkannya Undang-undang
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Keistimewaan DIY. Penguasaan hak atastanahini semakin melengkapi
keterlibatan K asultanan dan Pakualaman dalam berbagai pendirian dan
kepemilikan badan usaha. Sebagaimana jamak dipahami bahwasalah satu
instrument utamayang cukup dominan dalam penguasaan ekonomi dan
politik adalah penguasaan hak atastanah. Sigpayang menguasal tanahia
akan menuai kuasa. Karenadalam penguasaan hak atastanah terbangun
rdas kuasadimanaantarapemilik hak atastanah dengan penggunahubungan

patron dan client baik secarasosial, politik maupun ekonomi.

Pasca diberlakukannya Undang-Undang K eistimewaan penguasaan
hak atas tanah oleh Kasultanan dan Pakualaman ini dilakukan dengan
menempuh dua jalur, yaitu jalur politik-administratif dan jalur kultural
hegemonik. Jalur politik-adminigtratif ini dilakukan dalambentuk membuat
Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemanfaatan Tanah Desa dan penerbitan surat Gubernur surat no 593/
4811 (12 Nopember 2012) dan surat no 593/0708 (15 Februari 2013)
kepada KepalaBPN DIY tentang Pengendalian Permohonan Hak atas
Tanah Negara yang dikuasal Pemerintah Daerah DIY. Selain itu juga
dilakukan dengan mendorong segera disyahkannya Perdais tentang
pemanfaatan dan pengelolaan tanah Kasultanan dan Kadipaten yang
pembahasannyamelibatkan politis di DPRD DIY.

Memperhatikan dinamika pembahasan Raperdais di DPRD dan
wacanayang berkembang di publik terlinat bahwaRaperdaisyang digjukan
pemerintah tersebut memiliki banyak kelemahan. Dilihat dari nomenklatur
dan substansinya Raperdais tersebut sangat terkesan hanya menjadi

instrumen politik danadmimigtratif yang melegitimas kepentingan Kasultanan
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dan Pakualaman dalam penguasaan tanah. Ni’ matul Huda, seorang hukum
ahli tata negara dan banyak melakukan pendlitian tentang keistimewaan
DIY dalam forum Raker Panitia Khusus DPRD menyatakan bahwa
Raperdaistersebut lebih mengakomodas kepentingan Kasultanan dan
Kadipaten Pakuaaman dantidak mengakomodas kewenangan pemerintah.
Sebagal jaan keluarnyaitu Ni’ matul Hudamengusulkanduahd: pertama,
supaya nomenklatur Raperdais “pengelolaan dan pemanfaatan Tanah
Kasultanan danKadipaten” diganti menjadi Raperdais” Pertanahan”; kedua,
dimasukkannya peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam batang
tubuh.*

Hal yang menarik dari proses pembahasan Raperdais tentang
“pengelolaan dan pemanfaatan tanah K asultanan dan Kadipaten” ini addah
disertakannya daftar tanah yang diklaim oleh K asultanan dan Pakualaman
sebagal hak milik keduakedualembaga berbadan hukum budaya tersebut.
Dalam dokumen yang berkop surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
Pemerintah Daerah DIY dan juga ditandatangani Kepala Dinasnya Ir.
Hananto Hadi Purnomo, M.Sc diuraikan tentang data sementara tanah
Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman hasil pendataan tahun 2015.
Berdasarkan dokumen tersebut jumlah tanah Kasultanan dan Pakualaman
di sluruh DI'Y sdluaslebih kurang 59.331.371 M 2. Tanah tersebut tersebar
di seluruh Kabupaten dan Kotadi seluruh DI'Y dengan sebaran sebagai
berikut:

4 Pernyataan disampaikan saat Rapat Kerja Pansus dengan agenda
mendengarkan masukan Pakar. Raker diselenggarakan pada tanggal 9
Desember 2016. Hal yang sama juga dikutip dan diberitakan Harian Tribun
Jogja pada edisi Sabtu, 10 Desember 2016.
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Tabel 5.6

Sebaran Tanah yang di klaim K asultanan dan Pakualaman

No Kabupaten/K ota Bidang Luas(M?)
1 | Yogyakarta 339 613.345
2 Bantul 3.074 7.031.574
3 | Kulonprogo 1.574 17.564.759
4 | Gunung Kidul 4.046 26.656.191
5 | Seman 4.486 7.456.502
Jumlah 13.519 59.331.371

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemda DIY

Sementara tanah desayang diklaim sebagai tanah Kasultanan dan
Pakualaman seluas lebih kurang 209.464.462 M2 dengan rincian per
Kabupaten sebagai berikut:

Tabel 5.7
Tanah Desayang di klaim K asultanan dan Pakualaman

No K abupaten Bidang Luas (M?)
1 Bantul 8.630 32.619.338
2 Kulonprogo 3.406 27.667.389
3 Gunung Kidul 2.737 21.837.555
4 Sleman 17.031 127.340.180

Jumlah 31.804 209.464.462

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemda DIY

Mengacu padadatadi atas, jumlah tanah di seluruh Kabupatendan
Kotayang diklaim sebagai tanah hak milik Kasultanan dan Pakualaman
adalah sdluastotal 268.795.833 meter persegi atau setaradengan 26.879,6
hektar. Dari total luastanah tersebut yang sudah bersertifikat hak milik
(SHM) baru seluas2.536.275 Meter persegi denganjumlah 641 sertifikat.
Berikut rekapitulas tanah Kasultanan dan Pakualaman yang sudah
bersertifikat hak milik:



123

Tabel 5.8
Rekapitulas Tanah K asultanan dan Pakualaman yang
Bersertifikat Hak Milik

Kabupaten / Tanah Kasultan?n Tanah Kadipaten Jumlah L uasan
Kota SHM | Luas(M?) | SHM Lug)s Sertifikat (m?
M
1 | Yogyakarta 126 | 1.096.525 11| 102.373 137 | 1.198.898
2 | Bantul 168 514.389 0 0 168 514.389
3 | Kulonprogo 111 244.038 104 | 245.592 215 489.630
4 | Gunung Kidul 53 177.467 0 0 53 177.467
5 |Seman 68 155.891 0 0 68 155.891
Jumlah 526 | 2.188.310 | 115| 347.965 641 | 2.536.275

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemda DIY

Sementara dalam dokumen yang berjudul “Kerangka Umum
Kebijakan (KUK) Pengelolaan dan Pemanfaatan Pertanahan Tanah
Kasultanan” dan“Kerangka Umum Kebijakan (KUK) Pengelolaan dan
Pemanfaatan Pertanahan Tanah Kadipaten” diuraikan tentang jenistanah,
namalokas dan luastanah yang diklaim sebagai hak milik keduakergjaan
tersebut. Balk tanah Kasultanan maupun tanah Kadipaten Pakudamanterdiri
dari tanah keprabon dan tanah dede keprabon. Tanah keprabon adalah
tanah yang keberadaannyamerupakan identitas dan melekat padaekssens
Kasultanan dan Pakualaman sgjak berdirinyadantidak dapat diwariskan
dan dialihfungsikan. Sementaratanah dede keprabon adalah tanah hak milik
Kasultanan dan Pakualaman yang disebut sebagai Sultan Ground (SG)
dan Pakualaman Ground (PAG). Tanah Desabaik dalam Raperdaismaupun
KUK di Kasultanan dan Pakuaaman masuk dalam kategori sebagal tanah
dede keprabon.

Peraturan Gubernur dengan No. 112 Tahun 2014 menjadi aturan
yang melegitimed klaim kepemilikan K asultanan dan Pakudaman atastanah
Desa. Lahirnya Peraturan Gubernur tersebut tampak sarat masalah.
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Pertama, karena Pergub tersebut bertentangan dengan UU No. 6 Tahun
2014 tentang Desa. M enurut Undang-Undang Desatanah desa ditetapkan
sebagai asset desayang berstatusHak Milik Desaatas nama Pemerintah
Desa(KepalaDesa/Lurah). Bertolak belakang dengan UU Desatersebut,
pasal 19 Pergub 112/2014 menyatakan “tanah desayang berasal dari hak
anggaduh dan tanah pengganti yang telah disertifikatkan atas nama
Pemerintah Desa untuk dilakukan peralihan hak menjadi tanah milik
Kasultanan dan/atau tanah milik Kadipaten”. Kedua, lazimnya sebuah
Peraturan Gubernur adalah peraturan teknis yang menjelaskan suatu
Peraturan yang lebih tinggi di atasnya(Perda/Perdais). Dengan demikian
dapat dismpulkan bahwa Pergub 112/2014 tersebut dianggap berdiri sendiri
mengingat belum ada payung hukum di atasnyayang menjadi acuannya.
Sementarajalur kultural dilakukan dengan menginisiasi berbagai
bentuk perjanjian kerjasama antara Kasultanan dengan Bupati. Dalam
rangka untuk melegitimasi klaim hak milik atastanahSultan Ground (SG)
dan memperlancar inventarisas tanah-tanah yang diklaim sebagal SG
tersebut dibuatlah Peraturan Gubernur DY yang khususuntuk itu. Selain
itu jugadilaakukan penandatanganan Nota K esepahaman antara K asultanan
dengan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Pada10 Nopember 2014,
KGPH. Hadiwinoto sebagai PanitikismoKasultanan bersamaBadingah,
S.S0s sebagal BupatiKabupaten Gunung Kidulmenandatangani Nota
Kesgpamahan No. 415.4/KN/11/2014. PenandatangananNota K esepa-
haman ini disaksikan oleh Kepala K epolisan Resort Gunungkidul (AKBP
Faried Zulkarnaen, Sl.K) dan Komandan Distrik Militer 0730 Gunungkidul
(Letkol Arh. Herman Toni). Nota kesepahaman ini diposisikan sebagai
dasar hukum bagi penertiban tanah-tanah yang ada di seluruh wilayah
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Gunung Kidul yang diklaim sebagai Sultan Ground.

Nota Kesepahaman tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan
penandatanganan surat perjanjian kerjasamaantara Pemerintah Kabupaten
Gunung Kidul dengan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat bernomor
103/W& K/06/2016. Surat perjanjian tentang Penertiban dan Penataan atas
Tanah Kasultanan (Sultan Ground) di wilayah Kabupaten Gunung Kidul
ditandatangani oleh KGPH. Hadiwinoto sebagai wakil Kasultanan dan Hj.
Badingah S.Sos sebagai Bupati Gunung Kidul padahari Selasatanggd 21
Juni tahun 2016 dalam sebuah acarayang diselenggarakan di Alun-alun
KotaWonosari, Gunungkidul. Sementara Sultan Hamengku Buwono X
daam kapasitasnya sebagai Gubernur jugaikut bertandatangan sebagai
saksi“.

Upaya K asultanan dan Pakudaman dalam menguasai hek atastanah
ini telah memancing munculnyapro dan kontradi tengah masyarakat dan
kekuatan sosa dan politik di Daerah ItimewaYogyakarta. Bahkan juga
memunculkan perlavanandari internd kerabat Kasultanan dan Pakualaman
sendiri. Kondisi ini yang membuat dinamika politik keistimewaan di DI'Y
semakin fluktuatif dan eskalatif. Gerakan perlawanan terhadap upaya
penguasaan hak atastanah yang dilakukan K asultanan dan Pakuaamanini
dapat diidentifikas kedalamtigakelompok utama:

Pertama, perlawanan dari kalangan politis di DPRD Proving DIY.
Perlawanan dari kalangan politisi ini mengemukaterutamadaam Panitia

Khususyang membahas Rancangan Peraturan Daerah | timewa. Anggota

5 Lihat http://selamatkanbumi.convperjanjian-kerjasama-antara-pemkab-
gunungkidul-dengan-kasultanan-tentang-penertiban-dan-penataan-tanah-
sultan-ground/
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Pansus tampak terfragmentasi sesual aspiras politik masing-masing.
Perlawanan tampak muncul dari anggota Pansusyang berasal dari Fraks
Partal Amanat Nasional (FPAN), Fraks Partai Keadilan Sgjahtera(FPKS),
dan Fraks Partai Golkar. Sementara Fraksi yang lain cenderung pasif.
Fraks PAN bahkan sampa memandang perlu untuk memasang dan
mempublikasikan secara utuh pandangan umum merekaatas Raperdais
tersebut dalam satu halaman khususdi Tribun Jogja.

Terkait dengan Raperdais urusan pertanahan ini ada beberapaisu
yang menjadi sorotanfrakg-fraks di DPRD DI1Y. Daam pandangan umum
Frakss PAN disampaikan bahwa Raperdais bermasalah dalam hal
nomenklatur, legal drafting, dan harmonisasinya dengan peraturan
perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya. Bahkan Fraks PAN
menengaral adanyaupayadari Pemerintah Daeerah untuk menghidupkan
kembali Rijksblad atau hukum kolonia mengingat tidak dicantumkannya
KeppresN0.33/1984, Keputusan Mendagri N0.66/1984, dan PerdaNo.3/
1984 yang secaraeksplisit mengatur tentang tidak berlakunyalagi rijksblad-
rijksblad yang mengatur pertanahan di jaman kolonia®. SementaraFraks
PKS menyoroti tentang perlunya Raperdais untuk disgjalankan dengan
peraturan perundang-undanganyang lain, terutama Undang-undang No. 6
Tahun 2014 tentang Desa’. Pandangan senadajuga disampaikanoleh Fraks
Kebangkitan Nasional (FKN).

6 Pandangan Umum Fraksi PAN DPPRD DIY yang dipublikasikan di
Harian Tribuntanggal 15 November 2016; Berita Harian Radar Jogjatanggal
15 November 2016

" Beritaharian Sindo tanggal 15 November 2016; Harian Bernas tanggal
15 November 2016.
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Sdanitu, perlawanan dari politisi di DPRD DIY jugatampak pada
kritik mereka atas langkah Sri Sultan Hamengku Buwono dan pihak
Kasultanan yang melakukan upaya penertiban tanah yang diklaim sebagai
tanah sultan ground. Menurut kalangan DPRD langkah penertiban tanah
tersebut tak berdasar mengingat Perdaistentang Pertanahan sendiri belum
ada®

Kedua, perlawanan dari kelompok masyarakat. Upayaperlawanan
oleh kelompok masyarakat dilakukan dengan berbagai cara. Gerakan Anak
Negeri Anti Diskriminas (Geranad) misalnyamelakukan perlawvanan dalam
bentuk penyadaran masyarakat dengan menyelenggarakan diskusi dan
publikas pernyataan di media, advokasi masyarakat terdampak sampai
perlawanan melaui jaur politik dan hukum. Perlawanan politik dan hukum
ini dilakukan Geranad dengan melaporkan Sultan Hamengku Buwono X,
KGPH Hadiwinoto, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional DIY, Ari
Yuwirin kepadaPresden Republik Indonesa. Dari Kabupaten Kulonprogo
perlawanan datang dari Paguyuban Petani Lahan Pasir Yogyakarta
(PPLPY) yang terus mel akukan perlawanan dan penolakan pengambilan
lahan yang merekagargp turun temurun oleh Kadipaten Pakuaaman. Lahan
tersebut sudah dijual secara sepihak oleh Pakualaman kepada PT. Angkasa
Pura untuk keperluan pembangunan bandara baru. Sementara Forum
Masyarakat Tutupan dan Parangkusumo menempuh perlawanan dengan
melakukan aks demonstrasi dan lobby ke para pihak terutama DPRD
DIY.

8 Lihat http://m.merdeka.com/peristiwa/dprd-kritik-langkah-sri-sultan-
tertikan-aset-keraton.html
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Ketiga, perlawanan dari kerabat Kasultanan dan Pakualaman. Dari
kerabat Kasultanan perlawanan yang kerasdan intensif datang dari Forum
Trah Sultan Hamengku Buwono V1. Perlawanan dilakukan dengan menda:
tangi KepalaDesauntuk mendatasecaralangsung tanah yang merekaklam
sebagal milik TrahHB V1. JurubicaraTrah HB V11, Hermani WK, mene-
gaskan bahwamerekamelakukan pendataan karenamerekamemiliki bukti
kepemilikan yang sah®. Terjadi tumpang tindih klaim kepemilikan antara
Kasultanan dengan Trah HB V1. Sementara dari kerabat Pakualaman
perlawanan datang dari Anglingkusumo, yang merupakan paman dari Paku
Alam X yang bertakhta saat ini.

C. Kontrol dan penguasaan terhadap moda simbolis-kultural oleh
Kasultanan dan Pakualaman.

Kontrol dan penguasaan atas modal simbolis dan kultural ini
dijalankan melalui tiga bentuk: revitalisas abdi dalem Kasultanan dan
Kadipaten, birokras patrimonoal, dan mobilisasi forum masyarakat.
Pertama, revitalisas abdi dalemdijalankan dengan melakukan penguatan
sekaligus perluasan abdi dalem. Abdi Dalem adalahistilah bagi pelayan
rgadi lingkungan Keraton Kasultanan dan Pakualaman. Adaduakategori
pelayan raja tersebut, yakniAbdi Dalem Punokawan dan Abdi Dalem
Keprajan. Abdi dalem Punokawan merupakan pelayanrgayang berasa
dari rakyat biasaatau rakyat kebanyakan. Sementaraabdi dalemkeprajan
merupakan pelayan rajayang berasal dari parapejabat publik, termasuk
aparat negarabaik dari sipil maupun militer.

° Berita Harian Bernas dan Kedaulatan Rakyat, Sabtu 11 Desember
2016.
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Konsep dan konstruksi abdi dalem sebenarnya adalah konsep dan
relas kuasa berbasis feodalisme. Revitalisas abdi dalem bermakna
mengawetkan kultur feodal yang melekat diKasultanan dan Pakualaman.
Dengan demikian Kasultanan dan Pakualaman diuntungkan dengan kultur
feodal yang terus dilembagakan dan direvitalisas baik dalam lingkungan
birokras maupuntradis. Di jalur birokras pemerintah pelembagaan kultur
feodal ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Edaran SekretarisProving
DIY No. 800/3945 pada Tahun 2009, tepatnyatertangga 13 November
2009. Surat Edaran tersebut mengenai Arahan kepadaPNS di Lingkungan
Pemerintah Proving DI'Y untuk menjadi Abdi DalemKeraton Yogyakarta.

Arahan menjadi abdi dalemini jugadiikuti kebijakan penggunaan
busana Jawabagi aparat Sipil negara(ASN) dan pelgar di DIY padasetiap
satu hari dalam seminggu. Sesuai pakemnya, busana Jawa menganut
dratifikas sesuai dengan dergjat kebangsawanan sang pemakainya. Peng-
gunaan busana Jawaini jugadiberlakukan kepada seorang pejabat/ Kepaa
Satuan Perangkat KerjaDaerah ketikadilantik dan diambil sumpahjabatan.
Hal ini berarti bahwa saat seseorang dilantik sebagai pejabat di Pemerintah
Daerah DIY maka seketikaitu pulaiamenjadi abdi dalem.

Pemberian gatus sebagai abdi dalemini berambiogsdengan perseps
yang berkembang di masyarakat sertamotivas yang menjadi latar bela-
kangnya. Bagi seorang birokrat di DI'Y menjadi abdi dalemdapat menjadi
pintu masuk untuk mempercepat karir. Begitupun bagi kalangan pebisnis,
menjadi Abdi Dalem bisa berarti atau smbolisas dari adanya jaminan
keamanan investasi, memperlancar perijinan, dan kemenangan tender.
Sementarabagi masyarakat awvammenjadi abdi dalemberarti memperoleh
satus sosa yang tinggi dalam masyarakat feodal di manaiahidup.
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Status abdi dalemkeprajan ini jugadiberikan kepada perorangan
yang dinilai berjasa, berkontribus atau |ebih tepatnyadiharapkan berkon-
tribus kepadaKergaan. Contoh yang terang benderang dalamkasusini
ada ah pengangkatan Hendarman Supanji (saat menjabat sebagai Kepala
BPN RI), seluruh bupati/Walikota di Provins DIY, Arie Yuriwin (saat
menjabat Kepala BPN Kanwil DIY),A. Riyanto (Komandan Koramil
Kecamatan Keraton), dan M. Ali Muthohar (Kepala Kegjaksaan Tinggi
DIY)¥. Selainitu adajugaAchigl Suyanto seorang pengacara berdarah
Melayu dan Suyitno seorang dosen di FakultasHukum Universitas Gadjah
Mada Yogyakarta yang diangkat sebagal abdi dalem Kasultanan dan
Bayudono, seorang mantan Kepala Bapedadi PemdaDIY sebaga abdi
dalem di Kadipaten Pakualaman. Bahkan yang disebut terakhir ini
menduduki jabatan yang strategis di Pakualaman sebagai Penghageng
Kawedanan Keprajan dengan namaKPH. Bayudono Suryoadinagoro.

Penancapan akar kekuasaan juga dilakukan oleh Kasultanan dan
Pakualaman dengan menghimpun sertamemfasilitas berbagai gerakan
masyarakat seperti Gerakan Rakya Yogyakarta, Gerakan Persatuan Rakyat
Yogyakarta(Gentarga), Sekber Gamawan, Posko Referendum (Effendi,
2015), Semar Sembogo, Ismoyo, Paksi Katon*, Forum Masyarakat

10 lihathttp://j ogj a.solopos.com/baca/2014/02/05/wisuda-abdi-dalem-
bupati-pun-jalan-jongkok-487242; http://jogjanews.com/kraton-yogyakarta-
angkat-260-abdi-dalem, http://nasional.kompas.com/read/2011/09/21/
03441517/K etika. Pejabat. M enjadi. Abdi.Dalem; dan http://www.radarjogja.
co.id/blog/2015/02/20/keraton-wisuda-400-abdi-dalem

11 Organisasi Paksi Katon ini adalah semacam Laskar pembela Kraton
yang pernah melakukan tindakan pengusiran kepada Alm. Goerge Junus
Aditjondro dari Yogyakarta dengan meakukan penyegelan rumah karena
GJ. Aditjondro dituduh melakukan penghinaan terhadap Kraton Kasultanan.
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Yogyakarta(FMY)?*, danlain-lain. Termasuk dalam upayamobilisasi ini
addah dengan memfasllitas kedlompok seniman musik hip hop yang dimotori
Marzuki, seorang seniman teater dan penyanyi berdarah Klaten, secara
khusus mengarang dan mempopulerkan lagu yang bertemakan Jogja

| stimewa.

D. PertarunganWacana

Sejak RUU Keistimewaan dimulai pembahasannyadi DPR sampai
pada proses penyusunan Peraturan Daerah | stimewa (Pedais) berbagai
upayadan pengkondisian untuk tercapainyatarget politik secarasstemetis
dijalankan. Terutamadaam bentuk penguasaan ataswacanapublik. Dari
optimdisas penggunaan mediasosia, elektronik, dan mediamassasampai
mobilisas paraseniman dalam bentuk musik hip-hop yang bertemakan
keistimewaan.

Memahami wacana sangat dipengaruhi oleh konteks dan dimana
wacana tersebut dibentuk dan diproduksi serta siapa aktor yang
memproduksinya. Secarateoritismemahami wacana adalah memahami
relas antarateks, prakteksdiskursf dan kontekssosa dimanasuatu wacana
diproduksi (Fairclough, 2005 dan Buhrmann, 2005). Untuk bisa

12 EMY ini juga pernah melaporkan Goerge Junus Aditjondro ke Polda
DIY karena ucapannya di forum diskusi publik “Membedah Status Sultan
Ground/Pakualaman Ground dalam Ke stimewaan DIY yang disdlenggarakan
di Auditorium Fakultan Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta pada 30 November 2011 dianggap menghina Kraton. Laporan
FMY ini dilakukan oleh empat aktivisnya yaitu Sugeng Santoso, Jimmy Petrus,
Ki Demang Wangsafyudin, dan Tagor Prakosa. Informas |ebih lengkap dapat
dilihat di https://news.detik.com/read/2011/12/01/153556/1780302/10/
dianggap-lecenkan-keraton-yogya-george-junus-aditjondro-dilaporkan-ke-
polis
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memetakan pergulatan wacana yang terjadi terkait dengan wacana
keigimewaan ini makaanalissakan difokuskan padaberitadi mediaonline

yang ada hubungannya dengan wacana dan pernyataan dari aktor yang

otoritatatif. 1supokok yang menjadi perhatian adalah beritaterkait dengan

paugeran, pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, sertagugatan
Judicia Review UUK di Mahkama Kongtitus Republik Indonesia.

Pemetaan berlangsungnyaprosespergulatan wacanadilakukan dengan
mengacu padakategori yang digambarkan dalamtabel sebagai berikut:

Tabel 5.9
K ategorisas Wacana

Kategori Penjelasan Isu

Negatif Penyelenggaraan
keistimewaan DIY terutama Sabdargja;
dalam urusan pengisian Sabda tama;
jabatan gubernur dan wakil Titarajg
gubernur menjadi arena Tidak adatanah negara di
pertarungan kekuasaan DIY;
antara keluarga Kasultanan Gugatan di MK;
dan Pakual aman sehingga
mengakibatkan terjadinya
friksi dan kontestasi. Dalam
kondisi seperti ini ada upaya
meniadakan atau menutup
peluang atas yang lain..

Tekanan/Kontra Pernyataan aktor (Sultan Perlawanan Kerabat Keraton

dan/Paku Alam/K erabat
Kasultanan dan
Pakualaman/DPRD) yang
bernada ancaman atau
tekanan sementara yang lain

dalam bentuk surat terbuka;
Gugatan Angling Kusumo;
Penyesuaian paugeran dan
mengumumkannya ke
publik;

melakukan upaya Kehadiran Sultan Hamengku
perlawanan Buwono X dan Paku Alam
X sebagai saksi di
Persidangan Mahkama
Konstitusi;
Abdi Dalem Gugat MK
Netral/ Normatif Pernyataan yang Tunggu saja penjelasan saya
disampaikan bersifat netral (sultan), sabar;
dan normatif serta Syarat Gubernur samapersis
menyejukkan publik dengan UUK;
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Berdasarkan analisis wacana yang dilakukan atas berita yang
berkembang di media beritaresmi online sgjak diberlakukannya Undang-
Undang Keistimewaan pada tahun 2012 diperoleh hasil sebagaimana
disuguhkan dalam gambar berikuit:

Gambar 5.3
Has| Pengolahan Word Cloud Generator

| uk Gelar Aturan
P Sesua CJ : GUU C 1 n I’;;Iﬁl I"I
o PasaL Tahun — b '
.nglﬁ Mk Ita h. a B aLak[
; Uu== BUWono

pafemll. \CCAYCA ™
u a n Hamengku

~.Jama

Gambar tersebut diperoleh dari hasil olahan mesin aplikas Word
Cloud Generator yang dilakukan secara online atas semuaisi (content)
yang dipublikaskan oleh mediaonline sebagai berikut:

www.detik.com;
www.kronline.com;
www.dpd.go.id;

www.hukumonline.com;

http://nesonal.tempo.co;
www.mahkamahkongtitud.go.id;

1
2
3
4
5. www.beritasatu.com;
6
7
8. http://harian.andlisadaily.com;
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10.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,

http://nasional.kompas.com;
www.tribunnews.com;
www.antaranews.com
http://politikindonesia.co;
Wwww.solopos.com;
www.gktual.com;
http://snarkeadilan.com;
www.redita.co;
http://fgar.co.id;
http://s9dincondtitution.co.id;
www.cnnindonesia.com,
www.radarjogja.co.id;
https.//mediahukumindonesiawordpress.com;
www.tgjuk.id;
www.pikiran-rakyat.com; dan,
http://nesonal.news.viva.co.id.

Dari andigsterhadap semua pemberiaantentang keistimewaan DIY

di mediaonline dapat dikemukakan temuan sebagai berikut:

Pertama, pengujar yang frekwens tertinggi di atas pengujar yang

lain adalah Sultan Hamengku Buwono X. Adapun ujaran yang disampaikan

oleh Sultan Hamengku Buwono yang tersebar di berbagai media dapat

dikategorikan dalamtiga nuansa: negatif, kontradan netra. Pernyataan

negatif tampak dalam pemberitaan tentang Sabda Rga, SabdaTama, Tita

Raa, isu pertanahan, pemilihan gubernur, dan persyaratan gubernur DIY.

Konteks pemberitaan sabdatama, sabdaraja, dantitah rgaberada

di latar isu prakondis sukses Kasultanan. Pernyataan yang muncul ditujukan
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untuk melegaisad kekuasaannyadan kepentingannyasebaga seorang Rga
dan keturunannyadengan mengkondiskan anaknyaGK R Pembayun sshagal
puteri mahkota. Sementarapadasis yang lain menegas kepentingan adik-
adiknya yang berdasarkan pada paugeran lebih berhak menjadi penerus
takhta. Sehingga memunculkan protes dalam bentuk surat terbukadan
ketidakhadiran dalam acara di Kraton Kasultanan.*® Pernyataan negatif
tampak padasabdatama yang berbunyi “ siapasajayang tidak taat pada
Kraton silahkan keluar dari bumi Mataram”?* dan pernyataan yang
berbunyi, “jangan campuri urusan takhtaKraton”.*® Sdainitu Keluarnya
Titah Sultan jugadinilai untuk menyingkirkan para pembangkang dalam
rangkatransisi kekuasaan Keraton.

Pernyataan kontraterdapat dalam pernyataan Sultanterkait dengan
pemilihan gubernur dan persyaratan gubernur DI'Y. Baik padamomentum
pembahasan Raperdais tentang Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil
Gubernur di DPRD DIYY tahun 2015 maupun saat hedir sebagai pihak terkait
di sdang gugatan MahkamaKonstitus pernyataan Sultan jugacenderung
menegaskan bahkan bertentengandengan substans yang di aur di Undang-
undang Kestimewaan. Secarategas Sultan menegaskan bahwa“pasa sod

B3 Lihat http://www.beritasatu.connasional/341855-adik-sultan-hb-x-
tetap-tolak-sabda-raja.html. Berita diakses tanggal 13des16

14 Lihat http://www.harianjogja convbaca/2015/03/07/harian-jogja-hari-
ini-titah-raja-tak-boleh-dilanggar-582728. Berita diakses tanggal 13des16

B Lihat http://www.beritasatu.convnasional/255018-sri-sultan-hb-x-
jangan-campuri-urusan-tahta-keraton.html. link diunduh tanggal 14des16

16 |ihat http://nasional .news.viva.co.id/news/read/717455-titah-sul tan-
dinilai-untuk-menyingkirkan-para-pembangkang. Berita diunduh tanggal 14
Desember 2016
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syarat daftar riwayat hidup Gubernur dihapussga’Y’

Sementara Detik. Commenguitip pernyataan Sultan yang meresponds
tentang persyaratan Gubernur DIY yang haruslelaki dengan menyatakan
bisa merugikan hukum Kasultanan”.*® Selain dari Sultan, pernyataan
bernuansakontrajugamuncul dari sgumlah anggotakeluarganyayang yang
tetap menolak sabdatama'® dan jugadari seorang abdi dalem keprajan,
MasWedana Nitikartya yang mengembalikan “kekancingan” atau surat
keputusan pengukuhan sebagai abdi dalem. Abdi dalembernamaadi Kardi
tersebut menolak sabdatamadengan caramengembalikan kekancingan
dan gelar sebagai abdi dalem keprajan Kasultanan®.

Terakhir, pernyataan netra dari Sultan. Pernyataanini disampaikan
berhubungan dengan hal ikhwal persyaratan gubernur dan wakil gubernur
serta isu pertanahan. Di penghujung pembahasan Raperdais tentang
Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DI'Y Sultan menegaskan
bahwa perlunyakonsstens dalam menjalankan dan menaéti peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku. Pernyataanlain nyadisampaikan Sultan
saat mengklarifikas sabdatamayang diprotes sgjumlah saudaranyadalam
bentuk surat terbuka. Sultan menyatakan, “ndak usah dulu berandai-andai

17 Lihat http://nasional.kompas.com/read/2016/11/17/19575151/
menurut.sultan.pasal .soal .syarat.daftar.riwayat. hidup.gubernur.diy.dihapus.sgja.
Berita diunduh tanggal 13 Desember 2016

18 ihat http://news.detik.conmvberita/d-3347634/syarat-gubernur-jogja-
harus-lelaki-sultan-bisa-merugikan-hukum-kesultanan. Berita diunduh 14
Desember 2016

19 Lihat http://www.beritasatu.convnasional/341855-adik-sultan-hb-x-
tetap-tolak-sabda-raja.html. Berita diunduh tanggal 13 Desember 2016

D Lihat Berita http://www.antaranews.convberita/495196/pro-kontra-
sabda-raja-keraton-ngayogyakarta. beritadiunduh tanggal 13 Desember 2016
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nanti tunggu dari saya (Sultan), semuanya mash menunggu, sabar, nggak
usah pating ceblung” Z.

Kedua, dilihat dari is berita, makaisu tentang sabdaraja, titahrga
dan persyaratan gubernur dan wakil gubernur yang frekwensinya
pemberitaannyatertinggi. Dari tigaisu terbut hanya pemberitaan tentang
persyaratan gubernur yang tertinggi dengan spektrum pemberitaan yang
terluas. Pemberitaan tentang persyaratan gubernur ini cukup medf di berbagai
media online pada momentum pembahasan Raperdaistentang Pengisian
Jabatan Gubernur danWakil Gubernur DI'Y dan keduapada saat terjadinya
sidang gugatan terhadap Pasal 18 ayat 1 huruf m dari Undang-undang
Keigimewaan di MahkamaKongtitus. Pasal yang digugat tersebut berbunyi:
Calon gubernur dan calon wakil gubernur adalah warga negara Republik
I ndonesiayang harus memenuhi syarat: m. menyerahkan daftar riwayat
hidup yang memuat, antaralain, riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara
kandung, istri, dan anak (UUK DIY).

Hal yang menarik adaah, diantara parapenggugat pasal Undang-
Undang Keistimewaan tersebut terdapat dua abdi dalem Keraton
Kasultananyakni RM Adwin Suryo Satrianto dan Suprianto, sertakerabat
Pakualaman Anggiastri Hanantyasari.Z Siapakah jati diri dari abdi dalem
tersebut secaragamblang dideskripsikan dalam beritaRadar Jogja sebagai
berikut:

2 Lihat http://news.detik.com/berita/2851651/penjelasan-kerabat-
keraton-yogya-soal -sabdatama-sultan-hb-x. Berita diunduh tanggal 10
Oktober 2016

2 | ihat http://www.radarjogja.co.id/gugatan-uuk-buka-peluang-
mangkubumi-tampil/. berita diunduh tanggal 14 Desember 2016
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Adwin (RM Adwin Suryo Satrianto, pen) terhitung masih buyut atau
cicit Sultan Hamengku Buwono V1I1. Kakeknyabernama GBPH
Suryobrongto. Diamerupakan putraKolond Inf (purn) RM Aning
Sunindyo atau KPH Suryahadingrat. Diajugakeponakan Brigjen
TNI (purn) Noeryanto atau KPH Yudhahadiningrat yang sehari-hari
menjabat Penghageng Tandayekti Keraton Jogja.®

Serangakain ulasantentang beritadi atasmenunjukkan dengan jelas
telah terjadi praktek diskursif dimana Sultan dalam posis dominan dan
cenderung menghegemoni dalam pemberitaan di media. Masifnya pembe-
ritaan di mediaonlinetersebut (dantentu jugamediacetak dan elektronik
lokal) telah dengan terang menyinarkan bahwadiskursustentang Keistime-
waan Yogyakarta mengalami satu fase yang disebut dengan puncak
pembangunan opini publik. Terlepas dari berbagai sudut pandang dan
polemik dalam pemberitaannya, mediamassaonlinetdah sukses menancap-
kan dan sekaligus mengokohkan wacana dominanyang diproduks Sultan
bak sebagal Rgjayang bertakhta di Kasultanan maupun sebaga Gubernur
DIY dengansegaahiruk pikuk yang riun gemuruh. Tak pelak mediatelah
dengan apik merekam bagaimana dominasi politik di internal Kasultanan
telah terkonstruks dalam proses kontestasi kepentingan perebutan dan
pelanggengan kuasadi wilayah publik, yakni: pengisian jabatan Gubernur
DIY.

Wacana yang berkembang terkait dengan sabdatama, sabdaraga,
dantitah rgjaharus dipahami dalam konteks kepentingan sukses ragjadi
Kasultanan dimana Sultan telah melakukan prakondis terhadap putri
tertuanya GKR Pembayun yang saat ini bernama GKR Mangkubumi
sebagal satu-satunyacaon pengganti rga. Beradadalamrelas kepentingan

% |bid
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yang sama dengan itu, gugatan atas persyaratan gubernur di Mahkama
Konstitus dilakukan jugauntuk memangkas ketentuan bahwa gubernur
DIY harus dijabat oleh seorang lelaki. Kalau Mahkama Konstitusi
mengabulkan gugatan dengan menghilangkan keharusan melengkapi riwayat
hidup istri dari persyaratan gubernur makasemakin terbukalah peluang
GKR Mangkubumi untuk duduk sebagai Gubernur DIY.

5.4. Diskus

Pembahasan di atas menunjukkan bahwaanaissdispostif Foucaultian
(Buhmann, 2005)telah memainkan peran kunci dalam upayamemahami
terjadinyadinamikapolitik keistimewaan di Daerah | timewaYogyakarta
Andlissatas areareferens telah menemukan bahwasecara historis Dagsh
| timewa Yogyakartayang merupakan penggabungan duabekas kergaan
Kasultanan dan Pakuadaman telah memiliki referens yang kokoh dalamhal
srkulas dan sukses kekuasaan. Bagaimana proses tersebut diatur
terangkum jelas dalam apayang disebut sebagal paugeran atau tatanilai.
Basisreferens tersebut menjadi rujukan dan sekaligusterus mendapatkan
penguatan dalam setiap terjadi perguliran kekuasaan. Sampai saat ini di
Kasultanan telahterjadi 14 kdi pergantianragjadari 10 rgjayang pernah
ada, sementaradi Pakualamantelah terjadi 10 kali sukses.

Perguliran kekuasaan 10 rgjadi Kasultanan yang telah berlangsung
sebanyak 14 kali menunjukkan bahwa dalam prakteknya pergantian dan
penentuan rgatidak selau dan sepenuhnyaberjalan sesual ketentuan yang
diatur dalam paugeran dan tatanilai. Adadevias atas paugerandan juga
dinamikapolitik yang ikut mewarnai. Terjadinya peristiwanaik danturun

takhtanya Hamengku Buwono Il danHB I11, sertaadarajayang turun
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takhta sebelumwafatnya menunjukkan bahwatelahterjadi dinamikapolitik
pada proses sukses yang pernah ada. Begitu pula halnya ketika di
Kasultanan dan Pakualaman muncul praktek penentuanrajaketikarga
yang diputuskan naik takhtatersebut masih belum cukup umur.

Tradis sSrkulas kekuasaan di internal Kasultanan dan Pakualaman
telah menempatkan Sultan dan Paku Alam padaposis sentrd dan sekaligus
simbol yang merepresentasikan eksstens kedua kergjaan yang mereka
pimpin. Modalitasini bersinergi dengan konsep kekuasaan dalam filosofis
Jawa yang menempatkan rajasebagal pusat kekuasaan. Daam perspektif
ini figur Sultan di matamasyarakat adalah rajayang memiliki kekuasaan
politik, militer, dan keagamaan absolut, yang diakui secara tradisional
(Soemarjan, 1986). Ddamkonteksini poss seorang rgjabegitu menentukan
arah dan warna bagaimana kekuasaan dijalankan. Warna dari
kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh kecakapan, integritasdan vis dari
seorang rgja yang berkuasa. Dalam konteks ini, proses pembentukan
Yogyakarta sebagai sebuah Daerah | stimewatak dapat dilepaskan dari
pengaruh dan figur Sultan Hamengku Buwono 1 X dan Paku Alam VI
(Harsono, 2012, dan L utfi et.al, 2016). Besarnyapengaruh dan lekatnya
figur Sultan dan PakuAlamini di matamasyarakat DI'Y telah membentuk
skap pogtif dan akomodatif wargaterhadap ssemmonarki di Yogyakarta
(Hakimet.al, 2015).

Pemberian piagam kedudukan dari Presiden Soekarno kepada Sultan
Hamengku Buwono | X dan PakuAlamV 111 pada6 September 1945 dan
kemudiandiikuti dengan lahirnya Undang-undang 3/1950 dapat dikatakan
sebagai bentuk akomodas atasposis sentral tersebut. Akomodas atas
posis sentral dan unik dari Sultan dan Paku Alam tersebut telah menjadi
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pintu masuk dalam pengaturan pengisian jabatan gubernur dan wakil
gubernur DIY padaperiode-periode selanjutnya. Hal inilah kemudianyang
menjadi referend dalam tata cara dan praktek pengisian jabatan gubernur
danwakil gubernur.

Sejak proving ini terbentuk hingga sekarang telah lahir beberapa
Undang-undang yang menjadi acuan dalam pengisian jabatan gubernur dan
wakil gubernur. Dinamikadan perkembangan dalam pengaturan tersebut
telah melahirkan praktek yang berbeda pula dalam hal tata cara dan
mekanisme dalam pengisian jabatan gubernur danwakil gubernur. Pernah
pengisian dilakukan dengan penunjukan dan penetapan langsung dari
pemerintah pusat tetapi di kalalain dilakukan dengan pemilinan. Dalam hal
sSiapayang harus ditentukan sebagai gubernur dan wakil gubernur juga
mengalami perubahan. Padaawanyagubernur ditetapkan dari Sultanyang
sedang bertakhtadan wakil gubernur adalah otometis dijabat Paku Alam
yang sedang bertakhta. Selanjutnya, berubah menjadi gubernur dijabat oleh
keturunan Sultan dan wakil Gubernur diis dari keturunan Paku Alam.

Terakhir, sebagaimanadiatur dalam Undang-undang Keistimewaan
pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur dilakukan dengan
mekanisme tersendiri sedangkan syarat mutlak yang harusdipenuhi oleh
calon gubernur DI'Y adaah sedang bertakhtasebagal Sultan. Sementara
syara mutlak untuk menjadi wakil gubernur adaah sedang menduduki takhta
Paku Alam di Kadipaten Pakualaman .

Dinamikatersebut tumbuh dan berkembang di atastigagelanggang
pergulatan kuasa yang satu sama lain berproses saling pengaruh-
mempengaruhi. Ketigaarenatersebut adaah: pertama, tradis dan praktek

dalamsukses rgjadi Kasultanan dan Pakua aman; kedua, possi unik dan
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spesia Sultan dan Paku Alam dalam proses pengisian jabatan gubernur
dan wakil gubernur; dan ketiga, strategi yang dipakai Kasultanan dan
Pakualaman untuk memperoleh dan melanggengkan kekuasaan. Ketigahal
ini bukan sgiamenjadi arenatempat pertarungan wacanadan pergumulan
kuasa berlangsung tetapi juga sekaligus menjadi faktor penentu dalam
pembentukan format keistimewaan DIY dan transformasinya dalam
bentuknya yang baru sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor
13 Tahun 2012.

Keistimewaan DIY yang memusat pada pengisianjabatan gubernur
dari Sultan dan wakil gubernur dari Paku Alam yang bertakhta secara
otomatistelah menempatkan posis Sultan dan Paku Alam sebagai titik
episentrum terjadinyakonflik dan muara banyak kepentingan. Padadiri
keduanyamelekat tigaentitas sekaligus yakni sebagai pribadi dan seorang
warganegara, sebaga rgjayang memimpin kergjaan, sertasebagal gubernur
danwakil gubernur yang menjalankan tugas-tugas negara. Analisisatas
strategi imperatif telah mengkonfirmasi bagaimana Kasultanan dan
Pakuaaman telah sedemikian jauh terlibat dlam melancarkan strategi dan
usaha-usaha untuk tetap berkuasa. Keluarga Kasultanan dan keluarga
Pakualaman melakukan usaha-usahadalam merebut dan melanggengkan
kekuasaan dengan mengakumulas penguasaan merekaatasmoda sosal
(social capital), modal politik (political capital), modal ekonomi

(economic capital), dan hegemoni budaya (cultural hegemony).

5.5. Implikas
Sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa

pemberlakuan Undang-undang Keistimewaan di Daerah Istimewa
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Yogyakarta adalah merupakan integras dan akomodas sistem monarki

dalam sistem pemerintahan modern. Konsekwensinya, terbangunnya

mekanisme berbasis hukum kausalitas antara proses politik yang terjadi di

Kasultanan dan Pakualaman dengan proses politik di Pemerintah Daerah

Proping DIY atau jugasebdiknya

a Impikas prosespolitik pemilihan rgjapadapengigan jabatan Gubernur
danWakil Gubernur DI'Y: Konflik internal.

Pada proses dan prosedur pengambilan keputusan di dalam memilih
rgabaik di Kasultanan maupun di Kadipaten terdapat tata aturan yang
harus ditaati. Mengacu pada proses pengambilan keputusan sebagaimana
yang sudah berlaku selama ini dimana proses penentuan raja banyak
dipengaruhi oleh faktor tatanilai yang berlaku (paugeran), normadan tata
gelar kepangeran, usiaparapangeran, urutanistri, pilihan politik rgadan
faktor eksternal makadapat diprediks kemungkinan yang akan terjadi di
waktu mendatang.

Pada kenyataannyayang terjadi di Kasultanan sekarang ini adalah
Raja yang sedang bertakhta yakni, Sultan Hamengku Buwono X tidak
memiliki satu punanak lelaki. Sementaraitu kalau melihat faktor penentu
dalam penentuan raja bahwa raja harusah seorang laki-laki. Dengan
demikian dapat dismpulkan bahwa generas Hamengku Buwono X putus
dantidak berlanjut lagi. Polasukses salanjutnya, takhtatidak turun secara
linear ke anak kandung akan bergerak ke samping. Yang menjadi
yurisprudensinyaadalah ketika suksesi dari Sultan Hamengku Buwono V
ke Hamengku Buwono V1, dimanayang naik takhtaadalah adik laki-laki
dari HB V. Hd ini terjadi karenapada saat wafathyaHamengku Buwono
V tidak memiliki anak laki-laki. Sehinggasdah satu adik laki-laki dari Sultan
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Hamengku Buwono X |ah nantinyayang akan naik takhta.

Tetapi tampaknya perputaran arah jarum sgjarah akan berubah.
Fenomenaakanterjadinyaperubahan ini bermulaketikapada30 April 2015
Sultan Hamengku Buwono X mengduarkan sabdarga. Mdaui sbdarga
tersebut Sultan Hamengku Buwono X mengubah namanyadari Buwono
menjadi Bawono, meniadakan gelar Kaifatullah dan mengubah sebutan
dari “kaping sedasa” menjadi “kaping sepuluh”. Sabdargjaini kemudian
berlanjut dengan sabda rgja yang disampaikan pada 5 Mei 2015, yang
mengubah nama GK R Pembayun, putri sulung Sultan HB X menjadi GKR
Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng ing Mataram.

Substans dari sabdaragjatangga 30 April 2015 adalah perubahan
gelar Sultan sementara substans sabdargatanggal 5 Mel 2015 adalah
pengangkatan puteramahkota. Keduahal ini nyata-nyatamelanggar tata
nilai yang dianut dan berlaku dalam penentuan rgadi Kasultanan. Hanya
faktor pilihan politik rgjayang bisamenjadi acuan dan legitimas terhadap
keduasabdargayang dikeuarkan Sultan HB X tersebut. Dalam persepektif
pilihan politik ini, rajabisamelakukan apa sgjademi memenuhi pilihan dan
ambid politiknya. Sebagaimanapernah terjadi padamasaHB |, dimana
untuk memenuhi pilihan politiknya HB | sampai harus meracuni anak
kandungnyasendiri Raden MasEnto, sang puteramahkota saet itu.

Kalau faktor pilihan politik rjaini yang menjadi faktor dominandaam
penentuan rajaK asultanan berikutnya berarti Kasultanan akan dipimpin
oleh seorang rgja perempuan (ratu), yaitu GKR Mangkubumi (GKR
Pembanyun, sang anak perempuan pertama). Faktamenunjukkan bahwa
Sultan Hamengku Buwono X telah melakukan berbagal upaya untuk
memuluskan pilhan dan kemaun politik tersebut. Sehingga bisa sgja
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Kasultanan dipimpin oleh seorang Ratu tetapi tidak otomatisratu tersebut
bisa menduduki jabatan Gubernur DIY. Hal ini dapat dipastikan akan
menemui jalan buntu karena beberapaalasan: pertama, Undang-undang
Keisimewaan dan juga Perdais tentang pengisian jabatan gubernur dan
wakil gubernur DI'Y jelas-jelas menunjuk bahwagubernur otometis dijabat
olehrgjayang bertakhtadan rgatersebut harudah seorang laki-laki. Selain
itu melalui sabdarga, nama dan gelar Sultan Hamengku Buwono juga
diubah dan perubahan tersebut berdampak berbedanya Nama dan gelar
Sultan atau Ratu yang bertakhtadengan namadan gelar Sultan yang menurut
UUK berhak menduduki jabatan gubernur. Kedua, terjadinyakonflik internal
di keluargaKasultanan. Belakangan sgjak keluarnyaduasabdargageaa
akanterjadinyakonflik mula muncul ke permukaan. Fenomenakonflik ini
berpotens akan semakin eskaatif dan membuncah sgalan dengan semakin
dekatnyawaktu terjadinyasukses raja. Sehinggaini bisaberdampak pada
terjadinyakonflik berkepanjangan di Kasultanan.

Implikas nyatabagi pemerintah Proping DI'Y adalah ketikaterjadi
sengketa dalam penentuan raja otomatis mengakibatkan terjadinya
kekosongan jabatan gubernur DI'Y. Selanjutnya, jabatan gubernur akan
diis dengan Pelaksana Tugas Gubernur. Ketentuan di UU Kelistimewaan
dan Perdaistentang pengisian jabatan gubernur danwakil gubernur mengatur
bahwa manakaajabatan gubernur bdumteris wakil gubernur akan diangkat
sebagai pejabat gubernur. Kondisi ini seperti perulangan sgjarah, dimana
saat Sultan Hamengku Buwono |1 X wafat pada tahun 1988 maka Paku
Alam VIl yang menjadi pgjabat Gubernur DI'Y sampai wafatnya pada
tahun 1998.

Berbeda dengan kondisi di Kasultanan, sejauh ini suksesi di
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Pakualaman masih berlangsung secaralinear. Meskipun demikian bukan
berarti sukses PakuAlamtidak terjadi konflik. Penobatan KPH. Ambar-
kusumamenjadi PakuAlam X dan sukses berikutnyadari Ambarkusumo
kepadaanaknyaKPH Harya Bimo Wijoseno yang saet ini memegang takhta
sebagal Paku Alam X tetap mendapatkan tentangan dari kubu KPH
Anglingkusumo. Hanyasgja, sgjalan dengan perjaanan waktu gangguan
tersebut tidak terlalu berpengaruh pada kedudukan dan legitimasi Paku
Alam yang sedang bertakhta saat ini. Sehingga dalam hal dimanaterjadi
kekosongan jabatan gubernur maka Paku Alam X yang saat ini menjabat
sebaga wakil gubernur DIY atas perintah Undang-undang bisa sewaktu-
waktu menjadi pejabat gubernur.

b. Implikas padapersonifikas peran Sultan sebagai Gubernur.

Strategi imperatif yang diimplementasikan dalam bentuk penguasaan
modal sosal politik, ekonomi dan sumber perekonomian, hegemoni sosa
kultural sertapertarungan wacanasecarasignifikantelah berpengaruh pada
prosesberjalannyarodapemerintahan di DI'Y. Dampak langsungnyaadaah
dengan semakin besar kemungkinan akumulasi kekuatan politik, sosial,
ekonomi dan citramediapadadiri seorang Sultan semakin pulaterbangun
personifikasinya dalam penyelenggaraan roda pemerintahan. Gejala
personifikas tampak dalam pernyataan Sultan Hamengku Buwono X yang
menyatakan bahwa Pemilihan Gubernur urusan internal Keraton.?
Pernyataan tersebut disampaikan Sultan sebagai pihak terkait padasidang
uji materi UU No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY padaKamis
17 Nopember 2016. Padahal jelas-jelas bahwamenurut Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang

2 Berita Harian Kompas tanggal 18 Nopember 2016, halaman 2
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Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DI'Y pemilihan Gubernur itu
addah urusan sepenuhnyaPemerintahan. Menguatnya personifikad ini tentu
akan mengecambahkan dan menumbuhsuburkan Sstem politik dimanapods
eksekutif jauh lebih dominan ketimbang eksekutif.

Kuatnya personifikas Sultan sebagal Gubernur dalam menjalankan
tugasnya sebagal penyelenggara pemerintahan ini baik langsung maupun
tidak tentu akan berpengaruh dalam perwujudantatakelolapemerintahan
yang selamaini dijalankan sesuai dengantatanilai good gover nment dan
clean governance. Prosessetifikas tanah Kasultanan dan peralinan hak
milik atastanah desayang adaah contoh kongkrit dari penyimpangan nilai
clean governance dan good government. Faktaini menunjukkan bahwa
pasca diundangkannya UUK di DIY telah menyebabkan terjadinya
kemunduran dalam tatakelola dalam penyelelenggaraan pemerintahan.
Kaau fenomena semacamini terus berlanjut maka kesgahteraan rakyat
yang menjadi tujuan diundangkannya Undang Undang Kestimewaanjustru
terabaikan.

Di Indonesia, realitas buruknya tata kelola pemerintahan pernah
melanda Indonesia pada erargjim Soeharto, dimana saat itu Indonesia
terjangkit penyakit Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan pola kepe-
mimpinan yang otoriter danmonolitik. Situas dan kondis ini berakhir ketika
hadirnyagerakanreformas yang menemui klimaksnyadengan mundurnya
Soeharto dari kurs presden padatahun 1998. Dalam suasanaeuforiapolitik
ini muncul dan menguatnyatuntutan dan keasadaran akan pentingnyaGood
Governance untuk diimplementasikan di Indonesia

Asian Development Bank menegaskan adanya consensus umum

bahwagood governancedilandasi oleh 4 pilar yaitu : (1) accountability,
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(2) trangparancy, (3) predictability, dan (4) participation. Sekarang ini,
empat nilai good government tersebut sudah sukses diadops dalam tata
kelolapemerintahandi Daerah ItimewaYogyakarta Berbaga bentuk usaha
yang ditempuh oleh K asultanan dan Pakualaman dalam penjelasan strategi
imperatif akanberimplikas langsung padaterancamnyaimplementad nilai-
nilai good government dan clean governanceyang saat ini sudah berjadan
penyelenggaraan tatapemerintanan di DIY.

c. Dominas Eksekutif atasLegidatif.

Dampak kongkritnyaadalah DPRD DIY yang berperan sebagai
ingitus penya mbang dan pengawas semestinyamampu menjdankanfungs
Check and Balance dalam semua proses penyelenggaraan roda peme-
rintahan. Tetapi kecenderungan yang terjadi adalah DPRD DIY malah
tergradasi dalam peran sebagai rubber stamp semata. Dalam beberapa
perigiwatampak sekdi politis di DPRD DIY hanyamengikuti apamaunya
eksekutif. Seperti terjadi pada peristiwa-peristiwaberikut:

Pertama, proses pembahasan PerdaNomenklatur DIY yang tidak
lama bersalang dari diundangkannya kemudian dianulir oleh Kementerian
DaamNegeri.

Kedua, lemahnya perlawanan (tidak berjdannyafungs pengawasan)
DPRD ketikaterjaditekanan eksekutif untuk mempercepat proses pemba:
hasan dan segeramemutuskan Perdais Pemanfaatan dan Pengelolaan Perta
nahan K asultanan dan Kadipaten. Padaawalnya, sebagian besar Frakd di
DPRD DIY cenderung pasif dan mengikut sgjadengan desain pembahasan
dari pemerintah yang menuntut supaya Perdaistersebut sudah bisadisele-
saikan di tahun 2016. Berdasarkan desain pemerintah daerah Raperdais
tersebut hanyaakan mengalami pembahasan sebanyak enam kali untuk
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kemudian ditetapkan. Ternyata Raperdaisyang digjukan oleh Pemerintah
tersebut masih menyisakan banyak persoalan. Fraks PAN DPRD DIY
mengidentifikas sgjumlah kelemahan mendasar dari Raperdaistersebut®.
Lebihfata lagi menurut pakar hukum Prof. Ni’ matul Huda bahwa Raperdais
yang dibuat untuk mengatur urusan keistimewaan yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah DIY justru tidak mengatur kewenangan
pemerintah?®.

Ketiga, rendahnya pengawasan DPRD terhadap kebijakan Pemda
DIY yang telah mengambil tindakan terkait dengan urusan keistimewaan
dalam bidang pertanahan sementara Perdais Pertanahan sebagai payung
hukumnyasendiri beumada. Diantaraperistiwayang terjadi sebagal bentuk
tindakan Pemdatersebut adalah:
1. Sebagaimanadijelaskan olehAntoro sebagal berikut:

Penerbitan surat Gubernur no 593/4811 (12 Nopember 2012) dan
surat no 593/0708 (15 Februari 2013) kepada Kepala BPN DIY
tentang Pengendalian Permohonan Hak atas Tanah Negarayang dikua:
sa Pemerintah Daerah DIY. Surat itu diterbitkandalamrangkainventari-
sasi dan penataan tanah negarayang dikuasai oleh PemdaDIY yang
diberikan kepada perorangan, Lembaga Pemerintah, Lembaga Swasta
dan Yayasan yang didasarkan pada SK Gubernur pada semuatahun.
Akibatnya, setigp permohonan perpanjangan Hak pakai dan Hak Guna
Bangunan (HGB) peningkatan hak dan peralihan hak terhenti hingga

% Pandangan Umum Fraksi PAN DPRD DIY yang dipublikasikan di
Harian Tribuntanggal 15 November 2016; Berita Harian Radar Jogjatanggal
15 November 2016.

% Harian Tribun tanggal 10 Desember 2016.
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inventarisas dan penataan tanah tersebut selesal dilaksanakan. Perpan-
jangan dapat dilakukan dengan perubahan status dari HGB di atas
tenah negaramenjadi HGB di atas tanah hak milik Kasultanan atau
Pakualaman sebagai Badan Hukum Warisan Budaya(BHWB) yang
bersifat swasta (bukan Badan Hukum Publik) (Antoro, 2015).

2. Sertifikes Tanahmenjadi milik Badan HukumKasultanaatau Kadipaten
Pakualaman oleh Pemerintah Daerah DI Y.

Adapun tanah yang menjadi sasarannyamdiputi hutan, pantai, wedi
kengser, dan tanah desa. Sertifikas ini didukung sepenuhnya oleh
KepalaKanwil BPN DIYY yang Sap melakukan pemeriksaan kembali
asal-usul tanah yang telah menjadi Hak Milik masyarakat menurut
Rijksblad Kasultanan No 16 dan Pakualaman No 18 Tahun 1918.
Bahkan dengan tegasKepalaBPN DIY menyatakan bahwa jikadari
hasi| pemeriksaan ternyata terbukti pada 1918 sebidang tanah tidak
bersertifikat hak milik (elgendom) makatanah itu akan beralih kepe-
milikan dari Hak Milik masyarakat menjadi Hak Milik Kasultanan atau
Pakualaman.?” Sehingga berkat tindakan Pemdatersebut telah terbit
banyak sertifikat hak milik tanah atas namaKasultanan dan Pakuadamean.
L gporan dari DinasPertanahan dan TataRuang Pemda DY menyebut-
kan bahwa sgjak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 telah diter-
bitkan sebanyak 2.867 sertifikat.”? Semua penerbitan sertifikat tanah

27 Berita Kedaulatan Rakyat, 2 Oktober 2013, judul: BPN DIY Siap
Sertifikat Tanah SG dan PAG

2 Laporan tersebut tercantum dalam surat resmi Dinas Pertanahan
dan Tata Ruang Pemda DIY yang ditujukan kepada Sekretaris DPRD DIY
tertanggal 10 Nopember 2016. Surat resmi dengan nomor 593/06641
ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Ir. Hananto Hadi Purnomo, M. Sc.
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atas namaK asultanan dan Pakualam tersebut menurut aktivis Forum
Komunikas Masyarakat Agraris(FKMA) Kus Sri Antoro addah bukti
nyatateah terjadi pelanggaran hukumdi DIY.®

Balik nama sertifikat Tanah Desadari milik desamenjadi milik Badan
Hukum Kasultanan/Pakualaman. Kebijakan ini muncul setelah
keluarnya Peraturan Gubernur DI'Y Nomor 112 Tahun 2014 yang
mengatur tentang pemanfaatan dan pengdolaan tanahkasdesa. Pergub
ini memerintahkan Pemerintah Desamelalui Bupati/Walikota untuk
mengajukan permohonan balik namaterhadap sertifikat tanah desa
yang sudah diterbitkan dari Hak Milik Pemerintah Desamenjadi Hak
Milik Badan Hukum Warisan Budaya K asultanar/K adipaten.® Pergub
inl secarasubstang bertentangan dengan UU No 6 Tahun 2014 tentang
Desadan Peraturan Gubernur DI'Y No 65 Tahun 2013 mengamanatkan
tanah kas desaada ah kekayaan desayang harus disertifikatkan menjadi
hak milik desasebagal badan hukum.

Memusatnya penguasaan ekonomi, kontrol sosa-budaya, kekuasaan

politik sertadominasi wacana pada sekelompok kecil orang juga dapat

berimplikas pada kemunculan oligarki dan birokras patrimonia (Antoro,

2015) dalam penyelenggaraan pemerintahan di DI'Y. Keduahal ini secara

serius dapat menggagalkan pencapaian tujuan diberikannya kewenangan
keisimewaan DI'Y oleh pemerintah pusat. Dalampasa 5 UUK disebutkan
bahwaadalimatujuan keistimewaan: a). mewujudkan pemerintahan yang

demokratis; b). mewujudkan kesgjahteraan dan ketentraman masyarakat;

2 Berita Tempo Kamis, 16 Juni 2016.
% Berita Radar Jogja, 23 Januari 2015
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¢). mewujudkan tata pemerintahan dan sosal yang menjamin ke-bhinneka
tunggal ika-an dalam kerangka Negara K esatuan Republik Indonesia; d).
menciptakan pemerintahan yang baik, dan €). melembagakan peran dan
tanggung jawab Kasultanan dan Pakualaman dalam mengembangkan
budaya Yogyakartayang merupakan warisan budayabangsa. Kegagalan
daam mewujudkan tujuan keistimewaan DIY tersebut tentu sudah lebih
dari cukup bagi Tim Pemantau Keistimewaan DIY di DPR RI untuk
melakukan evaluas mendasar dengan melakukan perubahan desain
keigimewaan, yakni dengan merivis Undang-undang Nomor 13 tahun2012.
d. MasaDepan Keigimewaan DI'Y

Memperhatikan dinamikapolitik danimplikas yang bisaterjadi pada
pemerintahan maka pertanyaan yang segera muncul adalah bagaimana
sebenarnya masa depan keistimewaan D1Y ? Ada beberapa faktor yang
bisamempengaruhi berlangsung dan tidaknya kewenangan keistimewaan
DIY di masadatang. Pertama, secarahistoriskeistimewaan DIY telah
medui proses pergulatan dalamwaktu yang panjang dengan dinamikayang
menyertainya. Kekuatan modal historisini akan menjadi faktor utamadalam
mendorong terusberputarnyaroda politik keistimewaan di DI'Y. Modal
higtorisini terekam penuh dalam berbagai praktek yang sudah berlangsung
seperti prosedur dan praktek penentuan rgjadi Kasultanan dan Pakudaman,
prakteks pengisianjabatan gubernur danwakil gubernur, sertapengalaman
dalam proses pergumulan pembentukan keistimewaan itu sendiri.

Kedua, meskipun punyakekuatan sebaga modal untuk keberlang-
sungannya, bukan berarti keistimewaan DIY tanpamemeliki kelemahan.
Sebagaimanatelah dieksploras sebelumnya bahwa padaprakteknyater-
nyata keistimewaan sangat rentan (vulnerable) ditumpangi penumpang



153

gelap® dengan beragam kepentingan yang mendomplengi. Salah satu entry
point nya adalah masuknya pengaturan tentang urusan pertanahan di
Undang-undang Keistimewaan. Desain urusan pertanahan yang telah diatur
dalam Undang-Undang Keistimewaan pada tingkat Perdais justru
mengalami penciutan dari urusan yang berada di ranah publik ke urusan
privat. Hal ini terlihat pada nomenklatur Raperdais yang digjukan oleh
Gubernur ke DPRD DI1YY yang berjudul * pengelolaan dan pemanfastan tanah
Kasultanan dan Kadipaten” dan bukan Raperdais Pertanahan sebagaimana
diamanahkan oleh UUK pasal ayat (4)*. Selainitu, Prof. Dr. Ni’ matul
Hudadalam paparannyasebagai pakar di Sdang Pansus Perdaistersebut
mengidentifikas tidak diaturnyakewenangan pemerintah di rancangan
Perdais yang diajukan oleh pemerintah tersebut™.

Kerentanan lainnyaadalah belum dijalankannyaperintah UUK pasa
43 poin a dan poin b yang memerintahkan Kasultanan dan Pakualaman
untuk menyesuaikan peraturaninternanya dan kemudian mengumumkan
perubahan tersebut ke publik. Dengan belum dijalankannya perintah
Undang-undang tersebut sementaraproses politik terkait dengan sukses
di Kasultanan dan Pakualaman jugaterus berjalan tentu rawan konflik dan
mudah memantik api perlawanan, terutamadari parapihak yang merasa

hak politiknya di keduakergjaan tersebut teramputas. Saat ini, fenomena

31 | stilah penumpang gelap ini mengacu padaAditjondro, George Junus.
SG dan PAG Penumpang Gdap RUUK Yogyakarta’. Sinar Harapan, 31
Januari 2011.

%2 Lihat Tanggapan balik Fraksi PAN DPRD DIY atas jawaban
Gubernur terhadap Pandangan Umum FPAN atas Raperdais Pengelolaan
dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Pakualaman yang disampaikan di
sidang Pansus tanggal 17 Nopember 2016.

3 Berita Harian Kedaulatan Rakyat, Sindo, Bernas dan Radar Jogja
pada tanggal 13 Desember 2016



154

seperti ini sudah mulai muncul ke permukaan dan bisajadi sewaktu-waktu
akan meledak, terutamaketika menemukan momentumyang tepat.

Ketiga, mengingat urusan keistimewaan ini berada padalatar dan
atmosfir politik tentu tak Iepas dari munculnya banyak tantangan dan
gangguan. Potens hadirnyaintervens kekuatan modal dapat dikatakan
cukup besar. Terlebih faktamenunjukkan derasnyaupaya K asultanan dan
Pakuaaman dalam melakukan upaya penguasaan berbagai aset ekonomi
di DIY. Karenaitu tantangan terberat dalam menjaga keberlangsungan
keisimewaan DIY ini terletak padakonsstens dalammenjaga penyeeng-
garaan keistimewaan tetap pada tujuannya dengan panduan pringp-prinsp
yang jugaharusterusditaati oleh parastakeholder yang terlibat. Tantangan
inilah yang harus dijawab karena sesungguhnya padajawaban tersebutlah
letak peluang keberlangsungan keistimewaan DIY.

Sebaliknya, manakala parastakeholder yang terlibat dalam proses
penyelenggaraan keistimewaan DI'Y gagal menjawab tantangan dengan
berbagal kebijakan yang pro rakyat; gaga mewujudkantakhtauntuk rakyat;
dan miskinittikad untuk mewujudkan tujuan yang sgjak awa ditetapkan
makakeistimewaan justru akan bermasadepan suram. KestimewaanDIY
akan bisaberkelanjutan dan menjadi instrument dalam menyejeterahkan
masyarakat kalau iadikawal oleh negarawan yang bijak bestari.

5.6. Kesmpulan

Dinamika politik keistimewaan yang terjadi di Provins Daerah
| stimewaYogyakartasaat ini merupakan kelanjutan dari dinamikayang
pernahterjadi padaerasebelumnya. Dinamikatersebut bisaditelusur jauh

ke belakang sampai periode awal berdirinya Kergjaan Kasultanan dan
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Kadipaten Pakuaaman hingga erasekarang ini. Meskipun dinamikayang
terjadi telah melintas zamantetapi yang menjadi sumbuh dantrigger dari
dinamika tersebut bermuara pada satu hal, yaitu tentang pergiliran
kekuasaan.

Secarahigtorispergiliran kekuasaan di Yogyakartatelah berlangsung
dalam kurun ratusan tahun yang tergambar dalam suksesi di Kasultanan
dan Pakuaaman. Sgjaandengan praktek sukses yang telah berjalandalam
kurunwaktu tersebut telah terbangun jugaprosedur bagaimana pengambilan
keputusan dalam penentuan rgjaitu dijalankan. Prosedur pengambilan
keputusan tersebut dijalankan dengan mengacu padafaktor tatanila yang
berlaku (paugeran), normadan tatagelar kepangeran, usaparapangeran,
urutanistri, pilihan politik rajadanfaktor eksternal. Masing-masing faktor
tersebut telah secara nyata menjadi dasar dalam penentuan rgja. Pada
periodetertentu sukses telah berjalan secaranormatif dengan mengacu
padasemuafaktor-faktor tersebut, tetapi padaperiode yang lain sukses
berlangsung hanya mengacu pada sebagiannyasga.

Setelah kemerdekaan Indonesia Kasultanan dan Kadipaten
Pakuaaman bergabung dengan Negara Republik Indonesadengan melebur
keduakerajaantersebut menjadi satu daerah istimewa, Daerah | stimewa
Yogyakarta Sdanjutnya, keduargadi Kasultanan dan Pakuaaman ditunjuk
oleh pemerintah Republik Indonesia sebagal K epala dan Wakil Kepala
Daerah DIY. Jabatanini terus melekat padakeduarajatersebut hingga
keduanyawafat. Kelstimewaan dalam pengisian jabatan gubernur yang
dijabat oleh Sultan Hamengku Buwono 1 X danwakil gubernur dijabat oleh
Paku Alam V111 ini diperjuangkan untuk terus berlanjut padakeduaraja
yang mewaris keduakergaan tersebut.
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Upaya untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan ini
ditempuh dengan berbagal usaha seperti penguasaan dan kontrol atas
organisas sosa dan politik, penguasaan modd dan sumber perekonomani,
hegemoni sosid budaya, sertadominasi dalam pergulatan wacana publik.
Upaya-upayatersebut tak peak telah menjadikan dinamikasosd dan politik
semakin fluktuatif dan eskalatif. Selainitu, tentu sgja ada dampak yang
signifikan pada proses penyelenggaraan roda pemerintahan di DIY.
Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada tata kelola yang
transparan, akuntabel, predictable, serta membuka ruang partisipas
masyarakat terancamtergusur karenakemudi pemerintahan dikendalikan
oleh kepemimpinanoligarki yang didukung olehbirokras patrimonid. Pada
titik inilah masadepan keistimewaan DIY dipertaruhkan.



BAB VI
PENUTUP

6. 1. Kesmpulan

Analisisdispositif yang dipergunakan sebagai pisau anaisistelah
berkontribus dalammengkongtruks dan memetakan dinamikapolitik yang
berlangsung di Daerah Istimewa Yogyakarta pasca diundangkannya
Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Secara
historiskeistimewaanDI1Y telah melaui proses pergulatan dalam waktu
yang panjang dengan dinamikayang menyertainya. Akar dari keistimewaan
ini menghunjam jauh ke dalam sgjak Kasultanan dan Pakualaman masih
menjadi wilayah politik otonom dari pemerintahan Kergjaan Belanda.
Selama kurunwaktu yang lamaitu telah tumbuh apayang disebut dengan
paugeran yang merupakan pelembagaan dari tradis dan tatanilai yang
menjadi dasar dan acuan dalam proses penentuan raja di dua kergjaan
yang dirintis oleh Pangeran Mangkubumi tersebuit.

Paugeran sebagal ketentuan dasar menjadi payung dari mekanisme
dan prosedur yang berlaku dalammemilih rgjatidak hanyaberlaku sebagai
instrumen dalam pengambilan keputusan tetapi jugatelah terlembagakan
sebagal “tekssuci” yang kanonik. Proseskanonisas paugeranini terbentuk
sgjak periode awal prosessirkulasi kekuasaan dan praktek pengambilan
keputusan dalam menentukan Sultan di Kraton Kasultanan Yogyakartadan
Paku Alamdi Kadipaten Pakualaman.

Selamawaktu itu juga Belanda, 1nggris dan Jepang yang pernah
berkuasa di tanah Jawa juga tidak pernah mempersoalkan eksistens
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paugeran di Kasultanan dan Pakualaman. Alih-dih, Belanda, Inggrisdan
Jepang justru ikut melegitimasi tatanilai tersebut. Bahkan kalau ditarik ke
belakang pada Perjanjian Giyanti yang menjadi legditas pertamaberdirinya
Kasultanan NgayogyakartaHadiningrat tampak denganjelasBelandaikut
mengatur pola pewarisantakhta. Di pasal 1 (1) pada perjanjian tersebut
disebutkan bahwa Pangeran Mangkubumi yang selanjutnyamenjadi Sultan
Hamengkubuwono (HB) | ditunjuk sebagal pemimpindari wailayahyang
dipinjamkan oleh Belanda kepadanya dengan hak untuk mewariskan
kepada ahli warisnya. Tampaknya, Belanda memahami betul taksonomi
sistem kekuasaan Jawa yang berpusat padadiri seorang Raja.

Meskipun demikian, bukan berarti sukses di Kasultanan dan
Pakuaaman terhindar dari intervens. Naik turunnya Sultan Hamengku
Buwono |1 dan Hamengku Buwono |11 adalah contoh kongkrit dampak
dari intervens yang dilakukan Inggris dan Belanda. Begitupuladengan
berdirinyaKadipaten Pakualaman jugatak lepasdari intervens Gubernur
Hindia-Inggris. Berbedadengan Pakualaman yang jumlah Adipati yang
bertakhta sama jumlahnya dengan banyaknya jumlah terjadi sukses,
Kasultanan mengalami sukses dan sirkulasi kekuasaan sebanyak 14 kali
dengan jumlah 10 rgja. Perbedaan jumlah sukses dan jumlah rgayang
bertakhtaini menandakan bahwa ada rgjayang pernah dimakzulkan dan
kemudian pada periode berikutnya naik takhta kembali. Fakta ini
menunjukkan bahwa paugeran tidak selalu sepenuhnyadiadops dalam
proses pengambilan keputusan penentuanrgja.

Modalitas dalam bentuk praktek sirkulas kekuasaan dan sukses
rgja yang terjadi di Kasultanan dan Pakualaman dan ditopong oleh
taksonomi sistem kekuasaan Jawayang berpusat padadiri seorang raja
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harus diakui telah menjadi titik keberangkatan dalam pembentukan dan
keberlanjutan keistimewaan DIY pasca Indonesia merdeka. Piagam
kedudukan yang diberikan oleh Presiden Soekarno kepada Sultan
Hamengku Buwono 1X dan Paku Alam V111 dan kemudian dikuatkan
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 adaah merupakan pintu
keberangkatanbarubagi DI'Y dengan gatusigimewa. Meskipun Kasultanan
dan Pakualaman telah melebur menjadi sebuah daerah Istimewa tetapi
pemerintah Republik Indonesatetap mempertahankan SultanHB X dan
Paku Alam V111 dalam kedudukannya. Hanya sgja kedudukan dalam
bentuknyayang baru sebagai Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah
DIY. Kedudukan dan jabatan ini terus melekat pada Sultan Hamengku
Buwono I X dan PakuAlamV 111 hingga keduanyawafat.

Tampak jelas di sini bahwa substans keistimewaan DIY pada
dasarnyaterletak pada pengisian jabatan gubernur yang otomeatis dijabat
oleh Sultan yang bertakhta saat itu sementarawakil gubernur dijabat oleh
Paku Alam yang juga sedang bertakhta. Tapi fakta menunjukkan bahwa
keistimewaan tersebut sempat bergeser pada awal orde reformas dimana
Sultandan PakuAlam sebaga penerustakhtadi Kasultanan dan Pakualaman
tidak otomatis menjabat sebagai Gubernur danwakil gubernur. Padatahun
1999 pengisian jabatangubernur DIY ditempuh dengan carapemilinan dari
duacaonyang diusulkan partal politik. Duacaontersebut adalah Sultan
Hamengku Buwono X yang menjabat sebagai KetuaDPD | Golkar DI'Y
dan Drs. H. Alfian Darmawan yang kalaitu menjabat sebagai KetuaDPW
Partai Persatuan Pembangunan. Sementarapengidanjabatanwakil gubernur
jugapernah ditentukan dengan carapemungutan suara. Perigtiwaini terjadi
padatahun 2001 ketikasaat itu keduaputraPakuAlam V111 yang berlainan
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ibu yakni KPH Ambarkusumo dan KPH Anglingkusumo sama-sama
mendaftar sebagai calonwakil gubernur. Pemilinan akhirnyadimenangkan
oleh KPH Ambarkusumo.

Meskipun sempat terjadi pergeseran sehagaimanadijelaskan di atas
tetapi padakurun selanjutnya keistimewaan yang berpusat pada pengisan
jabatan gubernur danwakil gubernur ini kembali terkonsolidasikan. Hal ini
terjadi segerasetelah terpilihnya Sultan Hamengku Buwono X sebagal
Gubernur DIY dan Paku Alam IX terpilih sebagai Wakil Gubernur.
Selanjutnya pergulatan kuasakembdli terjadi denganfluktuatif dan ditandai
tarik menarik antara® Yogya' dan“Jakarta’ ketikakeisimewaanDI1Y ditefsir
ulang dan direkonstruks melalui Undang-undang Keistimewaan.

Andidsatasareareferend, otoritasregulasi, prosedur regulasi dan
drategi imperatif mempertegas bahwapadadasarnyasubstang keiimewaan
DIY terletak pada mekanisme pengangkatan Sultan Hamengku Buwono
sebagal Gubernur dan Paku Alam sebagai wakil gubernur. Adapun empat
urusan keistimewaan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang
Keistimewaan dan juga Perdais Induk tentang urusuan keistimewaan DI'Y
seperti kebudayaan, tataruang, pertanahan, dan kelembagaan hanyalah
faktor-faktor ddamdrategi imperatif yang berfungs sebagal instrumen atau
aat untuk memperoleh dan melanggengkan kekuasaan seluas-luasnyadan
sdlama-lamanya.

Dengan demikian dapat dismpulkan bahwa, Undang-undang
K eistimewaan secaraterang benderang telah menjadi prototif dari sebuah
instrumen legal dalam pemberian kekuasaan oleh negarapada Sultan dan
Paku Alam secara affirmas negatif. Undang-undang Keistimewaan DI'Y
menjadi dasar dan sekaligus payung hukum atas kedudukan Sultan
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Hamengku Buwono sebagai Gubernur DI'Y dan PakuAlam sebagal Wakil
Gubernur. Kedudukan tersebut ditopang oleh kekuatan ekonomi dalam
bentuk urusan keistimewaan dalam bidang pertanahan dan tata ruang,
kekuatan sosial dan smbol budaya melalui kewenanganistimewadalam
kebudayaan, dan pelembagaan birokras patrimonia melalui kewenangan
istimewa kelembagaan. Tak pelak lagi sgjaan dengan pemberlakuan
Undang-undang K e stimewaan Sultan Hamengku Buwono dan PakuAlam
memegang kedudukan dan kekuasaan yang kuat mendekati absolut,
dominantanpatandingan, danlegd sesuai peraturan perundang-undangan.

Pertanyaannya apakah dengan karakter kekuasaan yang dimiliki
Sultan dan Paku Alam seperti itu secara otomatis dapat menjamin
keberlangsungan keistimewaan DI'Y ? Temuan penelitianini membuktikan
bahwaitu justru mengancam keistimewaan. Akumulas kekuasaan politik,
ekonomi dan sosal budayadalam satu tanganjustru telah menstimulasi
pemilik kuasatersebut untuk bertindak yang justru kontraproduktif dengan
desain keistimewaan D1Y. Dalam konteks keistimewaan D1Y ada dua
tindakan kontroversa dan sekdiguskontrgproduktif terhadap keisimewaan
DlY yang dilakukan Sultan: pertama, Sultanyang melakukan pengkondisan
suksed rgjake puteri tertuanya, GKR Pembayun (yang sekarang bernama
GKR Mangkubumi) dengan mengabaikan tatanilai dan paugeran. Tindakan
ini akhirnyamenuai protesdari saudara-saudaranyakarenatindakan Sultan
sudah dianggap terlalu jauh hinggatak bersesuaianlagi dengan paugeran
yang berlaku di Kasultanan. Dampaknya adalah munculnya konflik di
internal Kasultanan. Kedua, keterlibatan Kasultanan ddam gugatan Judicial
review terhadap pasa 18 ayat 1 huruf mdari Undang-undang Keisimewaan
di MahkamaKongtitus.
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Dua tindakan di atas membuktikan semakin mengentalnya
kepentingan politik Sultan untuk supaya GK R Pembayun bisamenggantikan
dirinyasebaga Gubernur DIY. Dalam beberapa perubahan mendasar yang
dilakukan Sultan sebagaimanatercermin dalam Sabda Tamadan Sabda
Rajayang pernah disampaikan tampak adakeyakinan di sebagian keluarga
Kraton Kasultanan saat ini bahwa GKR Pembayuntelah diangkat sebagai
Puteri Mahkota. Itu berarti setahap lagi Pembayun akannaik takhta sebagai
Sultan. Tetapi untuk menjadi gubernur Pembayun masih terhalang aturan
UUK yang mengatur gubernur harusdijabat seorang Sultan yang berjenis
kelaminlaki-laki.

Jeladah bahwa, Undang-Undang K eistimewaan ditaati dan dijalankan
sgjauh seturut kepentingannya. Sebaliknya, undang-undang diabaikan
bahkan digugat manakalatidak menguntungkan. Daamwaktu yang sama
masih banyak urusan keistimewaan yang belum dijalankan. Sebagaimana
dibuktikan dengan masih ada bebergpa Perdais yang sampal sekarang belum
selesai pembahasannyadi DPRD. Bahkan adajuga Raperdais yang sama
sekali bdumtersentuh: Perdais Tata Ruang. Akibatnya, muncul perlavanan
baik dari kalangan dalam tembok istanasendiri maupun dari rakyet jelata
yang terdampak dari kebijakannya.

Semakin banyaknya perlawanan tersebut sertaditambah puladengan
kemunculan keresahan masyarakat terkait dengan urusan pertanahantentu
sudah lebih dari cukup bagi Tim Pengawas Keistimewaan DPR RI untuk
merekomendasikan supayasegeradilakukkannyarevis atasUUK. Segera
setelah pintu peluang revis atas UUK ini dibuka seketikaitu pulamuncul
banyak kemungkinan yang bisa sgjaterjadi. Bisasgausulan revid ditolak
DPR tetapi mungkin jugaditerimauntuk dilakukanrevid terbatas. Dan
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tentu sgaterbukajugakemungkinan untuk dilakukanevauas dan perubahan
UUK secarakeseluruhan dan mendasar.

6.2. Saran
Karena itu tantangan terberat dalam menjaga keberlangsungan
keistimewaan DIY ini terletak pada konsistensi dalam menjaga
penyelenggaraan keistimewaan tetap pada tujuannya dengan panduan
prinsip-prinsip yang jugaharusterus ditaati oleh para stakeholder yang
terlibat. Tantangan inilah yang harus dijawab karena sesungguhnya pada
jawaban tersebutlah letak peluang keberlangsungan keistimewaan DIY.
Berdasarkan pada kesadaran akan adanya hambatan, tantangan, ancaman
dan peluang ddlam perwujudantujuan keisimewaan DY sebagaimanayang
menjadi cita-citabersamawargaDIY berikut disampaikan beberapasaran:
1. KestimewaanDIY akan bisa berkelanjutan dan menjadi instrument
daam menyejeterahkan masyarakat kaau iadikawa oleh pemimpin
yang berjiwa negarawan yang bijak bestari serta birokrasi
penyelenggarayang berkompetens dan berintegritas. Sehubungan
dengan itu sudah semestinya ada kebijakan yang secara khusus
diorientasikan untuk penyiapan sumber daya di Kasultanan dan
Pakudaman sebagal ingtitus yang akan menyuplai calongubernur dan
wakil gubernur. Selainitu tersedianyaaparat Spil negarasebaga mesin
birokras penyelenggarapemerintahan dan urusan kelstimewaan juga
niscaya. Karena itu proses tour of duty, jalur estafeta karier juga
didesain untuk tersedianyaapara dengan standar kualitasdan kuantitas
yang lebih baik dan terencana. Banyaknya jabatan birokras yang
kosong sehingga ada beberapa jabatan dipegang oleh satu orang
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sebagaimana yang terjadi belakanganini di Pemerintah Dareah DI'Y
tidak akan terulang lagi dimasadatang.

2. Dengan potens terjadinya personifikas jabatan gubernur dan juga
akumulasi kekuasaan politik, ekonomi, sosid, dan budayapadadiri
Sultan dan Paku Alam mengakibatkan kuat dan dominannya peran
Gubernur dan wakil gubernur sebagal penyelenggara pemerintahan.
Untuk menghindari terjadinya kemungkinan penyimpangan dalam
penyelenggaraan pemerintahan maka diperlukan penguatan fungsi
DPRD. Untuk itu diperlukan Peraturan Daerah yang khusus mengatur
tentang pengaturan dalam bentuk penambahan kewenangan baru
DPRD Provins DIY. Penguatan fungs ini sudah semestinya juga
didukung dengan adanya support system supaya kinerja anggota
legidatif jauhlebih bak.
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